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PENDAHULUAN 
 
Studi-banding kebijakan PPh antar-negara adalah dasar nan-baik untuk memilih kebijakan 
terbaik bagi NKRI. Seperti biasa makalah dibuat dalam pelaksanaan tugas kami sebagai 
Komite kerja KSAP  yang diharapkan juga memberi sumbangsih pemikiran bagi bangsa dan 
negara terkait keuangan negara, makalah ini, seperti biasa, dangkal penuh cacat-cela 
kekurangan namun semoga tidak menyesatkan,  mohon di maafkan oleh sidang pembaca 
terkasih. Tujuan makalah adalah agar wawasan-pandang komite kerja diperluas dengan 
mempelajari isu terkini perekonomian dunia umumnya, isu akuntansi PPh khususnya, sebagai 
dasar  pengambilan keputusan Komite nan arif bijaksana. Makalah disajikan pada akademisi, 
periset, dan siswa jurusan ilmu akuntansi sebagai tambahan rujukan. Seperti biasa, sidang 
pembaca sangat disarankan melengkapi sajian ini dengan mencari sumber sumber lain yang 
lebih afdol. Kebijakan pajak nan-tepat membawa transparansi, keadilan sosial dan 
kemakmuran bangsa. 
 
KURS PAJAK 
KMK Nomor 8/MK/EF.2/2026, Tanggal Berlaku: 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026, 
Salinan Keputusan Menteri Keuangan menjelaskan : 
No Mata Uang  Nilai  Perubahan  

1 Dolar Amerika Serikat (USD)  16.898,00 80,00  

2 Dolar Australia (AUD)  11.942,49 16,12  

3 Dolar Kanada (CAD)  12.365,17 -16,37  

4 Kroner Denmark (DKK)  2.670,95 -4,27  

5 Dolar Hongkong (HKD)  2.162,31 10,89  

6 Ringgit Malaysia (MYR)  4.332,60 39,09  

7 Dolar Selandia Baru (NZD)  10.137,45 -27,78  

8 Kroner Norwegia (NOK)  1.772,53 7,08  

9 Poundsterling Inggris (GBP)  22.858,60 -93,05  



No Mata Uang  Nilai  Perubahan  

10 Dolar Singapura (SGD)  13.351,14 41,86  

11 Kroner Swedia (SEK)  1.874,33 -13,00  

12 Franc Swiss (CHF)  21.869,34 -11,48  

13 Yen Jepang (JPY)  10.949,26 14,11  

14 Kyat Myanmar (MMK)  8,04 0,03  

15 Rupee India (INR)  186,21 0,70  

16 Dinar Kuwait (KWD)  55.024,22 258,60  

17 Rupee Pakistan (PKR)  60,42 0,25  

18 Peso Philipina (PHP)  291,37 2,84  

19 Riyal Saudi Arabia (SAR)  4.505,29 21,15  

20 Rupee Sri Lanka (LKR)  54,65 0,27  

21 Baht Thailand (THB)  541,55 0,68  

22 Dolar Brunei Darussalam (BND)  13.330,38 26,45  

23 Euro Euro (EUR)  19.955,19 -30,85  

24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.451,85 17,06  

25 Won Korea (KRW)  11,68 0,08  

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100  
 
TARIF PENYUSUTAN PERPAJAKAN 

Tarif penyusutan fiskal untuk SPT 2026 tetap mengacu pada PMK Nomor 72 Tahun 2023, 
dengan metode garis lurus:  
1. Kelompok 1 (4 tahun, 25%),  
2. Kelompok 2 (8 tahun, 12,5%),  
3. Kelompok 3 (16 tahun, 6,25%),  
4. Kelompok 4 (20 tahun, 5%),  
5. Bangunan Permanen (20 tahun, 5%), dan  
6. Tidak Permanen (10 tahun, 10%).  

Rincian Tarif Penyusutan (Metode Garis Lurus): 
 Harta Berwujud Bukan Bangunan: 



o Kelompok 1: Masa manfaat 4 tahun, tarif 25%. 
o Kelompok 2: Masa manfaat 8 tahun, tarif 12,5%. 
o Kelompok 3: Masa manfaat 16 tahun, tarif 6,25%. 
o Kelompok 4: Masa manfaat 20 tahun, tarif 5%. 

 Harta Berwujud Bangunan: 
o Permanen: Masa manfaat 20 tahun, tarif 5%. 
o Tidak Permanen: Masa manfaat 10 tahun, tarif 10%.  

Butir Penting untuk SPT 2026: 
 Pengelompokan harta didasarkan pada peraturan terbaru. 
 Metode penyusutan harus konsisten (garis lurus atau saldo menurun). 
 Pastikan pengelompokan aset (Kelompok 1-4) benar untuk akurasi penyusutan fiskal 

menurut Instagram Pajakku. 
 Ortax mencatat bahwa daftar penyusutan akan terisi otomatis di SPT Badan jika data 

harta diisi dengan benar.  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72 Tahun 2023 - Ortax 
 
CONTOH PERHITUNGAN PPh 

Cara hitung PPh di NKRI sbb : Ringkasan AI mengungkapkan bahwa cara hitung Pajak 
Penghasilan (PPh) secara umum dilakukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) dengan tarif pajak yang berlaku. Untuk karyawan, PPh 21 dihitung dari gaji bruto 
dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, kemudian dikalikan tarif progresif. Untuk 
badan, umumnya 22% dari laba bersih.  
1. PPh Orang Pribadi (Karyawan/Pribadi)  

 Hitung Penghasilan Neto: Pendapatan bruto setahun dikurangi biaya jabatan (5% dari 
bruto, maksimal Rp500.000/bulan) dan iuran pensiun. 

 Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Penghasilan neto setahun dikurangi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

o PTKP Dasar: Rp54.000.000 (belum menikah, tanpa tanggungan). 
o  

 Hitung PPh Terutang (Tarif Progresif): 
o 0 - Rp60 juta: 5%. 

o Rp60 juta - Rp250 juta: 15%. 
o Rp250 juta - Rp500 juta: 25%. 
o Rp500 juta - Rp5 miliar: 30%. 
o Rp5 miliar: 35%. 

2. PPh Badan (Perusahaan) 
 Tarif Umum: 22% dari laba kena pajak. 
 Fasilitas (Omzet < Rp4,8 Miliar): Dapat menggunakan PPh Final 0,5% dari omzet. 
 Fasilitas (Omzet Rp4,8 M - Rp50 M): Mendapat pengurangan tarif 50% untuk 

sebagian PKP.  
3. PPh Final (Pasal 4 ayat 2) 

Beberapa penghasilan dikenakan pajak langsung dari bruto, seperti:  
 Sewa tanah/bangunan: 10%. 
 Jasa konstruksi: 2% - 6%.  
Contoh sistem pajak negara bersistem kapitalis Amerika Serikat sbb ; 

Sebagai sumber inspirasi global, sistem pajak Amerika Serikat (AS) 2025/2026 bersifat 
progresif dengan tujuh tingkat tarif individu (10%–37%) dan tarif korporasi federal flat 21%. 
Penyesuaian inflasi menaikkan ambang batas pajak, dengan tarif tertinggi 37% berlaku untuk 



penghasilan di atas $626.350 (tunggal). Selain itu, AS memberlakukan tarif bea masuk 
resiprokal, termasuk penurunan tarif impor barang dari Indonesia menjadi 19%.  

Berikut adalah rincian sistem dan tarif pajak AS terbaru: 
 Pajak Penghasilan Individu (Federal Income Tax) 2025 paling rinci dimuka-bumi: 

Menggunakan sistem progresif dengan tarif: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, dan 37%. 
  Pajak Perusahaan (Corporate Tax): Tarif pajak federal flat sebesar 21%. 
 Pajak Penjualan (Sales Tax): AS tidak memiliki PPN (VAT) nasional, melainkan pajak 

penjualan tingkat negara bagian dan lokal, berkisar antara 2,9% hingga 7,25%. 
 Pajak Penggajian (FICA/Payroll Tax): Meliputi Social Security dan Medicare, dengan 

total pajak yang dipotong dari gaji karyawan umumnya berkisar 7,65%. 
 Tarif Bea Masuk (Tarif Trump): Per 1 Agustus 2025, AS menetapkan tarif resiprokal, 

termasuk penurunan tarif bagi Indonesia menjadi 19%.  

Catatan samping sbb : 
 Negara Bagian Tanpa Pajak Penghasilan: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, 

Washington, dan Wyoming.Negara bagian di Amerika Serikat (AS) yang tidak memungut 
Pajak Penghasilan (PPh) perorangan (seperti Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, 
Tennessee, Texas, Washington, Wyoming, dan New Hampshire) melakukannya karena 
alasan strategis untuk mendanai anggaran mereka melalui cara lain. 

      Berikut adalah alasan utama mengapa terdapat  negara bagian tidak memungut PPh: 
a. Pajak Konsumsi yang Tinggi (Sales Tax): Alasan utama adalah menggeser beban 

pajak dari "apa yang Anda hasilkan" (income) menjadi "apa yang Anda belanjakan" 
(consumption). Negara-negara bagian ini mengenakan pajak penjualan (sales tax) 
yang tinggi untuk mendanai layanan publik, seperti pendidikan dan infrastruktur. 

b. Pendapatan dari Sumber Daya Alam: Beberapa negara bagian seperti Alaska dan 
Wyoming memiliki kekayaan alam (minyak dan gas) yang melimpah. Pendapatan 
royalti dari ekstraksi sumber daya ini cukup untuk mendanai operasional negara tanpa 
perlu memungut PPh. 

c. Sektor Pariwisata dan Perjudian: Negara bagian seperti Florida, Nevada, dan 
Tennessee memanfaatkan industri pariwisata yang masif. Wisatawan yang berkunjung 
dan membelanjakan uang (hotel, restoran, hiburan) berkontribusi besar pada pajak 
penjualan negara bagian tersebut. 

d. Pajak Properti Tinggi: Tanpa PPh, negara bagian sering kali mengandalkan pajak 
properti yang tinggi untuk menutupi kebutuhan anggaran, terutama untuk mendanai 
sekolah dan layanan lokal. 

e. Menarik Penduduk dan Bisnis: Kebijakan tanpa PPh bertujuan untuk menarik lebih 
banyak penduduk, pensiunan, dan perusahaan (terutama yang berpenghasilan tinggi) 
untuk pindah ke negara bagian tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan 
perekonomian lokal. 

f. Larangan Konstitusional: Beberapa negara bagian seperti Florida dan Texas secara 
konstitusional melarang pengenaan pajak penghasilan pribadi.  

Singkatnya, negara bagian tanpa PPh bukanlah "bebas pajak". Mereka tetap mengenakan 
pajak, namun melalui mekanisme lain seperti pajak penjualan, pajak properti, pajak 
bisnis, atau royalti sumber daya alam dengan tarif diperbesar.  

 Wajib pungut /Pajak Penahanan (Withholding Tax): Standar untuk non-residen, seringkali 
mencapai 30% untuk dividen, bunga, dan royalti. 

 Internal Revenue Service (IRS): Badan yang mengelola dan memeriksa kepatuhan pajak 
di AS.  

Sekadar contoh negara berkonstitusi Syariat Islam cq sistem PPh di Saudi Arabia sbb : 
Ringkasan AI menyatakan bahwa jumlah wanita Arab Saudi yang berpartisipasi dalam 



angkatan kerja mengalami peningkatan pesat, mencapai lebih dari  35-36% pada awal tahun 
2025. Angka ini melampaui target Visi 2030 yang ditetapkan pemerintah.  
Berikut adalah rincian data terkait partisipasi wanita di Arab Saudi menurut laporan terbaru: 
 Tingkat Partisipasi Kerja: Partisipasi angkatan kerja perempuan Saudi mencapai 36,2% - 

36,3% pada awal tahun 2025. 
 Jumlah Tenaga Kerja Wanita: Hampir satu juta wanita bekerja di sektor swasta. 
 Wirausaha & UMKM: Perempuan memimpin 46,8% dari total usaha kecil dan menengah 

(UMKM) di Arab Saudi. 
 Investasi Saham: Jumlah investor perempuan di pasar saham Arab Saudi mencetak rekor, 

mencapai 1,74 juta orang pada akhir kuartal 2 tahun 2025. 
 Posisi Manajemen: Persentase perempuan di posisi manajemen senior dan menengah naik 

drastis dari 28,6% pada 2017 menjadi 43,8% pada tahun 2024. 
 Sektor Publik (Haji): Sebanyak 33,2% dari total petugas haji pada awal 2026 adalah 

perempuan.  

Perubahan tersebut diatas didorong oleh reformasi sosial dan ekonomi di bawah Visi 2030, 
termasuk penghapusan sistem perwalian yang membatasi pergerakan perempuan.  
Pajak penghasilan (PPh) di Arab Saudi dikenakan pada badan usaha/perusahaan asing dengan 
tarif standar 20% dari laba bersih yang disesuaikan, sementara warga negara (GCC) 
membayar Zakat 2,5%.   
Individu atau ekspatriat tidak dikenakan PPh pribadi atas gaji mereka, namun ada pajak 
pemotongan (withholding tax) untuk jasa non-residen (5-20%) dan PPN 15%.  
Pajak Penghasilan Badan (Corporate Tax). Berlaku bagi entitas asing atau bagian asing dari 
perusahaan patungan (joint venture).  
 Tarif: 20% dari laba bersih yang disesuaikan (adjusted net profit). 
 Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan asing di Arab Saudi umumnya dikenakan sebesar 

20% dari laba bersih kena pajak yang disesuaikan. Perhitungan didasarkan pada laporan 
keuangan yang diaudit, wajib didaftarkan ke ZATCA (Zakat, Tax and Customs 
Authority), dan berlaku khusus untuk porsi kepemilikan saham asing.  

Cara Hitung Pajak Penghasilan Asing (20%): 
1. Tentukan Laba Bersih: Hitung total pendapatan dikurangi pengeluaran yang diizinkan 

(beban operasional, depresiasi, dll). 
2. Sesuaikan Laba: Lakukan penyesuaian fiskal jika ada biaya yang tidak dapat dikurangkan 

menurut aturan ZATCA. 
3. Struktur Campuran: Jika perusahaan patungan (Joint Venture), bagian Saudi/GCC kena 

Zakat (2,5%), sementara bagian asing kena PPh 20%. 
4. Sektor Hidrokarbon: Pajak untuk minyak/gas jauh lebih tinggi, berkisar 50% hingga 85%. 
5. Withholding Tax (PPh Pasal 23/26): Pembayaran ke pihak non-residen (dividen, royalti) 

bisa dikenakan withholding tax antara 5% - 20%. 
6. Tahun Pajak: Pelaporan wajib diaudit dan dilaporkan paling lambat 120 hari setelah akhir 

tahun buku.  
7. Sektor Khusus: Perusahaan minyak dan hidrokarbon dikenakan tarif jauh lebih tinggi, 

yaitu 50% hingga 85%.  
8. Zakat (Untuk Warga Saudi/GCC). Perusahaan yang dimiliki oleh warga negara Arab 

Saudi atau negara Teluk (GCC) dikenakan Zakat, bukan PPh badan.  
o Tarif: 2,5% dari dasar Zakat (kekayaan bersih perusahaan). 
o Perhitungan: Total Aset (tertentu) - Kewajiban (tertentu) = Dasar Zakat. 
o Contoh Campuran: Jika perusahaan 40% dimiliki asing dan 60% warga Saudi, maka 

40% laba kena PPh 20%, dan 60% laba kena Zakat 2,5%.  



9. Pajak Pemotongan (Withholding Tax - WHT), dipotong oleh perusahaan di Saudi saat 
membayar pihak non-residen (asing) untuk layanan tertentu:  
o 5%: Dividen, bunga, royalti, biaya teknis/konsultasi. 
o 15%: Pembayaran jasa lainnya. 
o 20%: Biaya manajemen.  

10. Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) 
o Tarif: 15% untuk sebagian besar barang dan jasa.  

Ringkasan  Penting 
 Individu/Ekspatriat: Bebas pajak penghasilan pribadi (0%). 
 Tahun Pajak: Biasanya berdasarkan tahun kalender (1 Januari - 31 Desember). 

 Otoritas: Dikelola oleh Zakat, Tax and Customs Authority 
(ZATCA).  
  Pastikan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak di Saudi (ZATCA) 
untuk perhitungan yang tepat karena peraturan dapat berubah. 

Contoh sistem PPh di negara Sosialis Rusia  sbb : Pajak penghasilan 
pribadi (PIT) di negara Sosialis Rusia umumnya menggunakan tarif 
tetap 13% untuk penduduk dengan penghasilan tahunan hingga 5 juta 
Rubel, dan 15% untuk jumlah di atasnya. Untuk non-penduduk, 

tarifnya tetap 30%.  
Pengusaha memotong pajak langsung dari gaji, dan batas waktu pengajuan SPT tahunan 
adalah 30 April.  
Cara Hitung Pajak Penghasilan (Penduduk/Resident): 
 Pendapatan < 5 juta Rubel/tahun: Pendapatan Kena Pajak X 13 % 
 Pendapatan  5 Juta Rubel keatas : ( 5 Juta X 5 %) + ( jumlah PKP- 5 Juta) X 15 % 
 WP bukan pendusuk : Jumlah PKP X 30 % 
Keterangan : 
 Definisi Penduduk: Seseorang dianggap penduduk pajak jika tinggal di Rusia minimal 

183 hari dalam 12 bulan berturut-turut. 
 Kewajiban Global: Penduduk wajib membayar pajak atas penghasilan di Rusia dan luar 

negeri. 
 Wiraswasta: Pekerja lepas (self-employed) dapat menikmati tarif lebih rendah, yaitu 4%-

6%. 
 Potongan: Tersedia pengurangan pajak tertentu (sosial, properti) bagi penduduk.  
Catatan: Pajak penghasilan umumnya dipotong langsung oleh pemberi kerja (pajak federal).  
Sistem pajak negara sosialis RRT sbb : Sebagai negara ber-penduduk terbesar, ringkasan AI 
menyatakan bahwa tarif pajak di RRT (Tiongkok) umumnya menerapkan PPh Badan standar 
25%, PPN 13% (standar), dan PPh Orang Pribadi progresif hingga 45%. Insentif khusus (10-
15%) tersedia untuk teknologi/industri tertentu, serta tarif PPN lebih rendah (9% atau 6%) 
untuk sektor tertentu. Pajak properti 1,2% (nilai asli) atau 12% (sewa) juga berlaku.  
Berikut adalah rincian tarif pajak utama di RRT: 
 Pajak Penghasilan Badan (PPh/CIT): 

o Tarif Standar: 25%. 
o Usaha Kecil/Menengah: Tarif efektif 5% (untuk pendapatan kena pajak < CNY 3 

juta). 
o Teknologi Tinggi/Preferensial: 15%. 
o Industri Perangkat Lunak: 10%. 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT): 
o Tarif Umum: 13%. 



o Tarif Khusus: 9% (transportasi, konstruksi, dll.) dan 6% (jasa keuangan, layanan 
modern). 

o Wajib Pajak Kecil: 3%. 
 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP/IIT): 

o Tarif progresif berkisar antara 3% hingga 45%. 
 Pajak Lainnya: 

o Pajak Konsumsi: Bervariasi pada produk khusus (tembakau, alkohol, kendaraan, 
mewah). 

o Pajak Tambahan Pendidikan: 3% (pendidikan) + 2% (lokal) dari jumlah PPN dan 
Pajak Konsumsi. 

o Pajak Properti: 1,2% dari nilai asli bangunan atau 12% dari nilai sewa. 
o Pajak Akuisisi Kendaraan: 10% dari nilai transaksi.  

Sistem perpajakan Tiongkok sering memberikan insentif, terutama untuk perusahaan asing di 
zona ekonomi khusus atau industri teknologi tinggi.  

Berdasarkan data laporan terbaru, berikut adalah gambaran APBN Pendapatan Pajak RRT 
(Republik Rakyat Tiongkok)untuk tahun 2024 dan proyeksi 2025: 

Realisasi Pendapatan Pajak & Fiskal RRT 2024 
 Pendapatan Fiskal (Umum): Pada tahun 2024, pendapatan fiskal RRT meningkat 1,3% 

year-on-year (yoy) mencapai 21,97 triliun yuan (sekitar $3,05 triliun USD), di atas 20 
kali APBN Pendapatan Pajak NKRI.. 

 Penerimaan Pajak: Komponen pajak dalam pendapatan fiskal tersebut mengalami 
penurunan sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. 

 Komposisi Pendapatan 2024: 
o Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT): Menyumbang porsi terbesar, yaitu sekitar 

49,7% atau setara 8.606,4 miliar RMB. 
o Pajak Penghasilan (PPh): Menyumbang 32,1% atau 5.567,2 miliar RMB. 
o Pajak Lainnya (Properti & Perilaku): Menyumbang 18,2% atau 3.154,7 miliar RMB. 

 Non-Pajak: Pendapatan non-pajak tercatat meningkat cukup tinggi, yaitu 25,4% pada 
2024.  

Proyeksi & Situasi Fiskal 2025 
 Pertumbuhan Rendah: Pemerintah China diprediksi mengantisipasi pertumbuhan 

pendapatan fiskal yang sangat rendah pada 2025, hanya sekitar 0,1% dibandingkan 2024. 
 Realisasi Awal 2025 (10 Bulan): Dalam 10 bulan pertama 2025, pendapatan fiskal 

tumbuh 0,8% yoy mencapai 18,65 triliun yuan. Pajak menyumbang 15,34 triliun yuan 
(tumbuh 1,7% yoy), sementara non-pajak turun 3,1%. 

 Tantangan: Pendapatan dari penjualan tanah oleh pemerintah daerah (sumber non-pajak 
penting) menurun drastis sebesar 16% pada 2024, menekan total pendapatan fiskal.  

Secara ringkas, struktur pajak RRT masih didominasi oleh PPN dan PPh, namun terjadi 
"musim dingin fiskal" di mana pertumbuhan penerimaan pajak melambat akibat penyesuaian 
sektor properti dan perlambatan ekonomi, memaksa pemerintah memaksimalkan pendapatan 
non-pajak.  
 
NEGARA-NEGARA DENGAN SISTEM PENGAWASAN PERPAJAKAN TER-
KETAT DI MUKA-BUMI 

Banyak negara membuat sistem perpajakan yang ketat karena pajak merupakan sumber 
pendapatan utama negara yang krusial untuk membiayai pembangunan infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan, dan subsidi, serta untuk memastikan keadilan sosial. Sistem yang 



ketat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan negara, mencegah penghindaran pajak 
(tax evasion), dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Berdasarkan laporan anggaran tahun 
2025-2026, pajak merupakan penyumbang utama pendapatan negara Indonesia, dengan 
kontribusi lebih dari 80% - 82,1% dari total Pendapatan Negara, yang mencakupi Pajak 
Penghasilan (PPh), PPN, dan PBB, menjadi tulang punggung APBN, jauh melampaui 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.  

Ringkasan AI menyatakan bahwa berdasarkan tingkat kepatuhan, tarif pajak yang tinggi, 
serta ketatnya administrasi dan pengawasan, beberapa negara di dunia sering dianggap 
memiliki sistem perpajakan paling ketat di muka bumi. Umumnya, negara-negara ini 
menggunakan hasil pajak tersebut untuk membiayai layanan publik dan kesejahteraan sosial 
yang komprehensif. 

Berikut adalah daftar negara dengan pengawasan perpajakan yang sangat ketat: 
a. Denmark. Denmark dikenal memiliki beban pajak keseluruhan tertinggi di dunia, 

seringkali melebihi 45% dari PDB. Sistem pajaknya progresif dan sangat ketat, dengan 
tarif pajak penghasilan individu dapat mencapai sekitar 55,9% pada tahun 2024–2025. 
Administrasi pajak Denmark sangat efisien dalam memantau pendapatan warga.  

b. Finlandia. Finlandia menerapkan sistem perpajakan progresif yang ketat dan transparan. 
Tarif pajak penghasilan individu dapat mencapai lebih dari 57% untuk kelompok 
berpenghasilan tertinggi. Pengawasan ketat diterapkan untuk mendanai layanan sosial, 
pendidikan, dan kesehatan gratis yang berkualitas tinggi.  

c. Pantai Gading (Ivory Coast). Mengejutkan bagi sebagian orang, Pantai Gading 
menduduki peringkat teratas dalam beberapa survei tarif pajak tertinggi, dengan pajak 
penghasilan yang progresif mencapai 60%. Tarif tinggi ini diterapkan untuk rekonstruksi 
ekonomi dan layanan publik.  

d. Jepang. Jepang (melalui National Tax Agency - NTA) memiliki sistem pengawasan yang 
sangat detail dan ketat. Tarif pajak penghasilan pribadi bisa mencapai 55,95% (2024), 
ditambah pajak perusahaan yang tinggi untuk mendanai sistem pensiun dan asuransi 
kesehatan nasional.  

e. Austria. Austria menerapkan sistem pajak progresif dengan tarif tertinggi untuk individu 
mencapai 55% pada tahun 2024, didukung dengan pengawasan administratif yang ketat, 
PPH badan 24%, dan PPN 20%.  

f. Amerika Serikat (IRS). Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat dikenal 
sebagai salah satu badan pajak paling ditakuti dan ketat di dunia. IRS memiliki wewenang 
luas dalam melacak aset dan pendapatan warga negara AS, baik di dalam maupun di luar 
negeri, untuk mencegah penghindaran pajak.  

g. Belgia dan Swedia. Negara-negara Eropa Utara ini juga masuk dalam daftar negara 
dengan beban pajak tertinggi (sering mencapai di atas 50% untuk penghasilan tinggi) dan 
pengawasan kepatuhan yang sangat ketat untuk memastikan pemerataan ekonomi.  

Faktor Pengawasan Ketat: 
 Digitalisasi Data: Negara-negara seperti Denmark dan Jepang menggunakan sistem 

digital yang terintegrasi (bank, pemberi kerja, pemerintah) untuk melacak transaksi secara 
real-time. 

 Pertukaran Informasi Otomatis: Banyak negara (termasuk negara-negara Nordik) 
berpartisipasi dalam pertukaran data perpajakan otomatis (Automatic Exchange of 
Information - AEOI) untuk melacak aset di luar negeri. 

 Sistem Progresif: Tarif pajak meningkat tajam seiring tingginya penghasilan, yang 
memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi manipulasi pelaporan pendapatan.  



Analisis pengawasan ketat karena kesadaran akan latar-belakang budaya bangsa ribuan-tahun 
nan-manipulatif  atau curang sbb: 
Berdasarkan berbagai studi dan laporan mengenai kerumitan sistem pajak serta tingkat 
penghindaran pajak, negara-negara yang sering disorot karena pengawasan pajak yang 
ketat—seringkali sebagai respons terhadap budaya kepatuhan yang rendah atau tingkat 
penghindaran pajak yang tinggi—adalah: 
 Amerika Latin (Argentina, Bolivia, Brasil): Brasil dan Argentina sering masuk dalam 

daftar dengan sistem pajak paling kompleks dan pengawasan ketat, seringkali akibat 
tingginya tingkat penghindaran pajak. 

 Eropa Selatan (Yunani, Italia): Negara-negara ini terkenal memiliki aturan pajak yang 
rumit dan pengawasan yang ketat untuk menangani budaya penghindaran pajak pribadi. 

 China: China dianggap memiliki salah satu sistem kepatuhan pajak paling kompleks di 
Asia Pasifik, di mana otoritas pajak menerapkan pengawasan yang ketat dan sering 
berubah-ubah, seringkali dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengawasi transaksi di pasar 
yang luas dan cepat berubah. 

 Indonesia: Dalam beberapa laporan, Indonesia pernah disorot terkait tantangan kepatuhan 
pajak, kompleksitas aturan, dan perlunya pengawasan ketat untuk meningkatkan rasio 
pajak.  

Terdapat negara-negara (yang mungkin) tidak berbudaya manipulatif namun berpengawasan 
perpajakan amat-ketat. Negara Pajak Tinggi vs. Pengawasan:Negara-negara Nordik 
(Denmark, Finlandia, Swedia) memiliki pajak tertinggi di dunia, namun pengawasan mereka 
ketat bukan karena budaya yang tidak jujur, melainkan untuk memastikan keadilan sosial dan 
layanan publik yang tinggi.  

Penting untuk dicatat: 
 Pengawasan ekstra-ketat seringkali muncul di negara dengan tingkat korupsi atau 

"ekonomi bawah tanah" yang tinggi, seperti yang disorot oleh OECD dan Transparency 
International. 

 Sistem kompleks sering kali dirancang untuk mengejar wajib pajak yang berusaha 
menghindari pajak, tetapi juga bisa menjadi beban bagi kepatuhan secara umum bagi WP 
dan Pemerintahan. 

Negara-negara dengan hukuman mati bagi koruptor & WP perpajakan sbb : 
Berdasarkan data terkini hingga tahun 2025-2026, beberapa negara menerapkan hukuman 
mati untuk kejahatan ekonomi serius, termasuk penggelapan pajak berskala besar, korupsi, 
atau penipuan keuangan yang merugikan negara secara signifikan. 
Berikut adalah negara-negara yang diketahui memiliki aturan tersebut: 
 Tiongkok (China): Tiongkok adalah salah satu negara yang masih menerapkan hukuman 

mati untuk berbagai kejahatan, termasuk tindak pidana ekonomi yang merugikan negara 
secara masif, seperti penipuan pajak, penggelapan (embezzlement), dan suap. Hukuman 
ini dianggap sebagai upaya pencegahan kejahatan ekonomi yang serius. 

 Vietnam: Vietnam dikenal tegas terhadap tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. 
Kasus penggelapan dana bank atau penipuan ekonomi berskala miliaran dolar dapat 
dijatuhi hukuman mati. Pada April 2024, seorang taipan properti dijatuhi hukuman mati 
atas kasus korupsi dan penipuan keuangan senilai $12,5 miliar. Namun, laporan terbaru 
menunjukkan Vietnam akan menghapus hukuman mati untuk beberapa pelanggaran 
ekonomi, termasuk penggelapan tertentu, mulai pertengahan 2025. 

 Iran: Iran menerapkan hukuman mati untuk korupsi serius, yang sering kali dikaitkan 
dengan penggelapan uang negara atau penipuan pajak yang parah. 

 Arab Saudi & Irak: Negara-negara ini tercatat sering mengeksekusi terpidana, termasuk 
dalam kasus kejahatan ekonomi yang serius atau terorisme.  



Catatan Penting: 
 Hukuman mati untuk pelanggaran perpajakan biasanya tidak diterapkan pada 

penggelapan pajak kecil, melainkan penggelapan pajak skala raksasa yang dikategorikan 
sebagai tindakan korupsi atau pengkhianatan ekonomi (terutama di negara-negara 
komunis atau otoriter). 

 Amnesty International mencatat bahwa penggunaan hukuman mati untuk tindak pidana 
non-kekerasan (seperti keuangan) adalah salah satu bentuk penegakan hukum ekstrem 
yang masih dipertahankan oleh beberapa negara.  

 
NEGARA-NEGARA TANPA PAJAK PPh  PRIBADI 

Beberapa negara praktis tanpa Pajak Penghasilan (PPh) pribadi,  antara lain Bahama, 
Bahrain, Bermuda, Brunei Darussalam, Kepulauan Cayman, Kuwait, Monako, Maladewa, 
Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang umumnya mengandalkan pendapatan dari 
sumber daya alam (minyak, gas) atau sektor jasa keuangan dan pariwisata sebagai sumber 
pendapatan utama pemerintah, sehingga tidak perlu membebankan pajak penghasilan kepada 
penduduknya.  

Berikut adalah daftar negara bebas pajak penghasilan pribadi: 
 Asia: Brunei Darussalam, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA). 
 Karibia/Atlantik: Bahama, Bermuda, Kepulauan Cayman, Saint Kitts & Nevis, British 

Virgin Islands, Turks and Caicos. 
 Eropa: Monako. 
 Samudra Hindia: Maladewa (Maledives).  

Latar Belakang atau Alasan Negara-Negara atau Negara-Bagian Membebaskan Pajak PPh 
sbb : 
1. Kekayaan Sumber Daya Alam: Negara-negara seperti Kuwait, Qatar, Brunei, Bahrain, 

dan UEA kaya akan minyak dan gas bumi. Pendapatan dari ekspor migas ini sangat besar 
sehingga menjadi tulang punggung pendapatan negara, memungkinkan mereka tidak 
memungut PPh. 

2. Pusat Keuangan (Tax Heaven): Kepulauan Cayman dan Bermuda berfungsi sebagai pusat 
keuangan internasional. Mereka menarik modal dan bisnis dengan menawarkan 
lingkungan pajak yang sangat menguntungkan, tanpa pajak penghasilan, keuntungan 
modal, atau warisan bagi individu. 

3. Pariwisata dan Gaya Hidup Elit: Monako, misalnya, mengandalkan pariwisata, kasino, 
dan pajak perusahaan (VAT). Bebas pajak PPh menjadi daya tarik bagi orang-orang kaya 
dunia untuk tinggal di sana, mendukung ekonomi lokal. 

4. Diversifikasi Ekonomi: UEA, selain dari minyak, juga mengembangkan sektor 
pariwisata, real estat, dan teknologi, menjadikan lingkungan bebas pajak sebagai daya 
tarik bagi profesional dan pengusaha. 

5. Pendapatan Lain: Beberapa negara mengandalkan pajak konsumsi (VAT), pajak 
perusahaan, bea masuk, atau biaya lain seperti biaya izin tinggal untuk membiayai 
layanan publik dan infrastruktur.  

Penting untuk Diketahui: 
 Tidak Semua Bebas Pajak 100%: Beberapa negara mungkin memiliki pajak lain, seperti 

pajak penggajian (payroll tax) untuk perusahaan (Bermuda) atau pajak perusahaan 
(corporate tax), meskipun WP individu tidak kena PPh. 

 Syarat Tinggal: pembebasan pajak harus mendapatkan izin tinggal atau kewarganegaraan 
di negara-negara ini seringkali memerlukan investasi besar atau memenuhi kriteria 
tertentu (misalnya, kewajiban pembelian properti). 



 Salah satu alsaan bebas pajak PPh pribadi, biaya hidup di banyak negara tersebut sangat 
tinggi (Monako, Kepulauan Cayman).  

 
NEGARA NEGARA TANPA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK 
PENJUALAN 

Pada tataran konsep dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perekonomian berfokus 
pada peningkatan penerimaan negara untuk APBN pembangunan, namun PPn, PPN dan 
PPnBM berisiko memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat 
pertumbuhan ekonomi akibat kenaikan harga barang/jasa. Disimpulkan bahwa dampaknya 
bersifat ganda: memperkuat kas negara tetapi berpotensi mengurangi konsumsi rumah 
tangga.  
 Peningkatan Penerimaan Negara & Fiskal: Kenaikan PPN bertujuan meningkatkan 

pendapatan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan 
kesehatan. Ini membantu memperkuat stabilitas fiskal jangka panjang. 

 Inflasi dan Harga Barang: Kenaikan PPN memicu inflasi biaya (cost-push inflation) 
karena produsen meneruskan beban pajak ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi. 

 Penurunan Daya Beli: Harga barang dan jasa yang lebih mahal berpotensi menurunkan 
daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, yang berujung pada 
melemahnya konsumsi rumah tangga, penurunan PDB dan stagnasai pertumbuhan 
ekonomi. 

 Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi: Jika konsumsi rumah tangga melemah secara 
signifikan, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bisa melambat. 

 Dampak pada Pelaku Usaha: Pengusaha, terutama UMKM, yang menghadapi risiko 
penurunan omzet dan peningkatan biaya operasional. 

 Potensi Dampak Sosial: Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memperbesar 
kesenjangan sosial-ekonomi. Ditambah PPN, orang tak jadi beli. 

Kebijakan PPN sering disesuaikan dengan kondisi ekonomi bangsa itu, di mana pengecualian 
sering diberikan pada barang/jasa kebutuhan-pokok untuk mengurangi beban masyarakat 
berpenghasilan rendah.  

Negara-negara tanpa PPN /VAT sbb : 
Ringkasan AI menyatakan bahwa negara-negara tanpa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau 
VAT (Value Added Tax) umumnya mengandalkan sumber pendapatan lain seperti ekspor 
minyak/gas, pariwisata, atau pajak korporasi khusus. Negara-negara ini meliputi Brunei 
Darussalam, Amerika Serikat, Kuwait, Qatar, Bermuda, Hong Kong, Macau, dan Cayman 
Islands. Sistem perpajakan mereka sering kali berfokus pada pajak teritorial atau tarif rendah 
untuk menarik investor asing.  
Berikut adalah rincian negara dan sistem perpajakan PPN/PPn: 
 Brunei Darussalam: Tidak menerapkan PPN dan pajak penghasilan pribadi, karena 

didanai oleh pendapatan tinggi dari ekspor minyak dan gas. 
 Amerika Serikat: Tidak memiliki PPN tingkat federal, namun menggunakan Sales Tax 

(pajak penjualan) yang berbeda-beda di setiap negara bagian. 
 Negara Teluk (Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain): Umumnya tidak menerapkan PPN, atau 

menerapkan tarif 0% untuk banyak sektor. Sumber negara utama berasal dari pendapatan 
minyak/gas dan pajak perusahaan (terutama untuk perusahaan asing). 

 Hong Kong & Macau: Dikenal sebagai Tax Haven yang tidak mengenakan PPN atau 
pajak penjualan. Sistem perpajakan didasarkan pada teritorial, di mana hanya pendapatan 
yang bersumber dari wilayah tersebut yang dikenakan pajak. 



 Negara Kepulauan (Bermuda, Cayman Islands, Virgin Islands): Tidak ada PPN dan 
sering kali tidak ada pajak penghasilan, tetapi pemerintah beroperasi dari biaya lisensi 
perusahaan, bea impor, dan pariwisata.  

Negara-negara tersebut memanfaatkan model "bebas pajak" untuk mendorong konsumsi 
domestik, investasi asing, dan pertumbuhan pusat keuangan dan perekonomian. 
 
NEGARA NEGARA TANPA PAJAK BUMI BANGUNAN 

Pendapatan APBN dari PBB amat kecil dibanding perndapatan-pajak pada  APBN NKRI 
yang lain. Ringkasan AI sebagai berikut menjelaskan perbedaan antara Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dengan pajak properti lainnya di Indonesia. 
1. Istilah Properti. Secara konseptual dan hukum di Indonesia (berdasarkan UUPA No. 5 

Tahun 1960 dan KUHPerdata), properti bukan hanya sekadar tanah dan bangunan, tetapi 
mencakup aspek legal, hak, dan manfaat yang muncul atas kepemilikan tersebut.  
Properti umumnya meliputi: 
 Benda Tak Bergerak (Real Property/Real Estate): Tanah, rumah, apartemen, ruko, 

kantor, pabrik, gudang, dan struktur bangunan permanen lainnya. 
 Benda Bergerak: Harta fisik pribadi (jarang digunakan dalam konteks pajak properti 

standar). 
 Hak Eksklusif: Hak milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), hak sewa, atau hak 

menguasai tanah dan bangunan.  
2. Beda PBB vs Pajak Properti. Istilah "Pajak Properti" sering kali merujuk pada totalitas 

pungutan atas aset properti, sedangkan PBB hanyalah salah satu jenisnya.  
Berikut perbedaannya: 
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Definisi: Pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan 
bangunan. 

 Sifat: Tahunan (dibayar setiap tahun). 
 Dasar Pengenaan: NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 
 Pengelola: Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk PBB-P2 (Pedesaan & 

Perkotaan), Pemerintah Pusat untuk PBB-P3 (Perkebunan, Perhutanan, 
Pertambangan).  

b. Pajak Properti Lainnya (Pajak Transaksi/Perolehan). "Pajak properti" sering merujuk 
pada pajak yang muncul saat terjadi transaksi jual beli, warisan, atau hibah.  

Jenis Pajak  

 Kepanjangan Fokus 
Siapa yang 
Bayar? 

BPHTB 
Bea Perolehan Hak atas 
Tanah & Bangunan 

Saat perolehan hak (jual 
beli, waris) 

Pembeli 

PPh Pajak Penghasilan (Final) 
Saat penjualan properti 
(keuntungan) 

Penjual 

PPN Pajak Pertambahan Nilai 
Saat beli properti baru 
(developer) 

Pembeli 

BBN Bea Balik Nama 
Saat balik nama 
sertifikat di BPN 

Pembeli 

Ringkasan Perbedaan 
1. Waktu Pengenaan: PBB dibayar setiap tahun selama menguasai properti. Pajak 

Properti (seperti BPHTB/PPh) dibayar satu kali saat terjadi transaksi/balik nama. 



2. Tujuan: PBB adalah pajak kepemilikan/aset. PPh/BPHTB adalah pajak atas 
perolehan/perpindahan hak. 

3. Contoh: Anda membeli rumah, Anda bayar BPHTB (sekali), setelah rumah itu 
milik Anda, setiap tahun Anda bayar PBB.  

3. Komponen Utama Pajak Properti di Indonesia 
 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan): Tahunan. 
 BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): Umumnya 5% dari Nilai 

Transaksi/NJOP. 
 PPh Final (Pajak Penghasilan): 2.5% dari nilai bruto pengalihan. 
 PPN (Pajak Pertambahan Nilai): 11% (atau tarif berlaku) untuk properti primary. 
 PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Biaya balik nama di BPN 

Ringkasan AI menyatakan bahwa berdasarkan data perpajakan internasional, beberapa negara 
atau wilayah di dunia tidak mengenakan pajak properti tahunan (property tax) atau Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemilik properti. Negara-negara ini umumnya 
mengandalkan sumber pendapatan lain seperti pajak korporasi, PPN (VAT), atau pendapatan 
dari sektor minyak/gas. 
  
Negara-negara tanpa Pajak PBB  sbb : 

Terdapat prndapat bahwa penghasilan setelah kena-pajak telah di potong PPh, maka untuk 
penggunaannya janganlah dikenai PBB (pula). Berikut adalah daftar negara-negara yang 
tidak mengenakan pajak properti tahunan (per 2025-2026): 
1. Timur Tengah (Gulf Countries). Negara-negara ini kaya akan sumber daya alam dan 

menarik investor dengan kebijakan bebas pajak properti:  
 Uni Emirat Arab (UEA): Terutama di Dubai, tidak ada PBB tahunan, namun ada 

biaya pengalihan (transfer fee) saat membeli. 
 Bahrain: Bebas pajak properti, pendapatan, dan kekayaan. 
 Oman: Tidak ada pajak atas kepemilikan properti. 
 Qatar: Tidak ada pajak properti tahunan. 
 Kuwait: Tidak ada pajak properti tahunan. 
 Arab Saudi: Tidak ada pajak properti tahunan pada bangunan yang sudah jadi (namun 

terdapat "White Land Tax" untuk tanah kosong/belum dikembangkan).  
2. Eropa 

 Monako: Dikenal sebagai surga pajak yang tidak memungut pajak penghasilan, pajak 
kekayaan, atau pajak properti. 

 Malta: Tidak ada pajak properti tahunan, menjadikannya menarik bagi investor asing. 
 Liechtenstein: Tidak ada pajak properti tahunan (namun pendapatan sewa properti 

dikenakan pajak penghasilan).  
3. Karibia dan Pasifik (Negara Kepulauan)  

 Kepulauan Cayman: Tidak ada pajak properti, tidak ada pajak penghasilan, dan tidak 
ada pajak keuntungan modal. 

 Bahama: Bebas pajak properti, pendapatan, warisan, dan hadiah. 
 Turks and Caicos Islands: Tidak ada pajak properti tahunan. 
 Vanuatu: Tidak ada pajak properti tahunan. 
 Dominika: Bebas pajak properti tahunan. 
 Fiji: Tidak ada pajak properti tahunan.  

4. Afrika dan Asia 
 Mauritius: Tidak ada pajak properti tahunan. 
 Seychelles: Bebas pajak properti tahunan. 
 Botswana: Pemerintah membebaskan pengenaan pajak properti. 



 Kamboja: Umumnya tidak ada pajak properti tahunan (tergantung regulasi daerah dan 
jenis properti tertentu).  

Catatan Penting: Meskipun negara-negara di atas tidak memiliki pajak properti tahunan, 
banyak dari mereka tetap mengenakan biaya pengalihan (transfer fee/stamp duty) saat 
transaksi pembelian properti (contoh: Dubai 4%, Monaco 4.5%–7.5%) 
 
NEGARA-NEGARA DENGAN TARIF PAJAK TERTINGGI DI DUNIA 

Semua pimpinan negara mafhum pajak tinggi berisiko kontraksi ekonomi dan menganggub 
pertumbuhan PDB. Ringkasan AI menyatakan bahwa negara dengan tarif pajak penghasilan 
pribadi tertinggi di dunia umumnya mencapai lebih dari 50%, didominasi oleh negara-negara 
Eropa dan beberapa negara lain untuk mendanai layanan sosial,antara lain Pantai Gading 
(60%), Finlandia (56,95%), Jepang (55,97%), Denmark (55,9%), dan Austria (55%) adalah 
pemungut pajak dengan tarif tertinggi.  
 
Negara-negara dengan tarif-pajak nan-tinggi sbb : 
Berikut adalah daftar negara dengan tarif pajak tertinggi di dunia berdasarkan data tahun 
2024-2025: 
 Pantai Gading (Ivory Coast): Hingga 60%. 
 Finlandia: Hingga 57,3%. 
 Jepang: Sekitar 55,95% (gabungan nasional dan lokal). 
 Denmark: Hingga 55,9%. 
 Austria: Hingga 55%. 
 Swedia: Mencapai 52% - 53%. 
 Aruba: 52%. 
 Belgia: 50%. 
 Israel & Slovenia: 50%.  

Faktor Penyebab  Utama Tarif Pajak Tinggi sbb : 
Tarif pajak tinggi ini digunakan untuk membiayai APBN cq belanja perang, menutup defisit 
APBN, membangun sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif, menyediakan layanan 
kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang berkualitas tinggi, terutama ditemukan pada 
negara-negara Nordik seperti Denmark dan Finlandia.  
Sebagai perbandingan, tarif PPh Orang Pribadi tertinggi di Indonesia adalah 35% untuk 
penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Bagai buah simalakama, ruang pemajakan 
menyempit tatkala tarif pajak dinaikkan. Sebagai misal, bila pajak penjualan dinaikkan, 
populasi penjual dan pembeli menurun. 
 
Sejarah Tarif Pajak NKRI sbb : 
Ringkasan AI menyatakan bahwa sejarah tarif Pajak Penghasilan (PPh) di NKRI mengalami 
evolusi signifikan, bertransformasi dari sistem warisan kolonial menuju sistem  
self-assessment yang progresif.  
Perubahan tarif ini didorong oleh kebutuhan reformasi administrasi pajak, keadilan sosial, 
dan kebutuhan penerimaan negara cq APBN.  
Berikut adalah sejarah dan perkembangan tarif PPh di Indonesia: 
1. Era Pra-Reformasi (Sebelum 1984). Sebelum tahun 1984, Indonesia menggunakan sistem 

pajak warisan Belanda. 
 Pajak Pendapatan 1944: Dikenakan pada individu. 
 Pajak Perseroan 1925: Dikenakan pada badan usaha. 
 Tarif pada era ini cenderung belum seragam dan sistem administrasi masih official 

assessment (pajak ditentukan oleh fiskus/aparat pajak).  



2. Reformasi Perpajakan Pertama (UU No. 7 Tahun 1983). Tahun 1983 menandai lahirnya 
UU Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menggantikan pajak pendapatan dan perseroan 
lama, mulai berlaku 1 Januari 1984.  
 PPh Orang Pribadi (OP): Berlaku tarif progresif dengan lapisan yang masih 

sederhana. 
 PPh Badan: Tarif progresif (umumnya 10%, 20%, 30%).  

3. Perubahan Tarif Era 1990-an & 2000-an 
 UU No. 7 Tahun 1991: Perubahan tarif PPh untuk penyesuaian ekonomi. 
 UU No. 10 Tahun 1994 & UU No. 17 Tahun 2000: Tarif PPh OP diturunkan menjadi 

lebih progresif (5%, 15%, 25%, 35%) untuk meningkatkan kepatuhan. 
 PPh Badan 2000-2008: Menggunakan tarif progresif 10%, 15%, 30%.  

4. UU No. 36 Tahun 2008 (Reformasi Tarif Signifikan). Perubahan ini menyederhanakan 
tarif dan menurunkannya untuk mendorong investasi dan daya beli.  
 PPh Orang Pribadi (OP): 

o Rp0 - Rp50 juta: 5% 
o Rp50 juta - Rp250 juta: 15% 
o Rp250 juta - Rp500 juta: 25% 
o Di atas Rp500 juta: 30%. 

 PPh Badan: Diturunkan menjadi 28% (2009) dan menjadi 25% (2010 dan 
seterusnya).  

5. Era Pandemi & UU Cipta Kerja (2020-2021). Sebagai respon dampak ekonomi pandemi 
COVID-19, pemerintah nan-cerdas menurunkan tarif PPh Badan.  
 PPh Badan (UU 2/2020 & UU Cipta Kerja): Menjadi 22% (berlaku tahun pajak 2020-

2021). 
 PPh Badan Go Public: Mendapat pengurangan tarif 3% lebih rendah (menjadi 19% 

atau 17% tergantung kondisi).  
6. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP 2021 - Sekarang). UU No. 7 Tahun 

2021 tentang HPP membawa perubahan tarif progresif yang lebih adil (mulai berlaku 
2022):  

 
A. Tarif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU HPP)  

 Rp0 - Rp60 juta: 5% (Lapisan terendah dinaikkan dari 50jt ke 60jt). 
 Rp60 juta - Rp250 juta: 15% 
 Rp250 juta - Rp500 juta: 25% 
 Rp500 juta - Rp5 miliar: 30% 
 Di atas Rp5 miliar: 35% (Tarif tertinggi baru untuk ultra-rich).  

B. Tarif PPh Badan (UU HPP) 
 Tarif PPh Badan tetap 22% mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini.  

C. PPh Final UMKM (PP 55 Tahun 2022) 
 Tarif tetap 0,5% dari omzet (bagi omzet di bawah Rp4,8 Miliar/tahun). Namun, bagi 

wajib pajak orang pribadi, terdapat fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta 
setahun.  

Ringkasan Perubahan Penting: 
 Level Tertinggi PPh OP: Pernah 35% (2000-an), sempat turun ke 30% (2008), dan 

kembali menjadi 35% (UU HPP 2021) untuk penghasilan di atas Rp5M. 
 PPh Badan: Terus diturunkan dari tarif progresif tinggi menjadi flat 25% (2010), dan 

kini flat 22% (2020-sekarang).  
Secara umum, tarif pajak di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat 
dikategorikan  moderat hingga ringan jika dibandingkan dengan rata-rata negara global 



(terutama negara maju/OECD), namun tergolong cukup tinggi di kawasan ASEAN untuk jenis 
pajak konsumsi (PPN).  

Berikut adalah perincian perbandingannya: 
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  

 Situasi: Per Januari 2025, PPN di Indonesia naik menjadi 12%. 
 Dibanding ASEAN: Tarif 12% menjadikan Indonesia salah satu yang tertinggi di 

ASEAN bersama Filipina. Negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Laos umumnya di 
angka 10%. 

 Dibanding Global: PPN 12% masih jauh di bawah rata-rata global (sekitar 15,4%) dan 
jauh di bawah negara-negara seperti Brasil, Afrika Selatan, India, dan Turki.  

2. Pajak Penghasilan (PPh) Badan 
 Situasi: Tarif PPh Badan di Indonesia adalah 22%. 
 Perbandingan: Tarif ini tergolong kompetitif dibandingkan banyak negara maju, 

namun secara regional (Asia Tenggara), Indonesia memiliki tarif PPh badan yang 
tertinggi ketiga, lebih tinggi dibanding Singapura.  

3. Tax Ratio (Rasio Pajak terhadap PDB) 
 Situasi: Tax ratio Indonesia (penerimaan pajak dibandingkan ukuran ekonomi/PDB) 

tergolong rendah, sekitar 8,58% - 10,21% pada kurun 2023-2025. 
 Perbandingan: Tax ratio NKRI jauh di bawah rata-rata Asia-Pasifik (19,5%) dan rata-

rata OECD (33,9%) sehingga  total penerimaan pajak secara nasional dibanding 
ukuran ekonominya, masih sangat rendah.  

Kesimpulan 
 Terasa Berat: Bagi konsumen, kenaikan PPN (ke 12%) membuat harga barang/jasa 

meningkat, yang terasa berat di tengah daya beli yang makin terbatas. Sebagian penjual 
kehilangan pelanggan-setia dan mengalami penurunan omzet. 

 Terasa Ringan/Moderat: Bagi pelaku usaha dan investor sadar situasi global, tarif PPh 
Badan (22%) masih tergolong wajar dibanding beberapa negara-negara maju yang bisa 
mengenakan tarif lebih tinggi.  

Pemerintah Indonesia menaikkan tarif (terutama PPN) bertujuan untuk meningkatkan tax 
ratio agar sebanding dengan negara berkembang lainnya, sekaligus mendanai pembangunan 
infrastruktur dan layanan sosial. 
 
Konsep Nisbah Pajak sbb : 
Tax ratio (rasio pajak) adalah metrik perbandingan antara total penerimaan pajak dengan 
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dinyatakan 
dalam persentase,ini merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja penerimaan pajak, 
kapasitas sistem perpajakan, dan seberapa besar sektor ekonomi berkontribusi pada 
pembiayaan negara.  

Ringkasan AI 
Isu mengenai perlakuan pajak yang lebih ringan pada kelompok tertentu (sering disebut 
pribumi/penduduk asli) sebagai penyebab utama rendahnya tax ratio Indonesia tidak 
sepenuhnya tepat jika dilihat dari data struktural. 
Tax ratio Indonesia memang tergolong rendah—berada di kisaran 9% hingga 10% dari PDB, 
di bawah rata-rata ASEAN—namun penyebabnya bersifat struktural dan kompleks, bukan 
hanya karena beban pajak yang ringan pada satu kelompok demografis atau 
etnis/ras/suku. Berikut adalah faktor-faktor penyebab tax ratio Indonesia rendah berdasarkan 
hasil pencarian: 



 Dominasi Sektor Informal dan UMKM: Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia masuk 
kategori UMKM yang diberikan relaksasi pajak, atau sektor 
informal yang sulit terjangkau oleh administrasi perpajakan. 
 Kebijakan PTKP Tinggi: Kenaikan Penghasilan Tidak Kena 
Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2016 membuat sebagian besar 
karyawan berpenghasilan menengah ke bawah tidak membayar 
pajak penghasilan (PPh 21), yang berdampak pada penurunan 
penerimaan pajak orang pribadi. 

 Tingginya Shadow Economy: Besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat (bawah 
tanah) menyulitkan pemerintah untuk memajaki potensi ekonomi tersebut. 

 Ketergantungan Komoditas: Penerimaan pajak masih dipengaruhi oleh harga komoditas 
(batu bara, sawit, dll). Ketika harga turun, penerimaan ikut anjlok. 

 Rendahnya Literasi dan Kepatuhan: Literasi pajak yang rendah berdampak pada 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak. 

 Restitusi Pajak: Peningkatan restitusi (pengembalian pajak) akibat percepatan 
pemeriksaan untuk menjaga arus kas dunia usaha juga membuat penerimaan bersih 
menurun.  

Berikut adalah butir penting mengenai tax ratio: 
 Rumus:  
 Rumus Luas : Jumlah penerimaan APBN pajak + PNBP + Pendapatan SDA dibagi 

PDB 
 Rumus Khusus Pajak : Jumlah pendapatan APBN Pajak dibagi PDB   

 Fungsi: Alat ukur efektivitas kebijakan fiskal dan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi 
rasio, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah memobilisasi pendapatan dari aktivitas 
ekonomi. 

 Komponen: Meliputi pajak pusat, bea cukai, dan sering kali mencakup Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (migas dan pertambangan) 

 Konteks Indonesia: Tax ratio Indonesia sering menjadi sorotan karena amat kecil 
dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. 

 Tujuan: Menaikkan tax ratio bertujuan memperkuat APBN cq kemandirian fiskal untuk 
pembangunan nasional, misalnya seluruh karyawan BUMN, karyawan PNS, karyawan 
entitas Bank & entitas industri keuangan non-bank  harus ber NPWP.  

Secara ringkas, tax ratio menggambarkan seberapa besar kue ekonomi (PDB) yang berhasil 
diambil pemerintah dalam bentuk pajak untuk mendanai pengeluaran negara.  
 
NEGARA NEGARA DENGAN SISTEM PERPAJAKAN TERUNGGUL  DUNIA 

Kebijakan PPh yang paling rasional dan adil adalah yang menerapkan  tarif progresif 
(semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarifnya) dan memperhatikan prinsip 
kemampuan membayar (ability to pay), seperti yang dianut dalam UU HPP di Indonesia, 
dengan menambah lapisan tarif untuk orang super kaya (seperti tarif 35% untuk penghasilan 
> Rp5 Miliar) serta memperluas PTKP dan memberikan keringanan untuk kelas menengah ke 
bawah, menjadikannya sistem yang berkeadilan sosial dan redistribusi pendapatan.  

Elemen-elemen PPh Rasional dan Adil: 
1. Tarif Progresif & Lapisan Tarif: 

o Tarif Berjenjang: Sistem tarif yang meningkat seiring kenaikan penghasilan (5%, 
15%, 25%, 30%, 35%) adalah wujud keadilan, di mana yang berpenghasilan lebih 
tinggi berkontribusi lebih besar untuk pembangunan. 



o Lapisan Baru untuk Kaya: Menambah lapisan tarif tertinggi untuk Ultra High Net 
Worth Individuals (UHNWI) memastikan mereka membayar proporsional sesuai 
kemampuannya. 

2. Perlindungan Kelas Menengah ke Bawah: 
o Kenaikan Batas PTKP: Menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

meringankan beban Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan menengah, sesuai prinsip 
kebebasan finansial. 

o Keringanan: Tidak mengenakan pajak atau memberikan tarif rendah bagi mereka yang 
penghasilannya di bawah ambang batas tertentu. 

3. Fungsi Redistribusi: 
o Pemerataan Pendapatan: Menggunakan pajak untuk membiayai layanan publik dan 

program sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. 
4. Fokus pada Konsumsi Berkelanjutan (Paradigma Baru): 

o Memajaki hal yang perlu dikurangi (sampah, emisi karbon) dan tidak memajaki hal 
yang seharusnya tidak dipajaki (bunga tabungan) untuk mendorong perilaku yang 
lebih bertanggung jawab. 

5. Keadilan Prosedural: 
o Penyederhanaan sistem pelaporan dan pemungutan pajak (misalnya melalui platform 

digital) membuat kepatuhan lebih mudah bagi semua lapisan, termasuk usaha kecil.  

Kesimpulan:  
Sistem PPh paling rasional dan adil adalah yang menggabungkan progresivitas tarif dengan 
perlindungan bagi yang kurang mampu (PTKP dan tarif rendah), sambil memastikan mereka 
yang sangat mampu memberikan kontribusi lebih besar, sejalan dengan prinsip keadilan 
sosial dan kemampuan membayar.  

Teori PPh Nan-Benar dan Adil : 
Ringkasan AI menyatakan bahwa konsepsi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang benar di 
Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan ( equity), kepastian hukum, dan 
efisiensi, tidak berbasis SARA, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.  

Berikut adalah poin-poin utama konsepsi kebijakan PPh yang benar dan adil: 
1. Prinsip Keadilan (Equity) dan Kemampuan Membayar (Ability to Pay)  

 Keadilan Vertikal: Wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak 
lebih besar melalui tarif progresif. 

 Keadilan Horizontal: Wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama dikenakan 
beban pajak yang setara. 

 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Kebijakan menetapkan batas PTKP 
(misalnya, insentif pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, seperti 
diatur dalam peraturan 2025) untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah 
dan menengah.  

2. Asas Kepastian Hukum dan Kemudahan (Certainty & Convenience) 
 Peraturan perpajakan harus jelas, tidak menimbulkan interpretasi ganda, dan mudah 

dipahami oleh wajib pajak. 
 Adanya struktur tarif yang jelas (seperti Pasal 17 UU PPh) dan sistem self-assessment 

yang memungkinkan wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya 
sendiri.  

3. Prinsip Efisiensi (Economy) 
 Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, baik bagi pemerintah maupun 

wajib pajak.  
4. Asas Keadilan Distributif dan Redistribusi Pendapatan 



 PPh digunakan sebagai alat untuk memeratakan pendapatan dan memperkecil 
kesenjangan sosial. 

 Hasil pajak digunakan kembali untuk program pembangunan dan insentif, seperti PPh 
21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk menjaga daya beli masyarakat.  

5. Asas Keadilan dalam Pemungutan (Konsepsi Pajak Indonesia) 
 Asas Finansial: Pajak didasarkan pada kondisi keuangan wajib pajak. 
 Asas Ekonomis: Pajak tidak boleh mematikan produktivitas atau usaha ekonomi. 
 Asas Yuridis: Pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 
 Asas Nasional/Domisili: Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh 

penghasilan, termasuk dari luar negeri (mencegah pajak berganda dengan PPh 24).  
6. Kebijakan Khusus UMKM 

 Kebijakan PPh final 0,5% bagi UMKM (sesuai PP 23/2018 dan perubahannya) 
dirancang untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil.  

Konsepsi ini secara konsisten disesuaikan, seperti melalui UU Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP), untuk mencerminkan keadilan dan adaptabilitas ekonomi.  

Teori Sistem Perpajakan Nan Unggul, yang menyebabkan bangsa lebih unggul dalam 
mencapai kemakmuran, sbb : 
Sistem perpajakan unggul bertujuan mencapai efektivitas & efisiensi optimal dalam mengejar 
kemakmuran bangsa cq PDB, PDB Perkapita dan pertumbuhan PBB nan-lestari, berciri 
birokrasi bersihi-KKN, adil nirSARA dan transparan ber GCG, rancangan sistem keuangan-
negara  sebagai modal dasar demokrasi-pajak dan kemakmuran bangsa. 
Sistem CoreTax terus menerus diperbaiki NKRI agar makin efekti dan efisien. Para pemodal-
hijau/biru yang berinvestasi dan membuka lapangan kerja di mudahkan dengan insentif-
perpajakan, sistem kapitalis nan-baik menjaga eforia rakyat dalam mencari nafkah, berusaha 
dan membangun keluarga, pemerintah nan-cerdas menjaga agar tarif-pajak sangat progresif 
tak membuat pertumbuhan ekonomi & iklim kewirausahaan lesu.  

Berdasarkan International Tax Competitiveness Index 2025 dan berbagai laporan ekonomi, 
negara-negara dengan sistem perpajakan terbaik sering kali didefinisikan berdasarkan daya 
saing, transparansi, kemudahan, atau rendahnya beban pajak bagi individu dan perusahaan 
sehingga memicu pertumbuhan GDP bangsa. 

Berikut adalah daftar negara-negara terbaik sistem perpajakannya, dibagi berdasarkan 
kategori keunggulan: 
1. Sistem Pajak Paling Kompetitif & Efisien (OECD). Negara-negara ini menduduki 

peringkat atas dalam Tax Foundation's International Tax Competitiveness Index karena 
kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, membatasi pajak ganda, dan 
mempermudah pelaporan.  
 Estonia: Selama 11 tahun berturut-turut (hingga 2025), Estonia menempati posisi 

pertama. Estonia menerapkan pajak penghasilan badan sebesar 20% yang hanya 
dikenakan pada laba yang didistribusikan (dividen), sedangkan laba yang 
diinvestasikan kembali tidak kena pajak. 

 Latvia: Mengikuti Estonia, Latvia menawarkan sistem pajak yang kompetitif, 
terutama bagi korporasi. 

 Selandia Baru: Dikenal dengan sistem yang sederhana, dengan tarif PPh badan dan 
pribadi yang adil serta PPN (GST) yang konsisten. 

 Swiss: Swiss menggabungkan tarif pajak yang rendah (perusahaan dan individu) 
dengan stabilitas tinggi, menjadikannya pusat keuangan global.  

2. Surga Pajak & Pajak Rendah (Tax Havens/Low Tax). Negara-negara ini sangat menarik 
bagi investor dan ekspatriat karena tidak mengenakan pajak penghasilan atau 
menerapkannya sangat rendah.  



 Uni Emirat Arab (UEA): Pusat bisnis global, terutama Dubai, dengan pajak 
penghasilan pribadi 0% dan pajak perusahaan yang sangat rendah (0% di zona bebas 
tertentu). 

 Monako: Tidak mengenakan pajak penghasilan, pajak dividen, atau pajak keuntungan 
modal (capital gain) bagi individu. 

 Kepulauan Cayman & Bermuda: Terkenal dengan kebijakan bebas pajak penghasilan, 
perusahaan, dan keuntungan modal, menjadikannya tempat populer bagi perusahaan 
multinasional. 

 Bahrain & Qatar: Negara Teluk yang menawarkan 0% pajak penghasilan bagi 
penduduk, didorong oleh kekayaan energi.  

3. Sistem Pajak Seimbang (Kesejahteraan Tinggi). Negara-negara Nordik sering masuk 
dalam daftar sistem pajak terbaik bukan karena rendahnya tarif, melainkan efektivitas 
penggunaan pajak untuk layanan publik yang luar biasa (model kesejahteraan). 
 Denmark & Finlandia: Meski tarif pajak penghasilan pribadi bisa mencapai 50-60%, 

warga negara mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkualitas 
tinggi. 

 Swedia: Terkenal dengan sistem sosial yang maju dan pajak yang tinggi namun 
sepadan dengan fasilitas publik.  

Ringkasan Keunggulan Perpajakan Negara  tahun 2025 

Estonia Pajak badan 0% untuk laba ditahan, sistem digital 

UEA 0% Pajak Penghasilan, Pusat Bisnis Internasional 

Swiss Pajak Rendah, Stabilitas Tinggi, Kompetitif 

Monako Bebas pajak penghasilan pribadi 

Selandia Baru Sistem perpajakan sederhana & transparan 
 
Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong juga tetap menjadi negara ber-perpajakan g 
terbaik di Asia karena tarif korporasi rendah dan sistem teritorial (hanya pajak atas 
pendapatan bersumber lokal).  
 
NEGARA NEGARA DENGAN SISTEM PERPAJAKAN TERBURUK DUNIA 

Berdasarkan data terkini per akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025, jumlah wajib pajak 
(WP) terdaftar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan, namun rasionya terhadap penduduk 
usia produktif masih tergolong rendah. 

Berikut adalah rincian data perbandingan jumlah WP dan penduduk dewasa/usia produktif: 
1. Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar (Akhir 2024)  

 Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak terdaftar 
mencapai 86,7 juta pada akhir 2024, meningkat 17,23% dari 
tahun sebelumnya. 

 Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah WP Orang 
Pribadi (karyawan dan non-karyawan). 

 Namun, laporan menunjukkan bahwa WP Orang Pribadi 
yang efektif (aktif melaporkan SPT) jauh lebih kecil, di mana 
pada Mei 2025 disorot hanya sekitar 17 juta yang menjadi WP 

OP efektif dari total 144 juta pekerja.  
2. Jumlah Penduduk Dewasa/Usia Produktif (2025) 

 Jumlah penduduk Indonesia semester I-2025 mencapai 286,69 juta jiwa. 



 Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 69,51% dari total populasi, atau 
sekitar 199,28 juta jiwa.  

3. Rasio Perbandingan (WP vs Penduduk) 
 Total WP Terdaftar vs Total Penduduk: 86,7 juta WP dibanding ~286 juta penduduk 

(sekitar 30% terdaftar). 
 WP Terdaftar vs Usia Produktif: 86,7 juta WP dibanding ~199 juta usia produktif 

(sekitar 43,5% terdaftar). 
 WP Efektif vs Penduduk Bekerja: Terdapat sorotan bahwa hanya sekitar 17 juta WP 

Orang Pribadi efektif dari 144 juta orang yang bekerja (pekerja informal dan formal).  
Kesimpulan: 
Walaupun jumlah WP terdaftar meningkat menjadi 86,7 juta pada 2024, rasio tersebut masih 
rendah jika dibandingkan dengan 199 juta penduduk usia produktif, terutama jika melihat 
jumlah WP Orang Pribadi efektif yang aktif membayar dan melapor pajak.  

Negara-negara dengan manajemen-kinerja perpajakan terburuk di muka bumi sbb : 
Ringkasan AI menyatakan bahwa tidak ada daftar resmi "negara dengan kebijakan PPh 
terburuk," namun jika merujuk pada kinerja pemungutan pajak secara keseluruhan dan rasio 
pajak terhadap PDB yang rendah, Indonesia sering disorot oleh Bank Dunia karena efisiensi 
yang rendah dan kesenjangan pajak yang tinggi, terutama pada PPN dan PPh Badan, 
meskipun bukan karena tarif PPh-nya yang paling tinggi di dunia.  

Terdapat negara-negara kaya SDA sehingga memberi pembebasan PPh bagi warganya. 
Kuwait adalah salah satu negara yang menerapkan sistem kesejahteraan sosial tinggi, di mana 
pemerintahnya membebaskan biaya sekolah dan memberikan tunjangan bagi warga 
negaranya, yang didanai dari hasil minyak bumi. PDB perkapita Kuwait diperkirakan USD 
48.317 pada akhir 2025, sekitar 7 atau 8 kali PDB perkapita NKRI. 

Berikut adalah penjelasan sistem kesejahteraan-sosial di Kuwait: 
 Pendidikan Gratis: Pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah wajib dan gratis 

bagi semua siswa, dan pendidikan tinggi negeri juga disediakan secara gratis. 
 Tunjangan dan Manfaat Sosial: Selain pendidikan gratis, warga negara Kuwait 

mendapatkan manfaat sosial yang mencakup layanan medis gratis, jaminan pekerjaan, 
bonus pernikahan, dan pinjaman perumahan. 

 Uang Saku/Beasiswa: Pemerintah Kuwait sering memberikan beasiswa penuh, terutama 
untuk pendidikan tinggi, yang mencakup uang saku bulanan. Sebagai contoh, mahasiswa 
magister dan doktor di Kuwait University dapat menerima tunjangan bulanan nan-besar. 

 Beasiswa Internasional: Kuwait juga menawarkan beasiswa bagi pelajar asing (termasuk 
bagi siswa Indonesia) untuk belajar bahasa Arab atau studi S1 dengan komponen 
beasiswa yang mencakup tiket pesawat dan asrama.  

Kebijakan ini memungkinkan karena Kuwait memiliki cadangan minyak bumi yang sangat 
besar dan jumlah penduduk asli yang relatif sedikit, sehingga hasil penjualan minyak dapat 
didistribusikan untuk kesejahteraan warga.  

Sebaliknya, ada negara-negara dengan kebijakan pajak yang sangat rendah (bahkan 0%) 
seperti UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain, Bermuda, dan Kepulauan Cayman yang menarik 

investasi, namun ini adalah model pajak yang berbeda, bukan 
"terburuk" dari sisi pemungutan.  

Fokus pada Kinerja Pemungutan Pajak (Indonesia): 
 Rasio Pajak Rendah: Bank Dunia menyebut rasio penerimaan pajak 
Indonesia terhadap PDB (9,1% di 2021) termasuk yang terendah di 
dunia, jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia, 
dan Vietnam. 



 Kesenjangan Pajak (Tax Gap): Indonesia memiliki kesenjangan pajak (pendapatan yang 
hilang) yang tinggi, terutama dari PPN dan PPh Badan, menunjukkan inefisiensi dalam 
pemungutan, bukan karena tarifnya terlalu tinggi. 

 Penyebab: Kinerja PPN dan PPh Badan selalu di bawah potensi, dengan efisiensi 
pemungutan yang rendah dibanding negara tetangga.  

Berdasarkan laporan terbaru,  tax ratio (rasio pajak) NKRI pada tahun 2024 tercatat sebesar 
10,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

Berikut adalah butir penting terkait rasio pajak Indonesia: 
 Realisasi 2024: Angka 10,08% ini menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun 2023 

yang berada di level 10,31%. 
 Tren Stagnan: Dalam beberapa tahun terakhir (pasca-pandemi), rasio pajak Indonesia 

cenderung stagnan di kisaran 10%. 
 Target: Meskipun realisasinya 10,08%, pemerintah menargetkan peningkatan rasio pajak 

pada tahun-tahun mendatang, dengan target jangka panjang dalam UU RPJPN mencapai 
18%–20% pada tahun 2045. 

 Perbandingan ASEAN: Posisi 10% ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga seperti Thailand (17%) dan Vietnam (16%).  

Sebagai informasi, tax ratio adalah perbandingan antara total penerimaan perpajakan (pajak + 
bea cukai) dengan PDB, yang digunakan sebagai salah satu indikator kinerja penerimaan 
negara.  

Strategi memperbaiki  tax ratio (rasio pajak terhadap PDB) melibatkan perluasan basis pajak, 
peningkatan kepatuhan sukarela, dan modernisasi administrasi berbasis digital. Langkah 
kunci meliputi integrasi data pihak ketiga, penguatan penegakan hukum (audit), efisiensi 
layanan, dan optimalisasi sektor ekonomi potensial, dengan target rasio hingga 15% pada 
2029.  

Strategi Utama Peningkatan Tax Ratio: 
 Perluasan Basis Pajak dan Data: 

o Mengintegrasikan data perpajakan dengan data pihak ketiga (instansi, lembaga, 
asosiasi, dan perbankan) untuk mendeteksi potensi pajak baru, termasuk sektor 
informal dan digital. 

o Memetakan kembali anomali struktur penerimaan, terutama pada sektor dengan 
kontribusi PDB tinggi namun penerimaan pajaknya masih rendah. 

 Modernisasi Administrasi dan Digitalisasi (Core Tax System): 
o Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan untuk mempercepat proses, 

mengurangi cost of collection, dan meningkatkan transparansi. 
o Penggunaan teknologi untuk pengawasan berbasis risiko dan data analytics. 

 Peningkatan Kepatuhan (Compliance) dan Pelayanan: 
o Memperbaiki kualitas pelayanan agar Wajib Pajak (WP) lebih patuh secara sukarela, 

misalnya melalui kemudahan sistem e-filing. 
o Edukasi dan literasi pajak secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran pajak 

sejak dini. 
 Penguatan Penegakan Hukum (Law Enforcement): 

o Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa pajak untuk melakukan tax 
audit yang lebih efektif. 

o Penerapan sistem "reward and punishment" yang tegas bagi WP. 
 Kebijakan Fiskal dan Struktural: 

o Evaluasi insentif pajak (tax expenditure) seperti tax holiday agar lebih tepat sasaran 
dan berdampak ekonomi langsung. 



o Mengaktifkan kembali peran sektor swasta/riil untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak. 

o Perluasan instrumen pajak baru seperti green tax atau cukai plastik.  
Dengan kombinasi digitalisasi, integrasi data, dan reformasi struktural, peningkatan tax ratio 
bertujuan mempersempit kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi, sekaligus 
meningkatkan kemandirian fiskal.  

Negara dengan Pajak Rendah (Bukan "Terburuk", Tapi Paling Ringan): 
 Beberapa negara seperti Bermuda, Kepulauan Cayman, Bahrain, Bahama, UEA, Qatar, 

dan Kuwait tidak mengenakan PPh atau sangat rendah untuk menarik investasi, 
menjadikannya tujuan pajak ringan, bukan "terburuk" dalam pemungutan. 

 Makedonia Utara juga sering disebut karena tarif pajak datar yang rendah (sekitar 10%).  
Kesimpulan: Jika yang dimaksud adalah negara dengan sistem pajak yang paling tidak efektif 
dalam mengumpulkan pendapatan relatif terhadap potensi ekonominya, maka Indonesia 
seringkali menjadi studi kasus yang disorot oleh Bank Dunia karena kinerja pemungutan 
pajak yang buruk, meskipun kebijakan PPh-nya sendiri tidak selalu menjadi yang paling 
tinggi di dunia, melainkan lebih kepada masalah implementasi.  

Sumber AI menyatakan bahwa istilah "Terburuk" dalam konteks ini mengacu pada dua hal 
berbeda: 
1. Rendahnya Rasio Penerimaan (Indonesia/Nigeria): Pemerintah gagal memungut pajak 

secara maksimal. 
2. Kompleksitas/Tingginya Beban Pajak (Eropa): Sistem pajak mempersulit bisnis dan iklim 

investasi.  
Menurut sumber AI, berdasarkan data  Bank Dunia per 2025, Indonesia dinilai memiliki 
salah satu sistem dan rasio penerimaan pajak terhadap PDB terburuk di dunia, sejajar dengan 
Nigeria. Rasio pajak Indonesia 2021 hanya 9,1%, jauh di bawah negara ASEAN lain. Negara 
lain dengan sistem pajak terburuk (kompleksitas/ketidakkompetitifan) termasuk Italia, 
Prancis, dan Jerman.  
Berikut rincian negara dengan sistem perpajakan yang dinilai buruk/rendah kinerjanya: 
 Indonesia: Rasio pajak terhadap PDB sangat rendah (9,1% pada 2021) dan menurun 

selama satu dekade terakhir, menempatkannya di posisi terbawah menurut World Bank. 
 Nigeria: Disebutkan oleh Bank Dunia memiliki kinerja koleksi pajak yang setara 

buruknya dengan Indonesia. 
 Negara-negara OECD dengan Pajak Tidak Kompetitif: Menurut sumber  Tax Foundation, 

negara-negara dengan sistem pajak terburuk (tidak kompetitif) seringkali memiliki tarif 
tinggi dan sistem perpajakan nan-kompleks, yaitu: 
o Italia: Memiliki pajak properti yang mendistorsi dan PPN tinggi. 
o Prancis & Jerman: Mengandalkan biaya tambahan berlapis dan kompleksitas tinggi. 
o Irlandia: Pajak penghasilan pribadi dan dividen yang tinggi.  

Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 yang dirilis oleh Transparency 
International (diperbarui Februari 2026), negara-negara yang dianggap memiliki tingkat 
korupsi terburuk—dan secara langsung mencerminkan korupsi dalam administrasi sektor 
publik termasuk sistem perpajakan—adalah negara-negara yang sering kali mengalami 
konflik, pemerintahan otoriter, atau negara gagal.  

Berikut adalah daftar negara-negara terburuk dalam hal korupsi secara umum, yang memiliki 
sistem perpajakan dan administrasi publik yang sangat korup: 
Negara dengan Tingkat Korupsi Tertinggi (CPI 2025/2026)  
Negara berkepemerintahan otoriter nan-korup makin ketinggalan dalam olimpiade-
kamakmuran antar-bangsa. Negara-negara ini memiliki skor terendah (0-100, semakin rendah 



semakin korup), yang menunjukkan kerentanan tertinggi terhadap suap, penggelapan pajak, 
dan penyalahgunaan jabatan:  
1. Sudan Selatan (Skor 9/100): Menjadi salah satu negara terkorup di dunia, di mana 

birokrasi dan administrasi perpajakan tidak berfungsi dengan baik akibat konflik internal. 
2. Somalia (Skor 9/100): Lembaga negara dan sistem pengadilan sangat lemah dan rentan 

terhadap intervensi politik dan suap. 
3. Venezuela (Skor 10/100): Mengalami krisis ekonomi parah dan korupsi sistemik, 

termasuk dalam administrasi publik dan penegakan hukum. 
4. Yaman (Skor 13/100): Konflik berkepanjangan menyebabkan runtuhnya tata kelola 

pemerintahan, termasuk administrasi perpajakan. 
5. Suriah (Skor 12/100): Korupsi merajalela di seluruh lapisan pemerintahan. 
6. Libya, Eritrea, Guinea Khatulistiwa: Juga tercatat memiliki tingkat korupsi publik yang 

sangat tinggi.  

Karakteristik Sistem Perpajakan Korup Terburuk, di negara-negara di atas, sistem perpajakan 
sering kali berciri: 
 Korupsi Birokrasi: Petugas pajak menerima suap untuk mengurangi jumlah pajak yang 

harus dibayar, pendapatan pajak di korupsi pejabat negara 
 Kurangnya Transparansi: Tidak ada transparansi dalam penggunaan hasil pajak. 
 Perlakuan Khusus: Elit politik atau pengusaha yang terhubung dengan penguasa 

mendapatkan keringanan pajak ilegal. 
 Sistem Gagal (Fragile State): Konflik membuat administrasi pajak tidak beroperasi, 

menyebabkan kebocoran pendapatan negara yang besar.  

Konteks Regional 
 Asia Tenggara (2025): Myanmar menjadi negara terkorup di ASEAN (skor 16), disusul 

Kamboja (skor 20). 
 Asia/Global: Korea Utara, Yaman, dan Suriah secara konsisten menempati peringkat 

terbawah dalam transparansi publik.  
Catatan: Skor CPI menggunakan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Data di 
atas berdasarkan laporan terbaru Transparency International untuk CPI 2025 yang dirilis 
pada 10 Februari 2026.  
 
KEADILAN PERPAJAKAN 

Keadilan perpajakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada 
prinsip bahwa setiap warga negara wajib berkontribusi sesuai dengan kemampuan 
ekonominya, yang diterapkan melalui sistem hukum yang transparan dan non-diskriminatif. 
Keadilan pajak di Indonesia mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana 
yang berpenghasilan lebih besar memikul beban lebih tinggi (keadilan vertikal) dan yang 
berpenghasilan sama memikul beban yang setara (keadilan horizontal).  

Berikut adalah butir penting keadilan perpajakan di NKRI: 
 Asas Keadilan (Equity Principle): Pemungutan pajak disesuaikan dengan kemampuan 

wajib pajak ( ability to pay ), memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif. 
 Sistem Tarif Progresif: Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menggunakan tarif 

progresif, di mana semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula persentase 
pajak yang dibayarkan. 

 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP): Reformasi perpajakan, termasuk UU 
HPP, bertujuan meningkatkan keadilan sosial dengan memperluas basis pajak, mengatur 
ulang PPh, PPN, dan mengenakan pajak karbon untuk keadilan lingkungan. 



 Keadilan bagi UMKM: Jumlah entitas UMKM hampir 100 % seluruh entitas bisnis 
NKRI.  Pemerintah memberikan keringanan tarif PPh Final 0,5% bagi pelaku UMKM 
untuk mendorong keadilan bagi pelaku usaha kecil. 

 Digitalisasi dan Reformasi Administrasi: Implementasi Core Tax Administration System 
(CTAS) bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga wajib 
pajak merasa diperlakukan secara adil dan setara. Kesulitan penggunaan fasilitas coretax 
bagi WP masih sedang di atasi pemerintah. 

 Keadilan Internasional: Indonesia mengadopsi Pajak Minimum Global (Global Minimum 
Tax) melalui PMK 136/2024 untuk mengurangi praktik pergeseran laba (BEPS) oleh 
perusahaan multinasional, memastikan korporasi besar membayar pajak dengan adil.  

Upaya mewujudkan keadilan perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan, namun 
pemerintah terus melakukan perbaikan melalui reformasi petugas-pajak bersih KKN, Zona 
Bebas Korupsi Departemen Keuangan cq Ditjen Pajak, administrasi dan penegakan hukum 
yang setara dan sangat nirSARA bagi seluruh warga-negara dan WNA, dan memastikan 
pendapatan APBN pajak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.  
 
KERUMITAN SISTEM PERPAJAKAN 

GCG sistem perpajakan meningkatkan kemakmuran-kejayaan bangsa, easy to access adalah 
segalanya. Sumber AI menyatakan bahwa implementasi sistem Coretax (Pembaruan Sistem 
Inti Administrasi Perpajakan/PSIAP) di Indonesia, yang dirancang untuk modernisasi 
administrasi pajak, menghadapi berbagai kendala sejak awal 2025. Masalah utama berkisar 
pada gangguan teknis, ketidaksiapan sistem, dan keluhan wajib pajak.  

Berikut adalah rincian masalah Coretax di NKRI berdasarkan temuan pasca-implementasi 
(awal 2025): 
1. Kendala Teknis dan Performa Sistem 

 Error "500 Internal Server": Sistem sering mengalami error, terutama saat diakses 
oleh banyak pengguna secara bersamaan, menyebabkan loading yang sangat lambat. 

 Gagal Login dan Gagal Simpan: Banyak Wajib Pajak (WP) gagal login ke sistem atau 
gagal menyimpan faktur pajak/dokumen. Dewasa ini CoreTax mungkin belum 
mencapai tingkat “mudah masuk portal”, mungkin (1) karena portal amat sedikit 
dibanding WP, (2) jumlah portal belum disesuaikan bulan-bulan puncak  dan tanggal 
puncak keramaian penggunaan portal cq batas akhir melapor SPT.. 

 Masalah Integrasi Data: Integrasi data nasional yang belum sempurna, termasuk 
ketidaksesuaian data NIK dan NPWP. 

 Gagal Validasi Wajah: Kendala teknis pada validasi wajah saat pembuatan sertifikat 
elektronik.  

2. Ketidaksiapan Operasional dan Implementasi 
 Masa Transisi yang Sulit: Implementasi awal 2025 dirasa terburu-buru, memicu 

permintaan perpanjangan masa transisi dari pelaku usaha (Apindo). 
 Keluhan Wajib Pajak: Keluhan terus muncul setelah dua bulan beroperasi (per Maret 

2025), menunjukkan sistem belum stabil. Layanan responsif mungkin perlu di 
tingkatkan. 

 Perbedaan Status PKP: Terjadi perbedaan data status Pengusaha Kena Pajak (PKP) di 
sistem baru, mengharuskan WP melapor ke helpdesk.  

3. Dampak pada Kepatuhan Pajak 
 Kesulitan Lapor SPT: Akses layanan yang terbatas membuat WP kesulitan melapor 

SPT dan mengelola dokumen pajak. 
 Potensi Keterlambatan: Kendala teknis berpotensi menyebabkan keterlambatan 

pemenuhan kewajiban pajak (faktur pajak dan pembayaran). 



 Anjloknya PPN: Terdapat indikasi penurunan penerimaan PPN dalam negeri pada 
Januari 2025 yang dikaitkan dengan masalah teknis Coretax.  

4. Isu Lain 
 Dugaan Korupsi Pengadaan: Adanya laporan dugaan korupsi dalam proyek 

pengadaan sistem Coretax senilai Rp1,3 triliun lebih, yang diselidiki KPK. 
 Pembaruan Berjalan: DJP mengakui adanya bug dan sedang melakukan perbaikan 

secara intensif, yang ditargetkan selesai bertahap hingga pertengahan 2025.  
Cara Mengatasi Masalah (Tips DJP): 

 Menghindari jam sibuk (biasanya jam sibuk terjadi karena tingginya volume traffic). 
 Membersihkan cache atau cookie pada browser. 
 Menggunakan browser alternatif seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. 
 Melaporkan kendala ke Kring Pajak atau Helpdesk.  

 
KEBIJAKAN PAJAK ATAS WARISAN 

Pajak atas warisan sesungguhynya tak perlu lagi kalau tarif pajak 
pengasilan sudah masuk-akal, sesuai HAM;  Penghasilan Kena Pajak 
adalah hak WN sepenuhnya untuk menggunakan (double taxation). 

Inilah teori pajak atas warisan, karangan penulis. Dalam filsafat 
eksistensialis, konsep-dasar entitas akuntansi (yang ber-inti teori 
ekuitas) berbasis entitas-keluarga garis-lurus sedarah-semenda 
sepanjang juta-tahun hukum-patriakhart, namun kemudian negara 
bersistem kapitalis terjadi sistem non-skizoperik atau nan-skizoprenik 
berdimensi (1)  hukum pewarisan mendukung ( sistem waris nan-
kapitalis, bukan skizoprenia) atau (2) menghalangi pemupukan / 

akumulasi kekayaan untuk kejayaan keluarga (sistem waris nan-sosialis, gejala skizoprenis 
dalam sistem-kapitalis murni). Negara-negara tanpa pajak-warisan adalah negara kapitalis 
murni nonskizoprenik, sedang negara-negara bertarif pajak warisan adalah negara kapitalis 
skizoprenik (kebijakan kapitalis mendua). Teori kekayaan adalah teori pemastian kelanjutan 
keturunan, menyebabkan upaya pemupukan kekayaan untuk diwariskan kepada anak-pria dan 
pembangunan kejayaan keluarga lintas-abad, keluarga dapat memilih lebih bebas lahan-
penanaman benih terbaik dengan citra status-sosial & mahar cq jaminan kesejahteraan 
keturunan yang lahir dari perempuan ber kepribadian unggul dan  IQ tinggi.  

Berikut adalah alasan utama mengapa pajak warisan di negara maju sengaja ditetapkan 
tinggi: 
1. Redistribusi Kekayaan dan Mengurangi Ketimpangan. Pajak warisan yang tinggi 

bertujuan mencegah akumulasi kekayaan yang turun-temurun pada segelintir keluarga 
saja. Dengan memajaki warisan, negara mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si 
miskin, serta meningkatkan mobilitas sosial agar generasi muda tidak hanya bergantung 
pada kekayaan orang tua. Hal ini bertentangan dengan hukum alam “pemastian kelanjutan 
keturunan”. 

2. Keadilan Pajak (Tax Fairness). Di negara maju, pendapatan dari warisan sering dianggap 
sebagai "keuntungan tak terduga" (windfall gain) yang belum pernah dikenakan pajak 
penghasilan selama masa hidup pemiliknya (misalnya, peningkatan nilai saham atau 
properti). Pajak warisan memastikan bahwa kekayaan tersebut dikenakan pajak sebelum 
berpindah tangan ke ahli waris. Hal ini amat keliru, terdapat WP memilih hidup hemat 
untuk pemastian bekal-hidup bagi anak-kandung, sebagai insan yang bertanggung-jawab 
atau bermoral-tinggi. 

3. Mendorong Produktivitas dan Kewirausahaan. Pajak warisan yang tinggi diyakini 
memberikan insentif bagi ahli waris untuk tetap produktif dan berwirausaha sendiri, 



daripada hanya hidup dari warisan pasif. Hal ini juga mendorong pemilik harta untuk 
membagikan kekayaannya lebih awal atau lebih luas daripada menumpuknya. Hal ini 
adalah baik bagi anak-cucu, terutama untuk pewarisan bidang-usaha yang sedang 
berjalan. 

4. Sumber Penerimaan Negara untuk Layanan Publik. Pajak warisan yang tinggi, contohnya 
di Jepang yang mencapai 55%, berfungsi sebagai sumber pendapatan penting bagi 
pemerintah. Pendapatan ini digunakan kembali untuk membiayai layanan publik, 
infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. Seperti halnya PBB ( masa kami harus bayar sewa pakai atas harta 
kami sendiri ?), pajak warisan adalah pemajakan berlapis atas-harta yang dengan susah-
payah diperoleh ( kalau sudah bayar pajak PPh, harta terkumpul seharusnya dapat 
diserahkan ke anak kandung tanpa pajak-waris), pajak-pewarisan bukan sistem nan ber 
keadilan-sosial. 

5. Mencegah Kekuatan Ekonomi Terkonsentrasi. Konsentrasi kekayaan yang terlalu besar 
pada beberapa keluarga dapat menyebabkan ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik. 
Pajak warisan bertindak sebagai mekanisme untuk memecah konsentrasi harta tersebut. 
Di Indonesia, warisan umumnya bukan objek Pajak Penghasilan (PPh), namun aset 
warisan (terutama properti) berpotensi terkena BPHTB Waris. Tax avoidance legal 
meliputi pembuatan surat wasiat untuk efisiensi balik nama, hibah atau menjual properti 
kepada anak-kandung, memanfaatkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NPOPTKP) yang tinggi untuk hubungan sedarah, dan segera melaporkan harta di SPT 
ahli waris. Sistem sosialis nirpenghargaan atas prestasi/raihan menghasilkan bangsa-
zombie nir-gairah hidup nan-pemalas karena hidup berbatas-jatah. Pada hemat penulis, 
sistem kapitalis beriklim persaingan-bebas adalah sistem olimpiade memperoleh”piala” 
kekayaan nan-sehat yang menyebabkan bangsa tumbuh-kuat dan besar, pemerintah nan-
sadar pertumbuhan-PDB harus melindungi/mendorong semangat 
bergiat/berusaha/berjuang rakyatnya. May the best win. Bangsa makmur adalah bangsa 
nan-berani, rajin dan pejuang. 

Strategi Legal Menghindari/Mengurangi Pajak Warisan: 
 Buat Surat Wasiat: Menggunakan wasiat dapat menghindarkan pajak ganda (PPh 2,5% + 

BPHTB 5% dua kali) dengan langsung mengalihkan aset ke ahli waris, hanya dikenakan 
BPHTB sekali. 

 Memanfaatkan NPOPTKP: Berdasarkan aturan, warisan atau hibah wasiat kepada 
keluarga sedarah satu derajat (orang tua/anak/suami/istri) memiliki NPOPTKP yang 
tinggi (Rp300 juta ke atas, tergantung daerah) sehingga mengurangi atau membebaskan 
BPHTB. 

 Hibah Saat Masih Hidup: Mentransfer aset sebelum meninggal dunia dapat mengurangi 
total nilai harta warisan yang dikenakan pajak, namun perlu memperhatikan aturan pajak 
hibah yang berlaku. Disarankan Akta Hibah nir-hak-pakai apalagi hak-usir, sepanjang 
ortu belum wafat 

 Perwalian (Trust/Estate Planning): Mengalihkan aset ke perwalian yang tidak dapat 
dibatalkan (irrevocable trust) dapat melepaskan kepemilikan aset secara hukum dari 
pewaris. 

 Pemisahan Harta Warisan: Membagi warisan segera untuk menghindari akumulasi 
penghasilan atas harta yang belum terbagi, yang berpotential dikenakan pajak.  

Butir Penting: 
 Warisan bukan subjek PPh selama sudah dilaporkan dalam SPT. 
 Kewajiban utama adalah balik nama properti dan membayar BPHTB Waris jika nilainya 

melebihi NPOPTKP. 



 Pewaris sebaiknya merapikan administrasi harta sebelum meninggal.  

Administrasi hindar-waris tersebut sbb : 
Administrasi harta waris sebelum meninggal dunia sejatinya bukanlah "warisan" secara 
hukum, melainkan disebut  Hibah (hadiah saat masih hidup) atau Wasiat (pesan untuk setelah 
meninggal). Ini adalah cara terbaik agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.  

Secara ringkas, administrasi adalah dengan memindahkan nama kepemilikan aset dari orang 
tua ke anak saat orang tua masih sehat walafiat.  
 Dokumen: Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 

untuk properti, atau surat hibah di bawah tangan yang disaksikan saksi (lebih kuat ke 
notaris). 

 Balik Nama: Langsung balik nama sertifikat tanah/rumah atau BPKB kendaraan menjadi 
atas nama anak. 

 Syarat: Orang tua harus dalam keadaan bebas-merdeka, sehat secara fisik dan mental 
(tidak di bawah tekanan kekerasan anak/menantu/besan). 

 Batas: Menurut hukum, hibah kepada ahli waris maksimal sepertiga dari total harta, 
kecuali disetujui oleh semua ahli waris lainnya.  

 Pendataan Harta (Inventarisasi), sebelum menghibahkan atau membuat wasiat, buat 
daftarnya agar jelas: 
o Daftar aset: Tanah, rumah, tabungan, perhiasan, perusahaan. 
o Daftar hutang: Segala hutang (piutang) harus dicatat dan diselesaikan terlebih dahulu 

sebelum harta dibagikan.  
 Surat Perjanjian "Kekeluargaan". Agak merepotkan ( ribet), jika tidak ingin balik nama 

langsung, pemilik-harta memilih membuat surat perjanjian kesepakatan keluarga yang 
ditandatangani di atas materai, disaksikan RT/RW/Kelurahan, yang menyatakan 
pembagian aset semasa hidup.  

 Harus ada dokumen hitam di atas putih (Akta Hibah/Notaris). 
 Segera balik nama langsung jadi milik anak. 
 Selama orang tua masih hidup, harta itu mutlak milik orang tua. Anak tidak bisa menuntut 

hak waris sebelum orang tuanya wafat.  

Pajak Waris Di Jepang sbb : 
Ringkasan AI menyatakan bahwa Jepang memimpin dengan tarif pajak warisan tertinggi di 
dunia, mencapai 55%, diikuti Korea Selatan (50%), Prancis (45%), dan Amerika Serikat 
(40%). Negara-negara ini menerapkan pajak progresif tinggi, seringkali untuk redistribusi 
kekayaan, terutama pada warisan bernilai besar atau ahli waris jauh.  

Berikut daftar negara dengan tarif pajak warisan tertinggi: 
 Jepang (55%):  merupakan tarif tertinggi saat ini, diterapkan sejak 2015 dengan 8 lapisan 

tarif. 
 Korea Selatan (50%): Salah satu yang tertinggi di dunia, dengan rencana penyesuaian 

sistem untuk meringankan beban keluarga. 
 Prancis (45%): Menerapkan tarif tinggi yang menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah 

OECD. 
 Amerika Serikat (40%): Tarif pajak warisan federal tertinggi mencapai 40%, meskipun 

terdapat pengecualian besar. 
 Belgia, Irlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya: Memiliki tarif yang bervariasi, 

tergantung pada kedekatan hubungan kekeluargaan dengan almarhum.  

Di sisi lain, beberapa negara seperti India dan China saat ini tidak memberlakukan pajak 
warisan. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India saat ini tidak menerapkan pajak 
warisan (inheritance tax) atau bea harta pusaka (estate duty) dengan alasan yang berbeda, 



terutama berpusat pada efisiensi ekonomi, biaya administrasi, dan kebijakan untuk 
mendorong akumulasi kekayaan. 

Berikut adalah alasan mengapa kedua negara tersebut tidak memiliki pajak warisan: 
1. India (Dihapuskan sejak 1985). India sempat menerapkan Estate Duty Act dari tahun 

1953 hingga 1985, namun kemudian dihapus. Alasan utamanya adalah:  
 Biaya Administrasi Terlalu Tinggi: Pajak ini dihapus karena pemerintah (di bawah 

Rajiv Gandhi) menyadari bahwa biaya untuk mengelola dan memungut pajak warisan 
hampir sama besarnya dengan pendapatan pajak yang diterima. 

 Pendapatan Sangat Rendah: Pendapatan dari pajak warisan sangat minim 
dibandingkan dengan total pendapatan pajak langsung. Pada tahun terakhir 
penerapannya (1984-1985), pajak warisan hanya menyumbang sebagian kecil dari 
total pendapatan pajak. 

 Kompleksitas dan Penghindaran Pajak: Struktur perhitungan yang rumit 
menyebabkan banyak litigasi (sengketa hukum) dan memicu berbagai cara untuk 
penghindaran pajak. 

 Mendorong Tabungan/Investasi: Penghapusan pajak ini bertujuan untuk mendorong 
akumulasi modal dan investasi di dalam negeri daripada menyimpannya di luar 
negeri.  

Catatan: Meskipun tidak ada pajak warisan langsung di India, ahli waris mungkin 
dikenakan pajak keuntungan modal (capital gains tax) jika mereka menjual aset warisan 
tersebut di kemudian hari.  

2. Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT tidak memiliki pajak warisan saat ini karena 
beberapa faktor kebijakan ekonomi dan praktis:  
 Fokus pada Akumulasi Kekayaan: Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan kekayaan pribadi, pemerintah Tiongkok belum menetapkan pajak 
warisan agar kekayaan yang terkumpul dalam satu generasi dapat dialihkan ke 
generasi berikutnya tanpa berkurang. 

 Kompleksitas Penilaian Aset: Dengan pesatnya pertumbuhan pasar properti dan aset 
lainnya, melakukan penilaian (valuasi) terhadap total warisan seseorang—termasuk 
aset bergerak dan tidak bergerak—di seluruh negara dianggap sangat rumit secara 
administratif. 

 Mencegah Pelarian Modal: Penerapan pajak warisan yang tinggi dikhawatirkan akan 
memicu pelarian modal (capital flight) ke negara lain yang lebih ramah pajak. 

 Alternatif Pajak Lain: Tiongkok lebih berfokus pada pajak properti (yang sedang diuji 
coba di beberapa kota seperti Shanghai dan Chongqing) serta pajak penghasilan 
pribadi dan pajak keuntungan modal, daripada pajak pada saat pemindahan warisan.  

Kesimpulan: Kedua negara ini lebih memilih untuk memajaki pendapatan atau keuntungan 
yang dihasilkan oleh aset tersebut (melalui pajak penghasilan/keuntungan modal) daripada 
memajaki perpindahan aset itu sendiri, karena pendekatan tersebut dinilai lebih efisien, lebih 
mudah dikelola, dan mendorong akumulasi kekayaan domestik.  
 
PPH 21 
Secara keseluruhan, jumlah WP terdaftar (termasuk non-karyawan) di Indonesia telah 
mencapai 49,82 juta pada akhir 2021. Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) 
karyawan yang terdaftar di Indonesia terus mengalami peningkatan, mencapai lebih dari 
14,17 juta pada tahun 2020. 
Kebijakan negara-negara dengan administrasi perpajakan terbaik (umumnya negara OECD) 
dalam menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP/TIN) bagi wajib pajak (WP) yang tidak 



layak pungut atau tidak produktif mengutamakan  otomatisasi, sistem berbasis risiko, dan 
kemudahan prosedural (digitalisasi). 
Di Indonesia, kebijakan ini juga semakin disederhanakan melalui PER-7/PJ/2025 dan sistem 
Coretax, Ditjen Pajak membuka pintu-keluhan selebar-lebarnya dan Seksi Layanan Publik 
DitjenPajak nan-tulus-hati dan suka-menolong segera menangani.  Masuk antrean gerbang -
maya Coretax  setiap hari diperiksa dan diresolusi, dengan prinsip” Klik, dijamin langsung 
masuk layanan-maya Kami”. 
 
SISTEM PENGHAPUSAN NPWP 

Berikut adalah rangkuman kebijakan terbaik dunia terkait penghapusan NPWP WP tidak 
layak pungut: 
1. Kriteria WP "Tidak Layak Pungut" (Inactive/Non-Filers). Negara maju dan cerdas 

menggunakan AI untuk pemangkasan-otomatis NPWP dan WP tanpa-perlu di minta 
WP/PKP, dan WP/PKP mendapat pemberitahuan resmi penghentian kewajiban pajak 
tersebut. Ditjen Pajak bangsa-bangsa nan-modern menetapkan kriteria keputusan AI 
berbasis BIG Data tersebut, misalnya tatkala WP mendapat anugerah gelar pahlawan 
bangsa, WP mencapai usia-tertentu misalnya 80 Tahun, WP pindah ke warga-negaraan, 
izin-usaha WP di cabut, WP masuk bui, WP meninggal, masa Covid, gempa bumi, air 
bah dan kebakaran dll. 

2. Negara maju namun penuh curiga dan lemot menetapkan kriteria ketat untuk WP yang 
berhak menghapus NPWP atau mengubah status menjadi non-aktif:  
 Pendapatan di Bawah PTKP: WP orang pribadi yang berpenghasilan di bawah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
 Tidak Beroperasi/Berhenti Usaha: WP Badan atau individu yang sudah tidak lagi 

menjalankan bisnis atau usaha. 
 Warga Negara Asing (WNA) Pergi Permanen: WNA yang meninggalkan negara 

tersebut dan tidak lagi memiliki kewajiban pajak. 
 Meninggal Dunia: WP orang pribadi yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan 

warisan yang belum terbagi.  
3. Kebijakan Kemudahan di Berbagai Negara Maju Perpajakan 

 Penghapusan Secara Jabatan (Otomatis): Administrasi pajak (seperti di 
Australia/ATO atau Inggris/HMRC) akan menonaktifkan atau menghapus NPWP 
secara otomatis jika data menunjukkan WP tidak melaporkan SPT dan tidak memiliki 
penghasilan dalam jangka waktu tertentu (misalnya 2-3 tahun). 

 Prosedur Online Terintegrasi: Permohonan dapat dilakukan melalui portal pajak 
elektronik tanpa perlu mendatangi kantor pajak. Di Indonesia, melalui Coretax, proses 
ini menjadi lebih cepat. 

 Penyederhanaan Dokumen: WP cukup memberikan pernyataan tertulis bahwa mereka 
sudah tidak memenuhi syarat subjektif/objektif, tanpa perlu surat keterangan rumit. 

 Kebijakan Non-Efektif (NE): Sebelum benar-benar dihapus, NPWP dapat diubah 
statusnya menjadi Non-Efektif (NE). Ini membebaskan WP dari kewajiban lapor SPT, 
namun NPWP masih bisa diaktifkan kembali jika diperlukan.  

4. Kebijakan Indonesia Terkini (PMK 81/2024 & PER-7/PJ/2025) Indonesia : 
 Kriteria Lebih Sederhana: 8 Kelompok WP yang bisa hapus NPWP, termasuk 

individu yang tidak berpenghasilan atau penghasilan dibawah PTKP. 
 Jangka Waktu Pemeriksaan: Maksimal 6 bulan untuk WP orang pribadi dan 12 bulan 

untuk WP badan setelah permohonan diterima. 
 "Deemed Accepted" (Dianggap Dikabulkan): Jika KPP tidak memberikan keputusan 

dalam jangka waktu 6/12 bulan tersebut, permohonan penghapusan NPWP dianggap 
dikabulkan. 



 Penghapusan via Coretax: Proses dilakukan secara elektronik, memberikan 
kemudahan bagi masyarakat.  

 Kebijakan terbaik adalah yang memindahkan beban administrasi dari WP ke otoritas 
pajak cq pemerintah. Otoritas pajak memiliki data matching yang kuat, secara 
proaktif tanpa perlu permohonan WP, AI CoreTax mampu mengidentifikasi WP tidak 
produktif ( misalnya WP mencapai usia tertentu, meninggal dunia, pindah kewarga 
negaraan, tak memiliki penghasilan apapun) dan AI menghapusnya dari sistem, 
sehingga WP yang tidak layak pungut dibebaskan dari kewajiban administrasi (seperti 
denda lapor SPT). 

 
Negara-negara dengan sistem perpajakan terbaik menangani Wajib Pajak (WP) yang tidak 
layak pungut atau berpenghasilan rendah melalui kombinasi  penghapusan atau penonaktifan 
NPWP (TIN), penentuan status non-efektif, dan penetapan ambang batas pendapatan yang 
tinggi.  
Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi baik bagi WP maupun 
otoritas pajak, sekaligus menjaga keadilan.  

Berikut adalah gambaran kebijakan di negara-negara dengan praktik adminsitrasi-perpajakan 
terbaik: 
1. Sistem Perpajakan Berbasis Penghasilan Rendah (Thresholds). Banyak negara 

mengadopsi ambang-batas pendapatan yang signifikan untuk menentukan siapa yang 
wajib membayar pajak penghasilan dan/atau melaporkan SPT tahunan.  
 Tujuan: Meringankan beban administrasi bagi individuWP berpenghasilan rendah dan 

memungkinkan otoritas pajak memfokuskan sumber daya negara pada kepatuhan WP 
berpenghasilan tinggi. 

 Praktik: Di yurisdiksi seperti Jerman, WP berpenghasilan rendah dengan pemotongan 
pajak otomatis (melalui sistem penggajian) seringkali tidak perlu melaporkan SPT 
(opsional non-filing) dan bahkan mungkin membayar lebih banyak pajak daripada 
yang seharusnya karena tidak mengklaim pengembalian dana. Hal ini menunjukkan 
mekanisme penyesuaian otomatis bekerja.  

2. Penghapusan atau Penonaktifan NPWP. Negara-negara terbaik memiliki proses yang jelas 
untuk menghapus atau menonaktifkan NPWP bagi individu yang tidak lagi memenuhi 
persyaratan subyektif dan/atau objektif sebagai WP.  
 Kriteria Umum: 

o Tidak Memenuhi Syarat Subyektif/Objektif: WP tidak lagi memiliki sumber 
pendapatan kena pajak atau berada di bawah ambang batas pendapatan minimum 
yang diwajibkan secara hukum. 

o Kematian: Penghapusan dilakukan jika WP meninggal dunia dan tidak 
meninggalkan harta warisan yang belum terbagi. 

o Pindah ke Luar Negeri: Individu yang pindah ke luar negeri secara permanen dan 
tidak lagi memiliki kewajiban pajak di negara asal. 

o NPWP Ganda: Penghapusan salah satu NPWP jika WP memiliki lebih dari satu. 
o Status Non-Efektif (NE): Otoritas pajak seringkali memiliki kategori "Non-

Efektif" untuk WP yang terdaftar tetapi tidak memiliki kewajiban pelaporan atau 
pembayaran pajak saat ini, tanpa menghapus identitas pajak mereka sepenuhnya. 

 Proses: Penghapusan biasanya memerlukan permohonan resmi oleh WP (atau ahli 
waris/perwakilan) ke kantor pajak terkait, disertai dokumen pendukung (misalnya, 
akta kematian, bukti pindah domisili).  

3. Integrasi Sistem Identitas. Praktik terbaik internasional, seperti yang disorot oleh Bank 
Dunia, merekomendasikan pengintegrasian Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) dengan 
sistem identitas nasional (seperti NIK di Indonesia).  



 Manfaat: Memudahkan identifikasi WP, mengurangi potensi penghindaran pajak 
(misalnya, dengan menutup bisnis lama dan membuka yang baru untuk menghindari 
kewajiban), dan menyederhanakan administrasi perpajakan secara keseluruhan.  

Secara ringkas, negara-negara dengan sistem terbaik tidak hanya menghapus NPWP, tetapi 
menerapkan kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup ambang batas tinggi dan 
penentuan status NE untuk memastikan individu yang tidak mampu membayar pajak tidak 
terbebani oleh kewajiban administratif, sambil tetap menjaga integritas sistem pajak secara 
keseluruhan. 
 
KONSEP WORLD WIDE INCOME 

Pendapatan dari luar-yuridiksi WP adalah termasuk dalam penghasilan WP. Ringkasan AI 
menyatakan bahwa Konsep worldwide income tax yang benar dan baik adalah sistem di mana 
negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan subjek pajaknya (Wajib Pajak Dalam 
Negeri/WPDN), tanpa peduli sumbernya (dalam atau luar negeri), berdasarkan asas domisili, 
dengan tujuan keadilan dan stabilitas pendapatan negara, namun tetap diiringi mekanisme 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pertukaran informasi (EOI) agar tidak 
terjadi pajak berganda yang memberatkan dan mencegah penghindaran pajak.  

Konsep  Worldwide Income 
 Prinsip Domisili: WPDN (penduduk tetap suatu negara) wajib lapor seluruh penghasilan, 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke otoritas pajak negaranya sendiri. 
 Asas Keadilan: Setiap individu atau badan yang punya penghasilan punya kewajiban 

bayar pajak di negara domisili, terlepas dari sumbernya. 
 Pengecualian Khusus: Beberapa negara (termasuk Indonesia untuk WNA dengan 

keahlian tertentu) bisa menerapkan tarif khusus atau pengecualian agar tidak memajaki 
penghasilan luar negeri WNA tersebut jika memenuhi syarat tertentu.  

Mekanisme Agar Baik dan Adil (Menghindari Pajak Berganda) 
 P3B (Tax Treaty): Perjanjian antar negara untuk mengatur hak pemajakan dan mencegah 

satu penghasilan dipajaki dua kali oleh dua negara berbeda (misal, negara sumber dan 
negara domisili). 

 Kredit Pajak Luar Negeri (Foreign Tax Credit): WPDN dapat mengkredit pajak yang 
sudah dibayar di luar negeri terhadap pajak terutang di dalam negeri, sehingga pajak 
hanya dibayar sekali pada tarif tertinggi. 

 Pertukaran Informasi (EOI - Exchange of Information): Negara saling berbagi data pajak 
secara otomatis (AEOI) atau berdasarkan permintaan (EOIR) untuk memastikan 
kepatuhan dan mencegah penghindaran pajak. 

 Global Minimum Tax: Aturan global (mulai 2025) memastikan perusahaan multinasional 
membayar pajak dengan tarif minimum tertentu di mana pun mereka beroperasi, 
memastikan keadilan pajak global.  

Contoh Penerapan di Indonesia 
 WNI yang bekerja di Indonesia dan Malaysia, harus melaporkan penghasilan dari 

keduanya ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). 
 Aturan ini sesuai dengan Asas Domisili dan Worldwide Income, tetapi diatur lebih lanjut 

melalui P3B dan ketentuan seperti yang berlaku untuk WNA tertentu.  
 
KEBIJAKAN PAJAK ATAS PMA 

Pengaruh positif PMA bagi bangsa sbb : 



Penanaman Modal Asing (PMA) dan pajaknya umumnya memiliki pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, transfer 
teknologi, dan peningkatan pendapatan negara (APBN/Pajak) untuk pembangunan. Meskipun 
fluktuatif, PMA mendorong ekspansi ekonomi jangka panjang, sementara pajak yang optimal 
membiayai infrastruktur.  

Berikut adalah rincian hubungan keduanya: 
 Hubungan PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi: 

o Pendorong Utama: PMA berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur, 
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri lokal. 

o Transfer Teknologi: Masuknya investasi asing membawa teknologi dan manajemen 
modern yang mendorong efisiensi. 

o Dampak Jangka Panjang: Secara umum, PMA memiliki dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor riil. 

o Kondisi Khusus: Beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda; pada masa pandemi 
(2018-2020), PMA sempat kurang berdampak signifikan karena terhambat ekonomi 
global. 

 Hubungan Pajak PMA terhadap Pertumbuhan Ekonomi: 
o Sumber Pendapatan Negara: Pajak yang dipungut dari perusahaan PMA merupakan 

salah satu sumber pendapatan negara yang krusial untuk mendanai pengeluaran 
pemerintah dan pembangunan infrastruktur. 

o Efisiensi Kebijakan: Kebijakan pajak yang baik membantu meningkatkan efisiensi 
alokasi sumber daya dan meningkatkan produktivitas ekonomi. 

o Stabilitas Perekonomian: Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk 
menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan stabilitas ekonomi jangka 
panjang. 

o Pengaruh Regional: Penerimaan pajak (termasuk dari PMA) terbukti berpengaruh 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, seperti Sumatera Utara. 

 Kesimpulan: PMA secara signifikan mendorong ekonomi, sementara pajaknya 
membiayai pembangunan tersebut. Sinergi antara kebijakan investasi yang suportif dan 
pengelolaan pajak yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bagi 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Pengaruh negatif PMA bagi bangsa adalah sbb : 
Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap bangsa, 
terutama terkait  peningkatan ketimpangan pendapatan, dominasi perusahaan asing atas 
pelaku usaha lokal, dan ketergantungan ekonomi. PMA seringkali memicu kerusakan 
lingkungan, konflik sosial, pengurangan kesempatan kerja lokal, serta repatriasi keuntungan 
ke negara asal.  
Berikut adalah rincian pengaruh negatif PMA bagi bangsa: 
 Ekonomi dan Persaingan Usaha: 

o Ketimpangan Pendapatan: Masuknya PMA cenderung meningkatkan senjang 
pendapatan, di mana keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tenaga kerja ahli atau 
asing. 

o Matinya Usaha Lokal: Perusahaan asing dengan modal besar mendominasi pasar, 
menekan, dan berpotensi mematikan usaha lokal (UMKM). 

o Ketergantungan Ekonomi: Risiko ketergantungan tinggi pada investor asing yang 
dapat menyebabkan ketidakstabilan jika mereka menarik modalnya secara tiba-tiba. 

o Repatriasi Keuntungan: Keuntungan yang dihasilkan sering kali dikirim kembali ke 
negara asalnya, bukan berputar di dalam negeri. 

 Tenaga Kerja dan Sosial: 



o Tenaga Kerja Asing (TKA): Masuknya TKA dapat mengurangi kesempatan kerja 
bagi tenaga kerja lokal dan menekan tingkat upah. 

o Diskriminasi Upah: Potensi perbedaan perlakuan dan upah antara pekerja lokal dan 
asing. 

o Konflik Sosial: Proyek berskala besar sering kali memicu konflik dengan masyarakat 
adat atau lokal terkait lahan. 

 Lingkungan dan Kedaulatan: 
o Kerusakan Lingkungan: Eksploitasi sumber daya alam oleh investor asing berisiko 

tinggi merusak lingkungan dan menghilangkan tanah subur. 
o Intervensi Kebijakan: Kekuatan modal perusahaan multinasional dapat 

mempengaruhi, menyuap, atau memanipulasi kebijakan pemerintah. 
o Penguasaan Aset Strategis: Risiko hilangnya kendali negara atas aset-aset penting 

atau sumber daya alam yang strategis. 
 Stabilitas: 

o Risiko Stabilitas: Masuknya modal asing rentan terhadap ketidakstabilan politik, 
sosial, serta kerentanan ekonomi (seperti depresiasi mata uang).  

Meskipun PMA menawarkan pembangunan infrastruktur dan teknologi, dampak negatif di 
atas menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat agar tidak merugikan kepentingan nasional 
jangka panjang.  

Ragam  Kebijakan pajak atas PMA sbb : 

Ringkasan AI tentang kebijakan pajak terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dan orang 
asing (WNA) yang dirancang dengan tepat dapat menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer 
teknologi.  

Berikut adalah pendekatan kebijakan pajak yang strategis: 
1. Pemberian Insentif Pajak Berbasis Kinerja (Tax Incentive). Pemerintah menggunakan 

instrumen insentif untuk menarik modal asing ke sektor-sektor strategis:  
 Tax Holiday (Pembebasan PPh Badan): Diberikan kepada investor yang berinvestasi 

di industri perintis (misalnya teknologi tinggi, energi terbarukan) dengan nilai 
investasi tertentu, yang diperpanjang hingga akhir 2025. Ini mendorong PMA 
menanamkan modal jangka panjang. 

 Tax Allowance (Keringanan Pajak): Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari 
jumlah penanaman modal selama 6 tahun (5% per tahun) untuk investasi di sektor 
prioritas atau wilayah tertentu. 

 Pengurangan Pajak Dividen: Pengenaan PPh 26 (pajak atas dividen yang dibayarkan 
ke WNA) yang lebih rendah, misalnya 10% atau mengikuti Tax Treaty (P3B), 
membuat investasi di Indonesia lebih kompetitif.  

2. Kepatuhan Pajak dan Transparansi (Anti-Penghindaran Pajak). Memastikan PMA 
berkontribusi positif & adil untuk memacu pertumbuhan ekonomi tanpa merugikan 
pendapatan negara: 
 Pajak Minimum Global: Mulai 2025, Indonesia menerapkan pajak minimum global 

15% untuk perusahaan multinasional untuk mencegah pengalihan laba ke negara tarif 
rendah (tax haven). 

 Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI): DJP menggunakan data dari perjanjian 
pertukaran informasi perpajakan untuk memantau transaksi PMA dan WNA, 
mengurangi potensi transfer pricing.  

3. Kebijakan Pajak bagi WNA (Orang Asing/Ekspatriat). Kebijakan yang mempermudah 
WNA berkualitas tinggi untuk tinggal dan bekerja: 



 Pada negara tertentu, terdapat berbagai kebijakan-pemerintah tentang kewajiban PMA 
untuk (1) patungan dengan modal DN, (2) nasionalisasi PMA setelah jangka waktu 
tertentu, (3) kewajiban alih-teknologi dan peningkatan kapasitas SDM bangsa melalui 
pelatihan karyawan, (4) kewajiban penggunaan bahan baku dalam negeri, (5) 
kewajiban ekspor, kewajiban menjual produk di DN, (6) kewajiban menyerahkan 
distribusi kepada perusahaan swasta DN, (7) kewajiban melindungi/memelihara 
lingkungan-sosial dan lingkungan hidup 

 Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): WNA yang tinggal lebih dari 183 hari atau 
berniat tinggal di Indonesia dapat dikenakan PPh 21 (sama dengan WNI), yang 
mempermudah kepatuhan pajak. 

 Fasilitas PPN Rumah DTP: WNA dapat memanfaatkan insentif PPN Ditanggung 
Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti, yang mendorong investasi di sektor 
properti.  

4. Penyederhanaan Administrasi 
 Digitalisasi Layanan via CoreTax: Mempermudah pendaftaran NPWP, pelaporan 

SPT, dan pengajuan insentif (seperti Tax Allowance) secara daring untuk memberikan 
kepastian hukum dan efisiensi waktu.  

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan ini memacu pertumbuhan ekonomi 
dengan meningkatkan Penanaman Modal Asing (FDI), meningkatkan penerimaan negara 
untuk pembangunan, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, dan mendorong 
transfer teknologi dari perusahaan asing ke domestik.  
 
Negara-negara Pro-PMA sbb : 

Strategi go-internasional melalui seleksi ketat infiltrasi kewirausahaan ke DN (misalnya 
kewirausahaan kelautan dan high-tech), PMA tertentu dipilih  sebagai penggerak 
perekonomian sektor tertentu,  etos-kerja gigih, berani dan rajin, alih teknologi, pendidikan 
bangsa dalam pergaulan global dan tambahan penghasilan pendapatan negara berbentuk 
pajak adalah kebijakan pembangunan kapasitas bangsa nan-baik. Negara-negara di dunia 
menerapkan berbagai kebijakan pajak untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA), mulai 
dari insentif pajak (, pengurangan tarif PPh badan) hingga konsep tax haven (bebas/rendah 
pajak). Kebijakan ini krusial untuk meningkatkan investasi di sektor strategis, manufaktur, 
dan infrastruktur.  

Berikut negara-negara dengan kebijakan pajak menarik untuk PMA: 
 Negara dengan Tax Haven / Bebas Pajak Penghasilan (PPH): 

o Kepulauan Cayman, Bermuda, British Virgin Islands, Bahamas: Terkenal sebagai 
pusat keuangan dunia tanpa pajak penghasilan, dividen, atau capital gain. 

o Uni Emirat Arab (UEA), Monako, Bahrain, Kuwait, Oman: Memberlakukan 
kebijakan bebas pajak penghasilan yang sangat rendah/ringan. 

 Negara dengan Insentif Pajak Tinggi (ASEAN & Lainnya): 
o Indonesia: Menerapkan PPh Badan 22%, namun menawarkan Tax Holiday dan Tax 

Allowance untuk sektor strategis. 
o Singapura: Terkenal dengan tarif pajak perusahaan yang rendah dan berbagai insentif 

khusus sektor tertentu yang butuh pengetahuan/kapasitas baru. 
o Myanmar: Menerapkan Commercial Tax (0% hingga 8%) sebagai ganti PPN, dengan 

PPh Badan 25%. 
 Negara dengan Keringanan Pajak Khusus (Uni Eropa): 

o Belanda: Menerapkan "aturan 30%" yang membuat sepertiga pendapatan karyawan 
asing bebas pajak. 



o Irlandia & Luksemburg: Dikenal dengan tarif pajak perusahaan yang sangat bersaing 
di Eropa.  

Jenis Insentif yang Umum: 
1. Tax Holiday: Pembebasan pajak badan PMA dalam jangka waktu tertentu. 
2. Tax Allowance: Pengurangan pajak berbasis-risiko modal PMA yang ditanamkan. 
3. Pengurangan tarif PPh Pasal 26: Khusus dividen untuk investor asing, sebagai pemikat 

PMA.  
Negara-negara tersebut berfokus pada kemudahan berbisnis dan pengurangan beban finansial 
untuk memenangkan kompetisi investasi global. 

Negara-negara Anti PMA sbb : 

Berdasarkan data terkini, kebijakan "anti" Penanaman Modal Asing (PMA) atau lebih 
tepatnya kebijakan  proteksionisme investasi yang membatasi atau mengenakan pajak ketat 
pada asing, umumnya diterapkan melalui peningkatan pajak perusahaan multinasional 
(PMN), pembatasan sektor tertentu (negative list), atau aturan screening keamanan nasional. 

Berikut adalah negara dan wilayah yang menerapkan kebijakan pajak/investasi ketat pada 
asing: 
1. Negara-Negara Pengadopsi Pajak Minimum Global (GMT 15%) - Mulai 2025 

Banyak negara, termasuk Indonesia, Uni Eropa, Inggris, dan Korea Selatan, mulai 2025 
menerapkan pajak minimum global 15% berdasarkan aturan OECD (Global Anti-Base 
Erosion Rules / GloBE). 

o Dampaknya: Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan omzet di 
atas 750 juta Euro. Ini membatasi kemampuan negara untuk memberikan tarif 
pajak rendah (seperti tax holiday atau tax incentive yang sangat rendah) kepada 
investor asing. 

2. Negara Anggota OECD (FDI Restrictiveness) 
Menurut data OECD, beberapa negara mempertahankan mekanisme screening yang ketat 
atas investasi asing, terutama di sektor strategis/keamanan nasional. 

o Kanada: Secara konsisten diperingkat sebagai salah satu yang paling ketat 
terhadap Investasi Asing Langsung (FDI). 

o Negara-negara OECD lainnya: Sering meningkatkan pengawasan untuk 
memastikan investasi asing tidak mengancam keamanan. 

3. Negara dengan Pajak Spesifik untuk Perusahaan Asing (Contoh: Negara Teluk) 
Beberapa negara yang dikenal sebagai "surga pajak" bagi individu (0% PPh Pribadi) tetap 
mengenakan pajak perusahaan (Corporate Tax) yang tinggi atau khusus untuk entitas 
asing. 

o Kuwait: Mengenakan pajak perusahaan yang cukup signifikan pada asing (sekitar 
15%). 

o Qatar: Mengenakan pajak perusahaan (10%) untuk entitas asing. 
4. Negara Berkembang dengan Proteksi Industri (Contoh: Indonesia) 

o Indonesia: Meskipun aktif menarik investasi PMA, Indonesia juga menerapkan 
kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri, seperti 
penggunaan negative list (daftar positif investasi) yang membatasi kepemilikan-
asing di sektor tertentu dan penerapan pajak minimum 15% pada 2025 untuk 
menjamin keadilan pajak bagi asing.  

Kesimpulan : Kebijakan "anti" PMA saat ini lebih mengarah pada penyetaraan perlakuan 
pajak (Global Minimum Tax) untuk mencegah kompetisi penurunan tarif pajak yang tidak 
sehat (race to the bottom), bukan berarti melarang total investasi asing.  

Kebijakan Larangan bagi PMA sbb : 



Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha 
Penanaman Modal (yang merevisi Daftar Negatif Investasi/DNI), pemerintah Indonesia 
menetapkan beberapa sektor usaha yang tertutup (dilarang) bagi Penanaman Modal Asing 
(PMA).  

Daftar Sektor yang Dilarang untuk PMA, berkaitan dengan keamanan, moralitas, budaya, dan 
lingkungan.  
1. Industri Narkotika & Bahan Berbahaya: Budidaya dan industri narkotika golongan I. 
2. Perjudian & Kasino: Segala bentuk perjudian dan kasino. 
3. Pertahanan dan Keamanan: Produksi senjata api, mesiu, bahan peledak, dan peralatan 

perang. 
4. Lingkungan Hidup & Maritim: 

o Pengambilan koral/karang dari alam (hidup atau mati) untuk bahan bangunan, 
akuarium, atau souvenir. 

o Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Apendiks I CITES (Convention 
on International Trade in Endangered Species). 

5. Industri Kimia Berbahaya: Industri bahan kimia perusak lapisan ozon (BPO) dan industri 
senjata kimia. 

6. Industri Minuman Keras: Industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), 
anggur (KBLI 11020), dan malt (KBLI 11031). 

7. Budaya & UMKM Tradisional (Tertentu): 
o Industri batik, kerajinan ukiran kayu. 
o Industri obat tradisional (jamu), kosmetik tradisional. 
o Industri makanan tradisional seperti rendang, kerupuk, keripik. 
o Industri kapal tradisional (pinisi, cadik, kapal kayu). 

8. Sektor Jasa Khusus: Sanggar seni, jasa pelayanan haji dan umroh.  

Alasan Mengapa Sektor tersebut Dilarang? 
 Keamanan dan Pertahanan Nasional: Produksi alat pertahanan (senjata/amunisi) sangat 

sensitif dan harus dikuasai negara untuk kedaulatan. 
 Perlindungan UMKM dan Koperasi: Sektor usaha kecil dan tradisional (seperti kerajinan, 

batik, makanan khas) dilindungi agar tidak tergerus modal asing besar, guna menjaga 
kearifan lokal dan ekonomi rakyat. 

 Moralitas dan Kesehatan: Perjudian dan narkotika dilarang karena bertentangan dengan 
norma agama dan sosial, serta membahayakan kesehatan masyarakat. 

 Pelestarian Lingkungan: Pengambilan karang atau spesies dilindungi dilarang untuk 
mencegah kerusakan ekosistem laut yang tidak dapat diperbaiki. 

 Perlindungan Industri Lokal: Sektor tertentu seperti distributor, agen tunggal, atau jasa 
perdagangan tertentu sering diwajibkan bermitra dengan pengusaha dalam negeri agar 
tetap berdaya saing.  

Catatan: Meskipun beberapa sektor dilarang, pemerintah membuka seluas-luasnya dan 
memberi kemudahan investasi  tertentu  bidang lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi 
dan teknologi, dengan menerapkan Daftar Positif Investasi.  

Daftar Positif Investasi (DPI) di NKRI, yang diatur melalui  Peraturan Presiden Nomor 10 
Tahun 2021 (dan perubahannya dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021), merupakan strategi 
pemerintah untuk membalikkan pendekatan Daftar Negatif Investasi (DNI) lama menjadi 
pendekatan yang lebih terbuka. Prinsip utamanya adalah seluruh sektor usaha terbuka untuk 
Penanaman Modal Asing (PMA), kecuali sektor yang dinyatakan tertutup (seperti narkotika) 
atau dibatasi (sesuai Pasal 12 UU No. 25/2007).  

Berikut adalah rincian Daftar Positif Investasi PMA dan mengapa kebijakan ini diterapkan: 



1. Daftar Positif Investasi Prioritas (PMA)  
a. Sektor Prioritas (Insentif Fiskal/Non-Fiskal): Padat karya, padat modal, bagian dari 

proyek strategis nasional, berorientasi ekspor, industri perintis (terbarukan, 
penyulingan minyak, logam), dan teknologi canggih. 

b. Sektor Usaha Terbuka (100% Asing): Lebih dari 200 sektor usaha terbuka 100% 
untuk asing, termasuk sektor infrastruktur, energi, dan telekomunikasi. 

c. Sektor Usaha dengan Persyaratan Tertentu: Terbuka, namun dengan kemitraan wajib 
bersama koperasi atau UMKM.  

2. Mengapa Menggunakan Daftar Positif Investasi? Kebijakan ini diterapkan dengan 
beberapa alasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: 
 Peningkatna Devisa dan Pertumbuhan Ekonomi: Memacu masuknya Foreign Direct 

Investment (FDI) untuk meningkatkan realisasi investasi, yang pada paruh pertama 
2024 mencapai Rp 1.258,3 triliun. 

 Transfer Teknologi dan Keahlian: Membawa teknologi canggih dan keterampilan 
baru untuk meningkatkan inovasi lokal. 

 Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja lokal. 
 Pembangunan Infrastruktur: Mendorong pembangunan proyek infrastruktur strategis 

seperti jalan tol dan pelabuhan. 
 Meningkatkan Pendapatan Negara: Menambah pemasukan negara melalui sektor 

perpajakan. 
 Diversifikasi Perekonomian: Memperkenalkan dan mengembangkan sektor-sektor 

usaha baru.  
3. Kriteria PMA yang Diterima. PMA yang diterima wajib memenuhi persyaratan utama, 

yaitu modal usaha minimal Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan, serta berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia. 

 
HUBUNGAN  PPh  DENGAN  JENIS PAJAK LAIN 

Dasar teori hubungan antara Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan jenis pajak lain 
(seperti PPN, PBB, atau Pajak Daerah) berakar pada prinsip bahwa seluruh jenis pajak 
tersebut merupakan satu kesatuan sistem perpajakan untuk menambah kemampuan ekonomis 
wajib pajak dan penerimaan negara. Hubungan ini didasarkan pada konsep saling keterkaitan 
objek pajak (tax base), di mana transaksi yang sama sering kali dikenakan dua jenis pajak 
berbeda (misal: PPh dan PPN) dari sudut pandang yang berbeda, tanpa dianggap sebagai 
pajak berganda.  

Berikut adalah rincian konsep dan dasar teori hubungan PPh dengan jenis pajak lain: 
1. Dasar Teori Hubungan Pajak 

 Teori Daya Pikul (Ability to Pay Theory): PPh dikenakan berdasarkan kemampuan 
wajib pajak (penghasilan neto), sementara pajak lain seperti PPN (konsumsi) dan PBB 
(kekayaan) menyasar daya beli dan aset, mencerminkan kemampuan ekonomis yang 
berbeda. 

 Teori Kepentingan: Pajak (PPh, PPN, PBB) dipungut sebagai kontribusi atas 
perlindungan negara terhadap harta dan penghasilan wajib pajak. 

 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP): Kebijakan PPh dan PPN saat ini diatur 
dalam satu payung hukum yang selaras untuk memastikan keadilan dan efisiensi 
pengenaan pajak, terutama dengan adanya peningkatan tarif PPN dan insentif PPh.  

2. Hubungan PPh dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 
 Konsep Keterkaitan: PPh adalah pajak langsung (subjektif) yang dikenakan atas 

tambahan penghasilan. PPN adalah pajak tidak langsung (objektif) atas konsumsi 
barang/jasa. 



 Titik Temu Transaksi: Dalam transaksi jasa atau barang kena pajak, PPh dikenakan 
atas keuntungan (penghasilan) yang diterima penjual/penyedia jasa (misal: PPh 23), 
sedangkan PPN dikenakan atas nilai konsumsi yang dibayar oleh pembeli (PPN 11%). 

 Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Keduanya sering menggunakan DPP yang sama, yaitu 
harga jual atau nilai penggantian jasa.  

3. Hubungan PPh dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 
 Konsep Aset dan Hasil: PBB dikenakan atas kepemilikan aset (bumi/bangunan) 

sebagai pajak kekayaan. PPh dikenakan atas penghasilan yang dihasilkan dari aset 
tersebut (sewa tanah/bangunan, atau keuntungan saat pengalihan/jual beli aset). 

 Biaya yang Dapat Dikurangkan: PBB yang dibayarkan atas aset yang digunakan 
untuk kegiatan usaha dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung 
PPh Badan.  

4. Hubungan PPh dengan Pajak Daerah 
 Konsep Pajak Pusat dan Daerah: PPh dikelola pusat (DJP), sedangkan pajak 

restoran/hotel/parkir dikelola daerah. Namun, penghasilan dari bisnis tersebut tetap 
dikenakan PPh. 

 Contoh: Restoran mengenakan PPN (Pajak Daerah/PB1) kepada konsumen, dan 
pemilik restoran membayar PPh atas laba bersihnya.  

5. Konsep "Keterkaitan" dalam SPT 

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terdapat rekonsiliasi fiskal di mana 
data PPN (Pajak Masukan/Keluaran) dan PPh (PPh 21/23/25) akan saling silang (cross-
check) untuk memastikan konsistensi laporan keuangan.  

Kesimpulan: Kebijakan PPh dan pajak lain saling melengkapi. PPh mengukur 
hasil/tambahan kemampuan (income), sedangkan PPN/PBB mengukur konsumsi (spending) 
dan kepemilikan (wealth).  
 
Hubungan PBB dan PPh sbb : 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) adalah dua jenis pajak yang 
berbeda, namun seringkali terkait dalam kepemilikan properti. 

Secara singkat, PBB dan PPh tidak dipungut dua kali atas "penghasilan" yang sama, 
melainkan dipungut atas dua "subjek/peristiwa" yang berbeda.  

Berikut adalah rincian hubungan keduanya: 
1. Perbedaan Mendasar (PBB vs PPh) 

 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan): Adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan 
tanah dan bangunan. PBB bersifat kebendaan (dikenakan karena memiliki objeknya) 
dan dibayar rutin setiap tahun. 

 PPh (Pajak Penghasilan): Adalah pajak atas tambahan kemampuan ekonomis 
(penghasilan) yang diterima atau diperoleh. PPh dikenakan saat ada transaksi atau 
keuntungan.  

2. Hubungan PBB dan PPh: Apakah Dipungut Dua Kali? Tidak, ini bukan pajak berganda 
atas satu objek, melainkan pengenaan pajak pada momen yang berbeda:  
 Situasi A: Anda Memiliki Rumah (Tidak Dipungut Dua Kali) 

Anda membayar PBB setiap tahun karena Anda memiliki rumah tersebut. Anda tidak 
membayar PPh selama Anda mendiaminya, karena tidak ada "penghasilan" yang 
timbul. 

 Situasi B: Anda Menyewakan Rumah (PPh Final) 
Anda membayar PBB setiap tahun. Namun, saat Anda menyewakan rumah, Anda 



menerima uang sewa. Uang sewa ini adalah penghasilan, sehingga Anda wajib 
membayar PPh (PPh Final Pasal 4 ayat 2). 

 Situasi C: Anda Menjual Rumah (PPh Final) 
Saat Anda menjual rumah, terjadi peralihan hak yang menghasilkan "penghasilan" 
(keuntungan). Anda wajib membayar PPh Final 2,5% dari nilai pengalihan.  

Kesimpulan: PBB adalah pajak menahan aset, sedangkan PPh atas properti adalah pajak 
mengambil manfaat dari aset tersebut. 

3. Mengapa Terasa "Dua Kali"? PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) sekarang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, sedangkan PPh dikelola oleh Pemerintah Pusat (Dirjen Pajak). 
Meskipun keduanya sering dibayarkan atas properti yang sama, dasar hukum dan objek 
pajaknya berbeda, sehingga tidak dianggap pajak ganda dalam konteks hukum pajak di 
Indonesia.  

Catatan: Jika terjadi sewa-menyewa, PPh Pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan sewa 
(umumnya 10%), dan PBB tetap dibayar.  
 
Teori Pajak Ganda  

Double taxation (pemajakan berganda) pada properti, di mana aset dikenakan pajak saat 
dimiliki (Pajak Bumi Bangunan/Properti) dan saat menghasilkan pendapatan (Pajak 
Penghasilan), adalah hal yang umum terjadi secara internasional. Berikut adalah negara-
negara dan konteks di mana pajak berganda properti sering terjadi: 
 Indonesia. Indonesia menerapkan beberapa lapis pajak pada properti yang berpotensi 

dianggap ganda oleh sebagian pihak/pengamat/pakar:  
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak tahunan atas kepemilikan tanah dan 

bangunan. 
 Pajak Penghasilan (PPh) Final Sewa: Jika properti disewakan, penghasilannya 

dikenakan PPh Final 10%. 
 PPh Final Pengalihan: Jika dijual, ada PPh final 2,5% dari bruto nilai pengalihan. 
 BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

 Singapura. WNI yang membeli properti di Singapura sering mengalami hal ini. Singapura 
menerapkan pajak properti tahunan, dan jika properti tersebut disewakan, penghasilan 
sewa tersebut juga dikenakan PPh di Singapura.  

 Inggris (UK). Orang yang berdomisili di luar Inggris namun memiliki properti di Inggris 
akan dikenakan pajak atas penghasilan properti tersebut di Inggris, dan mungkin 
dikenakan pajak lagi di negara domisili mereka. 

 Negara-negara dengan Pajak Properti Tinggi 
o Belgia: Tercatat memiliki tarif pajak transfer properti tertinggi di dunia (sekitar 

11,3%). 
o Jerman & Italia: Diidentifikasi dalam studi memiliki kasus pajak berganda yang tinggi 

pada perusahaan multinasional, yang juga berdampak pada kepemilikan aset/properti.  
 

 Negara dengan Perjanjian Pajak Ganda (Tax Treaty). Banyak negara memiliki 
Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) untuk mencegah pajak ganda 
internasional, namun tetap menerapkan pajak lokal berganda. Beberapa negara yang 
sering terlibat dalam perjanjian ini meliputi Armenia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, 
Hong Kong, India, Iran, Jepang, Malaysia, Pakistan, Filipina, Qatar, Arab Saudi, 
Singapura, Thailand, Turki, UEA, Vietnam.  

 
Penyebab Pajak Berganda 

Secara konseptual, pajak berganda terjadi karena: 



 Pajak atas Kepemilikan (PBB/Property Tax): Dikenakan hanya karena memiliki aset. 
 Pajak atas Pendapatan (Income Tax/Rental Tax): Dikenakan atas hasil dari aset tersebut. 
 Pajak atas Transaksi (Capital Gains/Transfer Tax): Dikenakan saat aset dijual.  
Catatan: Meskipun beberapa negara memiliki sistem pajak yang memberatkan, sebagian 
negara (seperti Bermuda, Greenland) tidak mengenakan pajak properti untuk penggunaan 
pribadi.  
 
EKONOMI PERPAJAKAN 

Pada tataran teorti ekonomi,  pada tahun 1630 misalnya, Thomas Mun mendorong pemikiran 
pertarungan perdagangan keluarnegeri dengan mengintroduksi konsep ekspor adalah 
penghematan bangsa, seluruh kapasitas menganggur harus dijual keluar negeri, sebaliknya 
hindari pemborosan dan konsumsi barang mewah seperti impor mobil built-up sekarang di 
Indonesia, carilah barang yang jarang terdapat di luarnegeri dan eksporlah,jangan impor bila 
dapat produksi sendiri,bea ekspor harus diturunkan,sebaliknya pajak barang impor harus 
dinaikkan. Mun juga menyarankan peredaran bahan ( input ) dalam negeri diupayakan bebas 
pajak. Seperti kiat Presiden Gus Dur tentang ekonomi-kelautan, Mun juga mendorong 
industri dengan bahan alam terpulihkan. 
 
Teori Ekonomi dan Perpajakan : 

Dalam ekonomi klasik abad 18,Levie Than(1651) menekankan negara dibutuhkan sebagai 
suatu kontrak social, dimana individu menyerahkan hak azasinya, yang kemusian dilanjutkan 
oleh Francois Quesnay (1694-1774) tentang perlunya pembagian pendapatan nasional. 
Namun pada era ini, mashab fisiokrasi berpendapat bahwa hanya tanah yang kena pajak. 
Pada abad berikutnya, Adam Smith memberi tekanan hebat pada produksi sector riil sebagai 
sumber sejati kekayaan bangsa. Dalam Wealth of Nation (1776), Smith memberi tekanan kuat 
pada % penduduk yang bekerja, sebuah nisbah yang amat digemari oleh Alm.Prof Sumitro, 
bahwa pendapatan rill perkapita yang digunakan sebagai salah satu tolok ukur pemeringkat 
bangsa-bangsa. Konsep monopoli adalah buruk dan konsep the invisible hand Smith sebagai 
paradigma berumur hampir 300 tahun untuk mengatur bangsa atau bangsa-bangsa, masih 
digunakan sampai saat ini dalam istilah mekanisme pasar bebas, pasar yang efisien, 
globalisasi,deregulasi dan banyak lagi. Nisbah % kelahiran rendah dan mortalitas rendah 
bagi negara kaya, perubahan paradigma mashab fisiokrasi ( pertanian adalah sumber 
kekayaan) menjadi pertanian, perindustrian dan perdagangan adalah sumber kekayaan bangsa 
versi Smith, kekuatan militer sejati adalah tingkat industri bangsa, pertahanan nasional 
sejati bangsa adalah perekonomian yang kuat, sampai hari ini merupakan konsep yang 
dianggap benar. Konsep Smith tentang pajak juga kelihatan masih berlaku,misalnya pajak 
harus mudah dan merata, pemungutan pajak harus dengan cara terbaik pada waktu terbaik, 
dan bahwa pajak tak boleh merintangi perdagangan dan industri. Disini kita diingatkan 
bahwa pembuat peraturan perundang-undangan pajak harus mempertimbangkan dampaknya 
berupa kegairahan atau kelesuan perekonomian. Sekarang, kita lihat tahun 2000 ditandai 
oleh reformasi pajak Jerman, terbesar sejak perang dunia, untuk meningkatkan daya saing 
bangsa di Milenium baru. Smith juga menganjurkan memerangi korupsi, belanja militer dan 
monopoli. 

Malthus mengusulkan transparansi dalam bukunya Essay on The Principle of Population 
(1798-1803).Sistem informasi bangsa harus menyampaikan fakta pahit pada rakyat, sehingga 
aliran ini tergolong ilmu yang suram.Sebagai pendeta yang ekonom, Malthus memuja 
keluhuran akal budi,menyarankan menahan nafsu, tidak kawin muda, hindari penyakit dan 
mabuk, amat relevan dengan kondisi kita sekarang. Namun Malthus tenar karena hukum 
pertumbuhan penduduk  menurut deret ukur dan pertumbuhan ketersediaan makanan menurut 



deret hitung, hukum pulangan menurun untuk tanah dan hukum optimalisasi pendapatan 
marginal = biaya marginal. 

Sesungguhnya akar WTO dan hapusnya Bea Masuk  adalah David Ricardo. Dalam karya 
akbar berjudul The principles of Political Economy & Taxation(1817) ia mendorong 
hapusnya Bea Masuk, konsep biaya keperluan hidup adalah harga makanan kelihatan 
sampai sekarang masih dipakai untuk menentukan UMR, PTKP, menghapus UU gandum di 
Inggris dan banyak hal lain. 

Aliran sosialis ditandai dengan pemikiran Marx,Rousseau, Cabet, Saint Simon,Fourier,Blane 
& Proudhon. Walaupun dalam Marketing Of Nation,Philip Kotler menunjukkan statistik 
negara kapitalis lebih sukses dibidang ekonomi, faham egalitarian ( persamaan) Marx 
meramalkan sukses kapitalisme akan menyebabkan pemusatan kepemilikan, hilangnya UKM 
dan tenaga ahli independen tersedot kapitalisme, banjir barang, persaingan antar kapitalis, 
krisis, pemberontakan, kesengsaraan dan pengangguran. Para anti Marx juga mengritik 
kesalahan mendasar asumsi Marx bahwa kapitalis pemeras dan buruh penuntut.Statistik kelas 
pekerja kaya menunjukkan trend naik. Dari sudut PTKP, subyek dan obyek pajak, sampai 
sekarang sistrm Ekonomi Kapitalis lebih menguntungkan APBN perolehan pajak negara. 
Saint Simon ( 1760-1825) yang disebut diatas membawa konsep keKristenan Baru, 
mendorong perkawinan ilmu dan industri, balas jasa atas prestasi adalah penghasilan, 
memerangi kemalasan dan kemiskinan, persaudaraan bagi semua orang dan menganjurkan 
unifikasi Eropa.Maka sekarang, seratus tujuh puluh lima tahun kemudian, pada awal 
milenium 3 ini Unifikasi Eropa hampir selesai dibentuk. Dari pemikir sosialis, Robert 
Owen(1771-1838) yang kira-kira sejalan dengan perburuhan Pancasila dan mendorong 
Koperasi Konsumsi memberi warna khusus bagi Dunia dan Indonesia dikemudian hari. 

Penentang Mashab Klasik antara lain Jean Charles Leonard Sismonde (1773-1842) yang 
memperkenalkan prinsip baru politik ekonomi, memperluas tujuan kekayaan bendawi 
menjadi kesejahteraan, menyatakan bahwa bangsa makmur adalah bangsa yang mampu 
menjamin kaum miskin, negara adalah pelindung nilai HAM,mengingatkan industrialisasi 
pada mesin mengurangi  permintaan akan tenaga kerja dan meningkatkan 
pengangguran,menyatakan bahwa invisible hand tidak benar,dan walaupun laissez fair tidak 
benar namun pemusatan kekayaan juga tidak baik. Kita lihat pola pikir ini sebagian masih 
dianut oleh berbagai bangsa. 

Adam Miller,William Moris, Friedich List,Mathew Carey pada era yang sama mengusulkan 
kejujuran, menjaga kemerosotan rohani, kebersamaan majikan-buruh, kemakmuran bangsa 
adalah persentase tenaga produktif, UU harus mempertinggi persentase tenaga produktif, 
sistem industri harus seimbang, tanah harus dijaga kesuburannya dan gagasan perdagangan 
global hanya bagus bila antar negara setara. Pemikiran List yang masih relevan sampai kini 
adalah peranan pemerintah menjaga keamanan dan distribusi, sambil menjaga keselarasan 
pertanian, industri, perdagangan dan transportasi. 
Dari kelompok penentang mashab klasik Henry George dari AS melahirkan karya best-seller 
berjudul Progress & Poverty,mengingatkan bahwa pertambahan kenaikan produksi dan 
makin besarnya senjang kaya-miskin adalah masalah distribusi kekayaan & redistribusi 
kekayaan, bahwa kemiskinan buruh adalah ketidak adilan HAM, bukan hukum alam pasok-
permintaan TK, tanah seharusnya milik umum ( dikuasai negara). Bila tidak, buat pajak atas 
tanah. Penyebab kemiskinan adalah sewa ( rente). Orang bertambah kaya karena sewa, 
membeli tanah dipusat kota, bukan pertanian yang subur ( produksi). 

Lalu aliran klasikpun ditata ulang. John Stuart Mill (1806-1873) menyatakan bahwa 
pembagian kekayaan bukan hukum alam, namun kebiasaan bermasyarakat.Tugas dari 
kemanusiaan adalah memilih cara pembagian  kekayaan terbaik, misalnya pajak atas 



warisan (ingat Jepang, Belanda dll sekarang) adalah bentuk redistribusi kekayaan lain yang 
terbaik.Mill merupakan liberalis yang damai, ia percaya akan perkawinan naluri 
kemanusiaan dan kapitalisme yang mirip dengan perekonomian Pancasila kita, karena 
kapitalis yang mengekalkan ketidak adilan dan kemiskinan pasti runtuh. 

Lalu muncullah John Maynard Keynes (1883-1946), putra ekonom John Neville Keynes.Ibu 
John adalah walikota Cambridge, juga tamatan Cambridge. John sendiri amat kuat di bidang 
ilmu pasti,alam, politik, filsafat, pengumpul lukisan, beristri penari balet Rusia ternama 
(Lydia Lopokowa),sastrawan, penggambar watak,pengusaha yang seniman, yang lalu berguru 
ilmu ekonomi pada Alfred Marshal. Ia memberi tekanan tugas pemerintah disektor 
pendapatan, biaya, tabungan, investasi, hutang dan pajak,membasmi orang-orang perusak 
mekanisme pasar dan penimbun kekayaan,mendorong kesehatan, jamsostek dan sarana 
umum,mendorong resdistribusi melalui system perpajakan, menekan biaya bunga untuk 
menghapus rentenir dan mendorong investasi.Keynes memberi tekanan hebat pada 
kesempatan kerja dan pengangguran, mengingatkan bahwa naiknya pengangguran negara 
maju menyebabkan pengangguran negara berkembang, bahwa bangsa tak perlu memilih 
kapitalis murni atau sosialis murni, menyatakan pentingnya stablisasi mata uang,investasi 
global dan penghapusan pembatasan dagang dan menganjurkan dunia melepas 
ketergantungan pada AS.Maka pameo diantara ahli ekonomi berkembang sebagai berikut : 
Bila Quesney menyelamatkan petani,Adam Smith menyelamatkan pemilik industri, Karl 
Marz menyelamatkan buruh, maka Keynes menyelamatkan  ahli teori ekonomi. 
 
Ekonom  kesejahteraan terbesar yang pernah lahir antara lain Jobn Gustav Wicksell ( 1851-
1926) yang memperkenalkan konsep general equilibrium dan konsep jumlah pendapatan 
individu suatu bangsa adalah kemampuan belanja bangsa itu.General Equilibrium makin 
dapat digunakan  dalam praktik sejak era masyarakat-elektronis.. 
 
Dalam milenium kedua yang lalu,  muncul penggunaan ilmu pasti dalam tatanan teori 
ekonomi, ditandai oleh munculnya Antoine Augustin Cournot (1801-1877),Herman Heinrich 
Gossen (1810-1858),Leon Walras,Bohm Bawerk,John Bates Clark dan Alfred Marshal 
memberi imbangan ancangan empirik dengan ancangan nalar. Penggunaan ilmu pasti 
menjadi popular dengan munculnya konsep marginal utility(Jeremi Benthan,ekulibrium ( 
Walras), bunga ( Bawerk),batas distribusi pendapatan ( Clark),dan prinsip-prinsip ilmu 
ekonomi ( Marshall,Cambridge) antara lain tentang persaingan, tabungan, 
konsumsi,pendapatan nasional, UMR,elastisitas permintaan, surplus konsumen,harga 
monopoli dan oligopoli dalam teori harga. 
 
Teori Kebijakan Pajak untuk Perekonomian: 
 
Kebijakan pajak adalah bagian kebijakan Kabinet yang pro-pertumbuhan PDB. Ringkasan AI 
menyatakan bahwa kebijakan pajak nan-tepat membuat sebuah negara menjadi makmur dan 
kaya umumnya tidak hanya berfokus pada besaran tarif-pajak, tetapi lebih pada keadilan, 
transparansi, efisiensi penggunaan dana pajak untuk publik, dan insentif untuk pertumbuhan 
ekonomi.  
 
Teori Kebijakan Perpajakan untuk Pembangunan Kemakmuran Bangsa. 
Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pajak yang berhasil membawa negara pada 
kemakmuran dan kekayaan: 
1. Pajak Progresif Tinggi dengan Layanan Publik Berkualitas (Model Skandinavia). Negara-

negara seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark menerapkan tarif pajak penghasilan 
individu yang sangat tinggi (bahkan bisa mencapai di atas 50%).  



 Mengapa Makmur: Pajak yang tinggi ini tidak membuat rakyat miskin, melainkan 
dikembalikan Kabinet bersih-KKN dalam bentuk layanan publik yang luar biasa: 
pendidikan gratis berkualitas tinggi, kesehatan gratis, tunjangan sosial, dan 
infrastruktur yang sangat baik untuk kegiatan perekonomian bangsa. Hal ini 
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial, menjadikan mereka salah satu 
negara paling bahagia dan makmur.  

2. Pajak Korporasi Rendah dan Tax Holiday (Menarik Investasi). Negara seperti Singapura 
dan Irlandia menggunakan tarif pajak korporasi (badan usaha) yang rendah untuk menarik 
perusahaan multinasional berinvestasi.  
 Mengapa Makmur: Tarif rendah (misalnya <15% atau bahkan insentif tax holiday 

untuk sektor tertentu) mendorong perusahaan asing membangun kantor dan pabrik, 
menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi. Pendapatan negara 
didapat dari volume investasi yang besar, bukan dari tarif tinggi.  

3. Pajak Progresif pada Orang Super Kaya (Mengurangi Ketimpangan). Kebijakan yang 
menyasar individu berpenghasilan sangat tinggi (seperti pajak kekayaan/ wealth tax) 
digunakan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih adil.  
 Mengapa Makmur: Dengan memaksimalkan pajak dari individu yang sangat kaya, 

pemerintah memiliki dana yang cukup untuk mendanai pembangunan tanpa harus 
membebani masyarakat menengah ke bawah.  

4. Pajak Pertumbuhan Ekonomi/Investasi (Insentif Reinvestasi). Pemerintah memberikan 
pengurangan pajak (insentif) bagi perusahaan yang melakukan reinvestasi keuntungan 
mereka untuk modernisasi alat atau penelitian dan pengembangan (R&D).  
 Mengapa Makmur: Kebijakan ini mendorong perusahaan menjadi lebih efisien dan 

inovatif, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan PDB negara.  
5. Pajak Ramah Lingkungan dan Lahan ( Corrective Taxes ) 

Menerapkan pajak karbon atau pajak nilai tanah ( land value tax ) untuk mengurangi 
polusi dan memaksimalkan penggunaan lahan yang produktif.  
Mengapa Makmur: Ini mendorong pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi 
dampak kerusakan lingkungan yang mahal, dan mendorong penggunaan lahan di pusat 
kota secara efisien untuk aktivitas ekonomi.  

Inti Keberhasilan Meraih Kemakmuran: Kebijakan pajak yang sukses adalah yang seimbang: 
cukup rendah untuk mendorong pertumbuhan, namun cukup progresif untuk membiayai 
layanan publik dan mengurangi kesenjangan.  
 
Teori PPh  (saja) untuk Kemakmuran Bangsa. 

Mencapai kemakmuran bangsa melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) didasarkan pada 
konsep bahwa pajak bukan hanya sumber penerimaan negara (fungsi  budgetair), tetapi juga 
instrumen untuk mengatur perekonomian dan memeratakan kesejahteraan (regulerend & 
redistribution).  

Berikut adalah dasar teori dan konsep-utama bagaimana kebijakan PPh dapat mendorong 
kemakmuran bangsa: 
1. Dasar Teori Pemungutan Pajak 

 Teori Daya Pikul (Ability-to-Pay Theory): Pajak harus dipungut berdasarkan 
kemampuan masing-masing individu. Warga negara dengan penghasilan lebih tinggi 
wajib membayar pajak lebih besar. Ini menciptakan rasa keadilan sosial (social 
justice) yang menjadi landasan stabilitas ekonomi. 

 Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak): Pajak adalah tanda bakti warga negara 
kepada negara. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan 
fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan yang meningkatkan kesejahteraan umum. 



 Teori Asas Daya Beli: Pajak ditarik dari masyarakat dan kembali ke masyarakat 
melalui belanja negara, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan roda perekonomian 
berputar.  

2. Konsep Kebijakan PPh untuk Kemakmuran 
 Tarif Progresif (Progressive Tax Rate): Penerapan tarif pajak yang semakin tinggi 

untuk lapisan penghasilan yang lebih tinggi (UU HPP No. 7 Tahun 2021) bertujuan 
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (mengurangi rasio Gini). 

 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): PTKP yang memadai melindungi kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah agar memiliki kemampuan ekonomi dasar, yang 
sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga. 

 Redistribusi Pendapatan: PPh yang dipungut dari golongan kaya digunakan untuk 
mendanai program sosial, subsidi, dan bantuan bagi kelompok kurang mampu, 
sehingga memperkecil kesenjangan sosial. 

 Insentif Pajak (Pajak Ditanggung Pemerintah/DTP): Pemberian insentif, seperti 
insentif PPh Pasal 21 DTP atau PPh UMKM, bertujuan menjaga daya beli karyawan 
dan menstimulus dunia usaha, terutama pada masa sulit, agar tidak terjadi PHK 
massal. 

 Optimal Tax Theory (Teori Pajak Optimal): Kebijakan pajak didesain untuk 
memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan distorsi ekonomi. Ini 
berarti mengatur tarif pajak agar cukup tinggi untuk membiayai negara, namun tidak 
mematikan insentif untuk bekerja dan berinvestasi.  

3. Mekanisme Mencapai Kemakmuran. Kebijakan PPh melalui tiga jalur: 
1. Penerimaan Teroptimasi: PPh yang efisien dan patuh (melalui modernisasi 

administrasi) meningkatkan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. 
2. Keadilan Sosial: Melalui tarif progresif, PPh mengurangi konsentrasi kekayaan pada 

segelintir orang. 
3. Stimulus Ekonomi: Insentif PPh mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan 

menciptakan lapangan kerja.  
Kesimpulan: Kemakmuran bangsa dicapai ketika PPh tidak hanya dipandang sebagai beban, 
tetapi sebagai alat redistribusi pendapatan-masyarakat yang adil (progresif) dan pendorong 
investasi (insentif), yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk 
pembangunan, layanan publik, dan stabilitas ekonomi.  

Kebijakan pajak yang memacu pertumbuhan ekonomi bangsa dilakukan melalui pendekatan 
yang seimbang antara peningkatan penerimaan negara (fiskal) dan stimulus sektor swasta cq 
sektor riil. Strategi utamanya bukan sekadar menaikkan tarif, melainkan mengoptimalkan 
administrasi, memberikan insentif tepat sasaran, dan menjaga daya beli masyarakat.  

Berikut adalah hampiran kebijakan-pajak memacu pertumbuhan ekonomi: 
1. Pemberian Insentif Pajak (Tax Incentives) untuk Investasi  

 Insentif Investasi: Pemerintah memberikan keringanan pajak (seperti tax holiday atau 
tax allowance) bagi perusahaan yang melakukan investasi, terutama di sektor padat 
karya dan infrastruktur, untuk menciptakan lapangan kerja. 

 Pengurangan Pajak R&D: Memberikan potongan pajak bagi perusahaan yang 
melakukan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mendorong inovasi dan 
produktivitas. 

 Penyusutan Dipercepat: Memperbolehkan perusahaan melakukan penyusutan aset 
lebih cepat untuk mendorong investasi baru.  

2. Bantuan Penguatan UMKM melalui Pajak Final Rendah 



 Pajak UMKM Sederhana: Menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 
rendah untuk UMKM, yang memudahkan kepatuhan dan menjaga modal usaha tetap 
berputar. 

 Penyederhanaan Administrasi: Digitalisasi proses pembayaran pajak untuk 
mengurangi biaya kepatuhan bagi usaha kecil.  

3. Upaya Menjaga Daya Beli Masyarakat (Konsumsi Rumah Tangga)  
 Penyesuaian Tarif PPN: Menjaga tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap moderat 

atau memberikan pengecualian untuk barang pokok, sehingga tidak menekan 
konsumsi masyarakat. 

 Penyesuaian PTKP: Menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar 
masyarakat berpenghasilan rendah memiliki pendapatan siap belanjakan (disposable 
income) lebih tinggi.  

4. CoreTax, Optimalisasi Administrasi dan Kepatuhan (Bukan Tarif Tinggi) 
 Perbaikan Layanan Digital: Fokus pada perbaikan layanan administrasi dan 

penggunaan teknologi (pertukaran data digital) untuk meningkatkan kepatuhan tanpa 
harus menaikkan tarif pajak. 

 Pajak Progresif: Menerapkan tarif pajak progresif, di mana wajib pajak 
berpenghasilan lebih tinggi membayar persentase lebih besar, menciptakan distribusi 
pendapatan yang lebih adil dan stabilitas sosial.  

5. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dari pendapatan-negara berupa pajak 
 Reinvestasi Pajak: Dana pajak yang dikumpulkan digunakan kembali untuk 

membiayai infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan) dan sosial (pendidikan, kesehatan) 
yang menunjang efisiensi ekonomi dan produktivitas nasional.  

Contoh Kebijakan di Indonesia:Pemerintah fokus pada perbaikan administrasi, menghindari 
kenaikan pajak yang drastis, serta berfokus pada "gotong royong" (tarif PPN premium untuk 
barang mewah/tertentu) untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Kebijakan perpajakan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (Kabinet Merah 
Putih) periode 2024–2029 difokuskan pada peningkatan rasio pajak (tax ratio) melalui 
intensifikasi dan ekstensifikasi, sekaligus memberikan stimulus bagi sektor padat karya dan 
UMKM. Kebijakan ini menekankan pada pendekatan pro-rakyat (melindungi daya beli) 
sekaligus pro-pertumbuhan.  

1. Penyesuaian PPN 12% Berbasis Keadilan 
 PPN 12% Khusus Barang Mewah: Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan 

tarif PPN menjadi 12% (mulai 1 Januari 2025 sesuai UU HPP) tidak diterapkan secara 
rata. Kebijakan difokuskan pada barang/jasa mewah tertentu, seperti jet pribadi, kapal 
pesiar, dan hunian mewah. 

 Pembebasan PPN (Tarif 0%) untuk Kebutuhan Pokok: Kebutuhan pokok, beras, 
daging, sayuran, susu segar, jasa pendidikan, kesehatan, dan rumah sederhana tetap 
diberlakukan tarif PPN 0% (tidak naik) untuk menjaga daya beli masyarakat.  

2. Paket Stimulus Pajak (Pro-Rakyat & UMKM) 
 Insentif PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah): Diberikan kepada pekerja di sektor 

industri padat karya, pariwisata, dan horeka (hotel, restoran, kafe) untuk pekerja 
dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. 

 Bebas PPh untuk UMKM: UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun 
tetap diberikan pembebasan pajak (final 0,5% bagi yang di atas itu tetap berlaku). 

 Penghapusan Utang UMKM: Melalui PP No. 47 Tahun 2024, pemerintah menghapus 
piutang macet UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan.  



3. Reformasi Administrasi dan Target Tax Ratio. Target Tax Ratio 16%-23%: Prabowo 
menargetkan kenaikan drastis tax ratio dari kisaran 10% menjadi hingga 16%–23% dari 
PDB pada 2029 melalui perluasan basis pajak, bukan hanya menaikkan tarif.Ringkasan 
AI. 

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah merancang kebijakan dan strategi yang 
ambisius untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) dan rasio pajak (tax ratio) 
sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dalam APBN 2025-2026. 
Fokus utamanya adalah perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan digitalisasi, dengan 
target ambisius rasio pajak mencapai 11,52% hingga 15% pada tahun 2029.  

Berikut adalah kebijakan dan strategi utama untuk meningkatkan jumlah WP era 
Prabowo: 
1. Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) Prabowo berencana membentuk 

Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berfokus pada pengoptimalan pengumpulan 
pajak, terpisah dari kementerian teknis, guna meningkatkan rasio pajak hingga 23% 
dari PDB. Badan ini akan lebih lincah dalam melakukan ekstensifikasi (penambahan 
wajib pajak baru).  

2. Implementasi Coretax System & Digitalisasi 
Pemerintah meresmikan Core Tax Administration System (Coretax) di Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbarui sistem administrasi secara menyeluruh.  
 Integrasi Data: Coretax akan terintegrasi dengan data pihak ketiga dan 

menggunakan AI/teknologi informasi untuk memprofiling wajib pajak, 
mempermudah identifikasi wajib pajak baru yang potensial. 

 Digital ID: Dikaitkan dengan digital ID dan data exchange untuk memperbaiki 
profiling dan koleksi pajak.  

3. Ekstensifikasi Wajib Pajak & Penurunan Ambang Batas PKP 
 Perluasan Basis Pajak: Target utama adalah menyasar wajib pajak baru, termasuk 

orang pribadi berpenghasilan di atas PTKP dan pekerja bebas. 
 Penurunan Ambang Batas PKP: Strategi radikal yang direncanakan adalah 

menurunkan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar lebih banyak 
pengusaha kecil/menengah masuk dalam sistem pajak pertambahan nilai (PPN).  

4. Reformasi Pajak dan Kepatuhan 100% (2029) 
 Kepatuhan 100%: Prabowo menargetkan peningkatan rasio kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi mencapai 100% 
pada 2029. 

 Pengawasan Ketat: Memperkuat penegakan hukum dan melakukan pengawasan 
lebih ketat (SP2DK) terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar namun belum 
patuh.  

5. Kebijakan Pajak "Pro-Rakyat" & Insentif. Meskipun ada rencana kenaikan tarif PPN 
12% pada 2025, kebijakan ini diimbangi dengan:  
 PPN 12% Khusus: PPN 12% diterapkan secara bertahap dan selektif hanya untuk 

barang mewah, sementara kebutuhan pokok tetap 0%. 
 Insentif PPh UMKM: Perpanjangan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM guna 

merangsang pelaku usaha informal masuk ke sektor formal. 
 Insentif Perumahan: Rencana penghapusan PPN dan BPHTB properti untuk 

menggerakkan sektor perumahan.  
6. Optimalisasi BUMN dan Sektor Formal 

 Danantara: Konsolidasi BUMN ke dalam Daya Anagata Nusantara (Danantara) 
diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi dan meningkatkan basis pajak dari 
sektor formal. 



 Penutupan Kebocoran: Mempersempit ruang kebocoran pajak dengan 
mengintegrasikan data informal ke formal (grey economy).  

Secara keseluruhan, strategi ini menekankan pada "memperluas basis pajak cq 
NPWP/WP baru, bukan sekadar menaikkan tarif-pajak," dengan memanfaatkan teknologi 
modern dan reformasi kelembagaan.  
 Implementasi Core Tax System (Coretax): Meresmikan sistem inti administrasi 

perpajakan baru (Coretax DJP) untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya 
kepatuhan (compliance cost), dan mempermudah administrasi. 

 Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara: Pemerintah berencana memisahkan 
fungsi penerimaan (pajak/bea cukai) dari Kementerian Keuangan ke lembaga khusus 
untuk memaksimalkan target.  

4. Rencana Penurunan PPh Badan 
Terdapat rencana menurunkan tarif PPh Badan dari 22% menjadi 20% (atau lebih rendah) 
untuk meningkatkan daya saing investasi dan mendorong kepatuhan 
perusahaan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2025-2026 
menekankan kebijakan pajak yang berfokus pada insentif untuk menjaga daya beli 
masyarakat dan meningkatkan daya saing dunia usaha, dengan beberapa kebijakan kunci 
sebagai berikut: 
 Rencana Penurunan Tarif PPh Badan (2025-2026): Pemerintah berencana memangkas 

tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%, bahkan muncul wacana 
untuk diturunkan menjadi 18% untuk meningkatkan daya saing investasi. Penurunan 
ini ditargetkan untuk memberikan ruang ekspansi bisnis dan mendorong kepatuhan 
pajak. 

 Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5%: Pemerintah memperpanjang pemberlakuan 
tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM di awal 2025 untuk mendukung 
keberlangsungan usaha kecil. 

 PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Insentif PPh 21 DTP diberikan kepada sektor 
industri padat karya, dan diperluas ke sektor pariwisata serta horeka (hotel, restoran, 
kafe) untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan. 

 Fasilitas PPh 21 Pemagangan 2026: Melalui PMK No. 6 Tahun 2026, pemerintah 
memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk peserta pemagangan (fresh 
graduate) guna mengurangi beban finansial. 

 Penyesuaian WP Orang Pribadi Usahawan: Mulai 2025, wajib pajak orang pribadi 
(WP OP) usahawan yang terdaftar hingga 2018 dan beromzet hingga Rp4,8 miliar 
wajib melakukan pembukuan dan menggunakan tarif umum PPh, karena fasilitas PPh 
Final 0,5% telah berakhir. 

 Kebijakan Pajak 2026: Menteri Keuangan menegaskan pada 2026 tidak ada kenaikan 
tarif pajak baru maupun perluasan pungutan objek pajak tertentu, meskipun target 
penerimaan pajak dinaikkan.  

Catatan Tambahan: Meskipun ada rencana penurunan PPh Badan, pemerintah juga 
berencana menargetkan peningkatan pendapatan negara, termasuk PPh, yang 
diproyeksikan tumbuh pada 2026.  

5. Kebijakan Pajak Internasional & Tambahan 
 Kewajiban DHE (Devisa Hasil Ekspor): Mengatur penyimpanan DHE Sumber Daya 

Alam (SDA) dalam negeri dengan kewajiban perpajakan yang lebih ketat. 
 Tax Amnesty/Pajak Kekayaan: Wacana penggunaan tax amnesty atau pajak kekayaan 

(wealth tax) sedang dikaji untuk meningkatkan penerimaan.  
Melalui kombinasi tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara tanpa 
membebani masyarakat kelas menengah ke bawah secara berlebihan. 



Mencapai kemakmuran bangsa melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) didasarkan pada 
konsep bahwa pajak bukan hanya sumber penerimaan negara (fungsi  
budgetair), tetapi juga instrumen untuk mengatur perekonomian dan memeratakan 
kesejahteraan (regulerend & redistribution).  

Berikut adalah dasar teori dan konsep utama bagaimana kebijakan PPh dapat mendorong 
kemakmuran bangsa: 
1. Dasar Teori Pemungutan Pajak 

 Teori Daya Pikul (Ability-to-Pay Theory): Pajak harus dipungut berdasarkan 
kemampuan masing-masing individu. Warga negara dengan penghasilan lebih tinggi 
wajib membayar pajak lebih besar. Ini menciptakan rasa keadilan sosial (social 
justice) yang menjadi landasan stabilitas ekonomi. 

 Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak): Pajak adalah tanda bakti warga negara 
kepada negara. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan 
fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan yang meningkatkan kesejahteraan umum. 

 Teori Asas Daya Beli: Pajak ditarik dari masyarakat dan kembali ke masyarakat 
melalui belanja negara, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan roda perekonomian 
berputar.  

2. Konsep Kebijakan PPh untuk Kemakmuran 
 Tarif Progresif (Progressive Tax Rate): Penerapan tarif pajak yang semakin tinggi 

untuk lapisan penghasilan yang lebih tinggi (UU HPP No. 7 Tahun 2021) bertujuan 
untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (mengurangi rasio Gini). 

 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): PTKP yang memadai melindungi kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah agar memiliki kemampuan ekonomi dasar, yang 
sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga. 

 Redistribusi Pendapatan: PPh yang dipungut dari golongan kaya digunakan untuk 
mendanai program sosial, subsidi, dan bantuan bagi kelompok kurang mampu, 
sehingga memperkecil kesenjangan sosial. 

 Insentif Pajak (Pajak Ditanggung Pemerintah/DTP): Pemberian insentif, seperti 
insentif PPh Pasal 21 DTP atau PPh UMKM, bertujuan menjaga daya beli karyawan 
dan menstimulus dunia usaha, terutama pada masa sulit, agar tidak terjadi PHK 
massal. 

 Optimal Tax Theory (Teori Pajak Optimal): Kebijakan pajak didesain untuk 
memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan distorsi ekonomi. Ini 
berarti mengatur tarif pajak agar cukup tinggi untuk membiayai negara, namun tidak 
mematikan insentif untuk bekerja dan berinvestasi.  

3. Mekanisme Mencapai Kemakmuran. 
Kebijakan PPh mencapai kemakmuran melalui tiga jalur: 

4. Penerimaan Teroptimasi: PPh yang efisien dan patuh (melalui modernisasi administrasi) 
meningkatkan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. 

5. Keadilan Sosial: Melalui tarif progresif, PPh mengurangi konsentrasi kekayaan pada 
segelintir orang. 

6. Stimulus Ekonomi: Insentif PPh mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan 
menciptakan lapangan kerja.  

Kesimpulan: Kemakmuran bangsa dicapai ketika PPh tidak hanya dipandang sebagai beban 
masyarakat, tetapi sebagai alat redistribusi pendapatan yang adil (progresif) dan pendorong 
investasi (insentif), yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk 
pembangunan, layanan publik, dan stabilitas ekonomi.  
 
KONSEP PENDAPATAN PERKAPITA 



Hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh)  
umumnya bersifat positif dan searah, di mana peningkatan pendapatan per kapita sering kali 
mendorong penyesuaian kebijakan pajak menuju tarif yang lebih tinggi atau basis pajak yang 
lebih luas. Pendapatan per kapita merupakan indikator utama kesejahteraan dan pertumbuhan 
ekonomi, yang secara langsung memengaruhi kemampuan bayar (ability to pay) wajib pajak.  

Berikut adalah rincian hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan kebijakan pajak 
PPh: 
1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita Mendorong Penerimaan PPh  

 Basis Pajak Lebih Luas: Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin banyak 
sumber pendapatan (baik individu maupun korporasi) yang dapat dikenakan pajak 
oleh pemerintah, semakin banyak WP / NPWP baru. 

 Korelasi Positif: Studi menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita 
berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan karena kemampuan 
wajib pajak dalam membayar pajak meningkat. 

 Peningkatan Pajak Progresif: Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, kebijakan 
pajak cenderung menerapkan tarif progresif, di mana wajib pajak dengan pendapatan 
lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar.  

2. Kebijakan PPh sebagai Alat Distribusi Pendapatan  
 Keadilan Pajak: Saat pendapatan per kapita meningkat, pemerintah sering 

menggunakan PPh progresif untuk mendistribusikan pendapatan dan mengurangi 
ketimpangan ekonomi. 

 Penyesuaian PTKP: Peningkatan pendapatan per kapita sering diiringi dengan 
penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjaga daya beli 
masyarakat berpendapatan rendah, yang merupakan bagian dari kebijakan PPh.  

3. Dampak Kebijakan PPh Terhadap Pendapatan Per Kapita (Timbal Balik) 
 Stimulus Ekonomi: Kebijakan penurunan tarif PPh (misalnya PPh Badan) sering 

digunakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya dapat 
mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita. 

 Pengaruh Investasi: Penurunan tarif PPh yang terukur dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah/negara.  

4. Hubungan Negatif dalam Kondisi Tertentu (Paradoks) 
 Meskipun umumnya positif, penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa jika 

kebijakan pajak tidak disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan 
pendapatan per kapita tidak serta merta meningkatkan penerimaan PPh secara drastis, 
terutama jika ada pelarian modal atau penghindaran pajak.  

Secara keseluruhan, pemerintah akan menyesuaikan tarif dan struktur PPh (baik orang pribadi 
maupun badan) seiring dengan perubahan tingkat pendapatan per kapita untuk 
menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan negara (penerimaan) dan pertumbuhan 
ekonomi.  
 
KEBIJAKANANTI KORUPSI 

Mencapai kemakmuran bangsa melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) di negara dengan 
tingkat korupsi tinggi memerlukan pendekatan radikal yang mengubah sistem perpajakan dari 
sekadar alat penerimaan menjadi alat reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan 
publik. Dasar teori dan konsep utamanya berfokus pada transparansi, digitalisasi, dan 
kepastian hukum untuk meminimalisasi interaksi tatap muka berpeluang-patgulipat antara 
wajib pajak dan fiskus.  

Berikut adalah jabaran dasar teori dan konsep kebijakan PPh untuk mencapai kemakmuran di 
lingkungan korup: 



1. Dasar Teori dan Konsep Utama 
 "Sand the Wheels" Theory & Anti-Corruption: Korupsi (suap) di sektor pajak 

dianggap sebagai "pasir" yang menghambat roda ekonomi, bukan pelumas. Kebijakan 
harus bertujuan menghilangkan peluang korupsi melalui efisiensi birokrasi, bukan 
membiarkannya. 

 Tax Morale (Moral Pajak): Kemakmuran tercapai jika kepatuhan sukarela (voluntary 
compliance) meningkat. Ini hanya terjadi jika wajib pajak percaya bahwa uang pajak 
digunakan untuk kesejahteraan, bukan dikorupsi. 

 Grand Corruption Focus: Fokus pemberantasan korupsi pajak harus pada level atas  
yaitu penguasa yang membuat atau yang mempengaruhi kebijakan anti-korupsi, 
bukan hanya korupsi kecil di level bawah.  

2. Kebijakan PPh untuk Mencapai Kemakmuran 
 Digitalisasi dan Otomatisasi (E-Tax): Mengurangi interaksi manusia (tatap muka) 

melalui sistem e-filing, e-billing, dan e-faktur secara menyeluruh, walau interaksi 
kosrupsi via media maya atau rekayasa-maya  tetap dapat berlangsung. Hal ini 
membatasi kesempatan fiskus meminta suap pada tatap-muka dan meminimalisasi 
manipulasi kongkalikong. 

 Penerapan Withholding Tax (Potong Pungut): Memaksimalkan sistem pemotongan 
PPh oleh pihak ketiga (perusahaan) untuk mengurangi potensi penghindaran pajak 
dan penyalahgunaan wewenang secara langsung. 

 Integrasi Data Finansial (AEOI): Menggunakan Automatic Exchange of Information 
(AEOI) untuk mengakses data keuangan wajib pajak secara otomatis guna melacak 
pendapatan yang disembunyikan (tax evasion). 

 Simplifikasi Aturan PPh: Aturan yang rumit menciptakan celah korupsi. 
Penyederhanaan aturan (contoh: PPh final untuk UMKM) memudahkan kepatuhan 
dan mengurangi diskresi petugas pajak. 

 Reformasi Administrasi (LTO): Membentuk Large Taxpayer Offices (LTO) khusus 
untuk wajib pajak besar guna memantau secara ketat dan meningkatkan penerimaan 
secara signifikan.  

3. Langkah Strategis Pendukung 
 Reformasi SDM dan Integritas: Menaikkan gaji dan tunjangan petugas pajak (seperti 

studi kasus di Georgia) untuk mengurangi insentif melakukan korupsi, dibarengi 
dengan sanksi pidana berat. 

 Perlindungan Whistleblower: Memberikan insentif dan perlindungan bagi pelapor 
korupsi pajak. 

 Peningkatan Transparansi Publik: Mengumumkan penggunaan uang pajak secara 
transparan untuk memulihkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya meningkatkan 
tax morale.  

Dengan menerapkan kebijakan ini, negara dengan tingkat korupsi tinggi dapat meningkatkan 
rasio pajak, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan menuju kemakmuran.  
 
NEGARA NEGARA DENGAN SANKSI PERPAJAKAN NAN-BERAT 

Dasar pikiran negara-negara yang menerapkan kebijakan pajak dengan sanksi berat umumnya 
berakar pada kebutuhan untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak ( 
tax compliance), mengamankan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan sosial. Sanksi 
berat, baik administratif maupun pidana, dipandang sebagai alat pencegah (deterrent effect) 
yang efektif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan.  
 
Berikut adalah rincian dasar pemikiran utama kebijakan tersebut: 



1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Deterrence Effect). Negara-negara dengan sanksi 
berat, seperti Finlandia, Denmark, dan Jepang, meyakini bahwa ketegasan adalah kunci. 
Sanksi yang keras bertujuan memberikan efek jera agar wajib pajak takut melakukan 
penghindaran pajak (tax avoidance) maupun pengelakan pajak (tax evasion). Semakin 
tinggi potensi denda atau hukuman pidana, semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela 
yang diharapkan.  

2. Mengamankan Pendapatan Negara. Pajak adalah sumber utama pembiayaan 
pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi berat diterapkan untuk 
memastikan kas negara tidak dirugikan oleh ketidakpatuhan, terutama dalam sistem self-
assessment di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajaknya.  

3. Keadilan Sosial dan Ekonomi (Fairness). Kebijakan sanksi berat didasarkan pada prinsip 
bahwa tidak adil jika sebagian orang menikmati fasilitas negara tanpa kontribusi yang 
sesuai. Sanksi berat memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang 
berpenghasilan tinggi, menanggung beban pajak sesuai aturan, sehingga menciptakan 
keadilan horizontal dan vertikal.  

4. Optimalisasi Penerimaan di Era Digital. Dengan semakin rumitnya transaksi digital dan 
lintas batas, sanksi berat (termasuk denda administrasi yang tinggi dan pidana) diterapkan 
untuk mengatasi praktik transfer pricing dan penghindaran pajak internasional.  

5. Membangun Kontrak Sosial Fiskal. Pajak adalah bentuk gotong royong membiayai 
negara. Sanksi berat merupakan bagian dari kontrak sosial yang memaksa untuk 
keperluan negara, sebagaimana diatur dalam undang-undang.  

Contoh Penerapan: 
 Negara dengan Pajak Tinggi: Finlandia (56%), Jepang (55%), Denmark (55%), dan 

Swedia (52%) menerapkan pajak tinggi, yang seringkali dibarengi dengan penegakan 
sanksi yang ketat untuk memastikan kepatuhan. 

 Sanksi Administratif: Di Indonesia, sanksi administratif berupa bunga, denda, atau 
kenaikan (bisa mencapai 150%) diterapkan untuk perilaku tidak patuh seperti telat lapor 
atau kurang bayar.  

Secara ringkas, sanksi berat digunakan untuk memaksa wajib pajak patuh demi 
keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan berbagai studi mengenai kepatuhan pajak dan penegakan hukum global, 
beberapa negara dikenal memiliki sanksi perpajakan yang sangat berat, baik dari segi denda 
administratif maupun ancaman pidana penjara untuk pengemplang pajak ( tax evaders).  
Negara-negara dengan pendekatan agresif dan sanksi terberat dalam menangani kejahatan 
pajak meliputi: 
 Swiss: Dikenal memiliki hukum pajak yang ketat. Penghindaran pajak dianggap tindak 

pidana serius yang dapat mengakibatkan denda besar dan hukuman penjara hingga tiga 
tahun. Otoritas Swiss memiliki kewenangan untuk menyita aset dan membekukan 
rekening bank untuk melunasi utang pajak. 

 Jepang: Memiliki hukum pajak yang ketat dengan denda tinggi, bahkan keterlambatan 
penyampaian SPT pajak konsumsi dapat didenda 15%-20% dari jumlah pajak terutang. 
Pelanggaran berat berupa penghindaran pajak dapat berujung pada hukuman penjara 
hingga sepuluh tahun. 

 Singapura: Dikenal memiliki sistem penegakan pajak yang sangat maju dan ketat. 
Penghindaran pajak dianggap sebagai tindak pidana serius, dengan sanksi berupa denda 
finansial berat dan potensi hukuman penjara hingga tujuh tahun. 

 Amerika Serikat (USA): IRS (Internal Revenue Service) memiliki reputasi agresif dalam 
mengejar pengemplang pajak. Sanksi bisa berupa denda administratif yang tinggi hingga 
hukuman penjara federal. 



 Jerman: OECD menempatkan Jerman sebagai salah satu negara yang paling proaktif 
dalam menangani penghindaran pajak, dengan sistem pemeriksaan dan denda yang 
agresif. 

 Australia: Memiliki hukum pajak yang ketat dengan penegakan hukum yang kuat 
terhadap kejahatan pajak, termasuk penyitaan aset dan denda besar. 

 Brasil, Rusia, dan Argentina: Negara-negara ini juga diidentifikasi memiliki pendekatan 
agresif dalam menangani penghindaran pajak.  

 
Teori hukuman fisik sbb : 

Dasar pemikiran negara-negara yang menerapkan kebijakan pajak dengan sanksi hukuman 
badan (fisik/penjara) umumnya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menegakkan 
kepatuhan fiskal, memaksimalkan penerimaan negara, dan memberikan efek jera yang 
ekstrem terhadap penggelapan pajak (tax evasion).  

Berikut adalah rincian dasar pemikiran tersebut: 
1. Ketegasan hukum., supremasi hukum. 
2. Budaya bangsa, budaya malu masuk penjara dan rasa-diri ternoda menyebabkan sanksi-

kurungan lebih efektif bagi bangsa ketimbang sanksi-keuangan. Jenis kepribadian 
klaustropobhia secara mental sangat menderita dengan hukuman-kurungan. 

3. Keadilan Sosial. Penjara bagi pengemplang pajak dianggap adil untuk mencegah 
kesenjangan sosial, di mana wajib pajak kaya menghindari kewajiban sementara 
masyarakat kecil patuh membayar pajak. Efek Jera (Deterrent Effect) yang Maksimal 
Negara-negara yang menerapkan sanksi berat percaya bahwa ketakutan akan kehilangan 
kebebasan (penjara) atau rasa sakit fisik akan lebih efektif mencegah wajib pajak 
melakukan penggelapan dibandingkan sekadar denda administratif. Sanksi ini 
menargetkan kepatuhan wajib pajak secara psikologis. 

4. Pajak sebagai Utang "Suci" Negara 
Pajak dipandang sebagai kontribusi wajib yang memaksa untuk kepentingan umum dan 
pembangunan negara. Oleh karena itu, penggelapan pajak dianggap sebagai kejahatan 
serius terhadap negara, bukan sekadar kelalaian administrasi. 

5. Ultimum Remedium (Pidana sebagai Upaya Terakhir) 
Meskipun terdengar kejam, banyak negara menerapkan pendekatan administrative penal 
law, di mana sanksi pidana (hukuman badan) digunakan sebagai senjata terakhir (ultimum 
remedium) ketika langkah administratif (denda) tidak lagi efektif untuk meningkatkan 
kepatuhan. 

6. Perlindungan Pendapatan Negara 
Dalam situasi di mana penerimaan pajak sangat vital untuk stabilitas fiskal, negara 
mengambil langkah tegas untuk memaksa pengemplang pajak membayar utang mereka. 
Sanksi fisik sering diterapkan bersamaan dengan denda untuk memastikan pengembalian 
kerugian negara. 

7. Keamanan dan Kedaulatan Hukum 
Beberapa negara, khususnya yang menggabungkan hukum negara dengan hukum adat 
atau agama (misalnya hukuman cambuk), memandang bahwa pelanggaran terhadap 
aturan negara sama dengan melanggar kedaulatan, sehingga memerlukan hukuman yang 
mencerminkan  

Catatan Konteks: Meskipun di beberapa negara Asia Tenggara (seperti Singapura, Malaysia, 
Brunei) dan Timur Tengah sanksi badan seperti cambuk digunakan, di Indonesia pendekatan 
yang digunakan lebih menitikberatkan pada penjara (kurungan) dan denda, dengan sanksi 
pidana yang diupayakan sebagai ultimum remedium.  
 



Hukuman fisik terberat sbb : 

Beberapa negara menerapkan sanksi pidana yang sangat berat, termasuk hukuman fisik 
berupa eksekusi mati atau penjara seumur hidup, bagi pelaku penipuan pajak, penggelapan 
pajak berskala besar, atau kejahatan keuangan serius yang merugikan negara. 

Berdasarkan laporan global, berikut adalah negara-negara dengan sanksi 
penipuan/pelanggaran pajak terberat di dunia: 
 RRT.  Hukuman Mati/Penjara Seumur Hidup: Penipuan pajak, penggelapan pajak 

berskala besar, pemalsuan faktur pajak, dan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara 
yang signifikan dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. 

 Vietnam. Hukuman Mati: Berdasarkan undang-undang, penggelapan uang atau korupsi 
dalam jumlah besar (terutama jika merugikan perekonomian negara secara parah) dapat 
diancam dengan hukuman mati.  

 Laos. Hukuman Mati: Aturan di Laos memungkinkan hukuman mati bagi pelaku, 
termasuk pejabat publik, yang sengaja merugikan perekonomian negara dengan 
mengganggu perdagangan atau kegiatan ekonomi, termasuk penggelapan pajak yang 
masif.  

 Iran. Eksekusi: Penggelapan uang, korupsi, dan penipuan keuangan berskala besar yang 
dianggap merusak ekonomi nasional dapat dijatuhi hukuman mati.  

 Arab Saudi. Arab Saudi memiliki sistem hukum yang ketat berbasis syariat, dan 
penggelapan keuangan tingkat tinggi dianggap kejahatan serius. Hukuman Fisik: Selain 
penjara dan denda yang sangat besar, pelaku kejahatan ekonomi berat dapat dijatuhi 
hukuman berat, dan negara ini masih mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan 
serius.  

 Singapura. Meskipun tidak hukuman mati, Singapura memiliki sanksi fisik berupa 
cambuk dan penjara jangka panjang yang sangat ketat. Cambuk dan Penjara: Pelaku 
penipuan pajak (scam/frauds) dapat dihukum penjara hingga 7 tahun atau lebih, dan 
dalam beberapa kasus kejahatan komersial serius, sanksi cambuk dapat diterapkan.  

 Banyak negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga menerapkan hukuman 
penjara yang sangat lama (contoh: hingga 14 tahun di Inggris)  

Faktor Pendukung Sanksi Berat: Negara-negara ini umumnya menggabungkan sanksi 
administratif (bunga, denda keterlambatan/kurang bayar) dan sanksi pidana (penjara dan 
penyitaan aset) untuk memastikan kepatuhan. Tindakan seperti pelaporan pendapatan yang 
lebih rendah, pemalsuan pengurangan biaya, dan menyembunyikan aset di luar negeri 
merupakan tindakan yang paling berat sanksinya.  
 
Sanksi Perpajakan NKRI  sbb : 

Sanksi perpajakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini cenderung terukur 
dan lebih adil (tidak selalu berat) bagi wajib pajak yang patuh, namun bisa menjadi sangat 
berat bagi yang sengaja melakukan tindak pidana perpajakan atau penggelapan.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), 
pemerintah telah mengubah paradigma sanksi administrasi menjadi berbasis bunga acuan, 
yang seringkali lebih ringan dibandingkan aturan lama.  
 
Berikut rincian sanksi perpajakan NKRI berdasarkan kategori: 
1. Sanksi Administrasi (Cenderung Lebih Ringan/Adil). Sanksi ini dikenakan jika wajib 

pajak khilaf, telat, atau kurang bayar karena ketidaktahuan, bukan kesengajaan.  
 Terlambat Lapor SPT: Denda Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan 

Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan. 



 Kurang Bayar Pajak: Sanksi berupa bunga per bulan yang disesuaikan dengan suku 
bunga acuan ditambah faktor penambah (3%-15%) dibagi 12, yang dianggap lebih 
adil daripada denda persentase tetap yang tinggi. 

 Pengurangan/Penghapusan: Sanksi administrasi dapat dikurangi atau dihapuskan jika 
wajib pajak bisa membuktikan ada kondisi tertentu.  

2. Sanksi Pidana & Denda Kenaikan (Berat). Sanksi ini dikenakan pada wajib pajak yang 
sengaja melakukan kecurangan, memanipulasi laporan, atau tidak menyetorkan pajak 
yang sudah dipotong (penggelapan pajak).  
 Denda Pajak: Bisa mencapai 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak yang kurang atau 

tidak dibayar. 
 Pidana Penjara: Pelanggar sengaja dapat dipidana penjara minimal 6 bulan hingga 

maksimal 6 tahun. 
 Tindak Pidana: Penyalahgunaan NPWP/Faktur Pajak dapat dikenakan kurungan dan 

denda yang sangat tinggi.  
3. Sanksi Permohonan Keberatan Pajak.Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP 

(Surat Ketetapan Pajak) dan ditolak/dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi 
denda sebesar 30% dari jumlah pajak yang kurang bayar (berdasarkan putusan 
keberatan).  

Kesimpulan: Sanksi perpajakan di Indonesia dirancang untuk memberikan efek jera (berat) 
bagi pengemplang pajak, namun memberikan kelonggaran (lebih ringan) bagi wajib pajak 
yang jujur namun melakukan kesalahan administratif, terutama setelah penyesuaian di UU 
HPP.  
 
KORELASI PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEBIJAKAN PAJAK 

Kebijakan perpajakan negara adalah kumpulan pedoman, prinsip, dan instrumen yang 
ditetapkan pemerintah untuk mengatur pengenaan dan pengumpulan pajak. Kebijakan ini 
mencakup aspek makroekonomi dan mikroekonomi untuk mempengaruhi pendapatan negara, 
alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan.  

Jenis-Jenis Kebijakan Pajak Negara : 

Berikut adalah teori jenis-jenis kebijakan perpajakan negara yang dibagi berdasarkan 
pendekatan fiskal, tarif, dan sistem pemungutannya: 
1. Kebijakan Berdasarkan Pendekatan Fiskal (Fungsi Ekonomi). Secara umum, kebijakan 

perpajakan merupakan bagian dari kebijakan fiskal.  
 Kebijakan Fiskal Ekspansif: Pemerintah menurunkan tarif pajak atau memberikan 

insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konsumsi, dan 
mendorong investasi. 

 Kebijakan Fiskal Kontraktif: Pemerintah menaikkan tarif pajak untuk meredam inflasi 
yang tinggi atau mengurangi defisit anggaran. 

 Kebijakan Cukai (Selective Tax Policy): Pengenaan pajak tinggi pada barang tertentu 
(seperti rokok/alkohol) untuk mengatur konsumsi (fungsi regulerend) atau membatasi 
eksternalitas negatif.  

2. Kebijakan Berdasarkan Sistem Tarif Pajak. Teori ini berkaitan dengan cara persentase 
tarif diterapkan pada dasar pengenaan pajak (penghasilan atau nilai barang):  
 Tarif Proporsional: Persentase tarif tetap sama, meskipun dasar pengenaan pajaknya 

berubah (contoh: PPN 11%). 
 Tarif Progresif: Persentase tarif meningkat seiring meningkatnya pendapatan atau 

dasar pengenaan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk keadilan sosial. 



 Tarif Regresif (Tetap): Tarif tetap (nominal) tanpa memandang jumlah dasar 
pengenaan pajak. 

 Tarif Degresif: Persentase tarif menurun saat dasar pengenaan pajaknya meningkat.  
3. Kebijakan Berdasarkan Sistem Pemungutan (Administrasi). Kebijakan yang mengatur 

bagaimana pajak dikelola:  
 Self Assessment System: Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (contoh: 
PPh, PPN). 

 Official Assessment System: Fiskus (aparat pajak) yang menghitung jumlah pajak 
yang harus dibayar (biasanya pada pajak daerah tertentu). 

 Withholding System: Pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
bersangkutan) diberikan wewenang untuk memotong/memungut pajak (contoh: PPh 
Pasal 21 atas gaji karyawan).  

4. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak (Justifikasi Kebijakan) 
Mengapa negara memungut pajak? Teori ini menjadi dasar pembuatan kebijakan pajak:  
 Teori Bakti (Kewajiban Mutlak): Negara berhak memungut pajak karena negara 

memiliki hak mutlak untuk memaksa rakyatnya berbakti, salah satunya dengan 
membayar pajak untuk kelangsungan negara. 

 Teori Kepentingan: Pajak dipungut karena penduduk memiliki kepentingan terhadap 
negara (perlindungan jiwa dan harta). 

 Teori Manfaat (Benefit Theory): Pajak dipungut sebagai imbalan atas manfaat 
langsung yang diterima penduduk dari pemerintah. 

 Teori Kemampuan Membayar (Ability to Pay): Pajak didasarkan pada kemampuan 
individu, yang diukur dari pendapatan, kekayaan, atau pengeluaran.  

Asas Kebijakan Perpajakan (Adam Smith). Dalam merancang kebijakan, umumnya 
pemerintah merujuk pada empat asas (Four Maxims):  
1. Equality: Keadilan dan kemampuan membayar. 
2. Certainty: Kepastian hukum, bukan kesewenang-wenangan. 
3. Convenience of Payment: Dipungut pada saat yang tepat (saat wajib pajak menerima 

pendapatan). 
4. Efficiency: Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya.  

 
Hubungan Tingkat Kemakmuran dan Kebijakan Pajak : 

Kebijakan pajak nan-bijak meningkatkan kemakmu8ran, kebijakan keliru menyebabkan 
negara bangkrut / pailit. Hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan kebijakan Pajak 
Penghasilan (PPh) umumnya bersifat positif dan searah, di mana peningkatan pendapatan per 
kapita sering kali mendorong penyesuaian kebijakan pajak menuju tarif yang lebih tinggi atau 
basis pajak yang lebih luas. Pendapatan per kapita merupakan indikator utama kesejahteraan 
dan pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung memengaruhi kemampuan bayar (ability to 
pay) wajib pajak.  

Berikut adalah rincian hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan kebijakan pajak 
PPh: 
1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita Mendorong Penerimaan PPh  

 Basis Pajak Lebih Luas: Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin banyak 
sumber pendapatan (baik individu maupun korporasi) yang dapat dikenakan pajak 
oleh pemerintah. 

 Korelasi Positif: Studi menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita 
berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan karena kemampuan 
wajib pajak dalam membayar pajak meningkat. 



 Peningkatan Pajak Progresif: Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, kebijakan 
pajak cenderung menerapkan tarif progresif, di mana wajib pajak dengan pendapatan 
lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih besar.  

2. Kebijakan PPh sebagai Alat Distribusi Pendapatan  
 Keadilan Pajak: Saat pendapatan per kapita meningkat, pemerintah sering 

menggunakan PPh progresif untuk mendistribusikan pendapatan dan mengurangi 
ketimpangan ekonomi. 

 Penyesuaian PTKP: Peningkatan pendapatan per kapita sering diiringi dengan 
penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjaga daya beli 
masyarakat berpendapatan rendah, yang merupakan bagian dari kebijakan PPh.  

3. Dampak Kebijakan PPh Terhadap Pendapatan Per Kapita (Timbal Balik) 
 Stimulus Ekonomi: Kebijakan penurunan tarif PPh (misalnya PPh Badan) sering 

digunakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya dapat 
mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita. 

 Pengaruh Investasi: Penurunan tarif PPh yang terukur dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah/negara.  

4. Hubungan Negatif dalam Kondisi Tertentu (Paradoks) 
 Meskipun umumnya positif, penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa jika 

kebijakan pajak tidak disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan 
pendapatan per kapita tidak serta merta meningkatkan penerimaan PPh secara drastis, 
terutama jika ada pelarian modal atau penghindaran pajak.  

Secara keseluruhan, pemerintah akan menyesuaikan tarif dan struktur PPh (baik orang pribadi 
maupun badan) seiring dengan perubahan tingkat pendapatan per kapita untuk 
menyeimbangkan antara kebutuhan pendapatan negara (penerimaan) dan pertumbuhan 
ekonomi.  
 
KEBIJAKAN KONTRA-PRODUKTIF 

Kebijakan pajak nan-keliru menyebabkan negara runtuh. Ringkasan AI menyatakan bahwa 
beberapa  kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dinilai dapat merugikan bangsa umumnya 
berkaitan dengan potensi hilangnya pendapatan negara, ketidakadilan, atau hambatan 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.  

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan atau situasi terkait PPh yang dapat dianggap 
merugikan bangsa/negara : 

1. Tarif PPh Badan yang Terlalu Rendah. Penurunan tarif PPh Badan (pajak perusahaan) 
secara drastis, meskipun bertujuan menarik investasi, berpotensi menyebabkan kerugian 
pendapatan negara yang signifikan dalam jangka pendek. Jika investasi yang masuk 
tidak sebanding dengan hilangnya penerimaan pajak, maka pembangunan infrastruktur 
dan layanan publik yang didanai dari pajak bisa terhambat.  

2. Inkonsistensi Kebijakan Insentif PPh. Pemberian insentif atau fasilitas PPh (seperti Pajak 
Ditanggung Pemerintah/DTP) yang tidak tepat sasaran atau tidak dievaluasi secara 
berkala dapat menimbulkan masalah. Problematika kebijakan insentif dapat muncul jika 
hanya menguntungkan sektor tertentu secara berlebihan tanpa dampak luas bagi 
perekonomian, atau jika pelaksanaannya tidak transparan sehingga memicu 
ketidakadilan.  

3. Aturan PPh berbasis SARA yang Merugikan Kelompok Tertentu (Ketidakadilan). 
Beberapa kritik pernah muncul terkait aturan PPh yang dinilai tidak adil, misalnya 
kebijakan pajak terhadap perempuan yang bekerja yang dinilai tidak-adil,  diskriminasi 
WP/PKP berbasis gender  melawan prinsip kesetaraan dalam perpajakan. Berbagai aturan 
berbasis gender yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara adil 



dapat menimbulkan resistensi, menurunkan kepatuhan pajak masyarakat dan pendapatan 
APBN Pajak.  

4. Lemahnya Penegakan Hukum dan Penghindaran Pajak Petugas pajak korup dan 
gemarmemeras WP. Ini bukan kebijakan spesifik, melainkan kelemahan implementasi 
dari kebijakan PPh. Praktik penghindaran pajak ( tax avoidance) dan penggelapan pajak 
(tax evasion) oleh perusahaan multinasional,nasional atau individu menyebabkan 
kerugian negara menurut  laporan Tax Justice Network. Kebijakan pemerintah nan-lemah 
dalam mencegah praktik buruk perpajakan  ini secara tidak langsung merugikan bangsa 
karena negara kehilangan sumber daya vital untuk pembangunan.  

5. Tarif PPh Tinggi yang Menghambat Investasi, serta mendorong investor kabur ke negara 
lain dengan tarif pajak yang lebih kompetitif.  

Penting untuk dicatat bahwa "merugikan" atau "menguntungkan" seringkali bergantung pada 
perspektif dan tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan pajak yang efektif harus seimbang antara 
mengumpulkan pendapatan negara yang cukup dan menjaga iklim ekonomi yang kondusif. 
Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pajak dapat diakses melalui situs resmi Direktorat 
Jenderal Pajak. 
 
KEBIJAKAN PAJAK MERUGIKAN NEGARA LAIN 

Kebijakan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan negara lain tidak disukai dalam 
pergaulan global. Negara-negara yang menerapkan kebijakan pajak yang bertentangan 
dengan konsep pemajakan yang baik (sering disebut sebagai negara dengan  
harmful tax practices atau tax havens) umumnya didorong oleh dasar pemikiran strategis 
untuk mengungguli negara lain dalam persaingan ekonomi global. Konsep pemajakan yang 
baik umumnya menekankan keadilan (equity), kepastian (certainty), kesederhanaan 
(simplicity), dan kenetralan (neutrality).  

Dasar pemikiran negara-negara dengan kebijakan pajak tidak baik/harmful meliputi: 
 Menarik Investasi Asing Langsung (FDI): Dengan menerapkan tarif pajak perusahaan 

yang sangat rendah atau nol, negara-negara ini berusaha menarik korporasi multinasional 
untuk memindahkan modal dan basis operasinya ke negara mereka. 

 Persaingan Pajak yang Merugikan (Harmful Tax Competition): Mereka menggunakan 
tarif rendah atau perlakuan khusus untuk mengalihkan laba dari negara lain (di mana 
aktivitas ekonomi sebenarnya terjadi) ke negara mereka, yang sering disebut sebagai base 
erosion and profit shifting (BEPS). 

 Keuntungan Ekonomi dari Sektor Jasa Keuangan: Dengan menarik banyak perusahaan 
(termasuk perusahaan cangkang), negara tersebut mendapatkan keuntungan dari biaya 
pendaftaran, biaya jasa hukum/akuntansi, dan pertumbuhan sektor keuangan domestik. 

 Kurangnya Transparansi dan Pertukaran Informasi: Dasar pemikiran utama adalah 
menjaga kerahasiaan bank yang ketat, yang memungkinkan wajib pajak 
menyembunyikan kekayaan atau menghindari pajak di negara domisili mereka. 

 Kebijakan Pajak Spesifik/Targeted: Negara-negara ini mungkin menawarkan keringanan 
pajak hanya untuk entitas asing (perusahaan luar negeri) dan bukan untuk penduduk 
lokal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kenetralan pajak.  

Dalam lanskap internasional, praktik-praktik ini dianggap merugikan karena mengurangi 
basis pajak negara lain, menghambat keadilan pajak secara global, dan mendorong perilaku 
penghindaran pajak. OECD dan Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) berupaya melawan 
praktik ini melalui standar minimum dan transparansi.  

Tuntutan internasional oleh satu negara terhadap negara lain di sektor perpajakan umumnya 
terjadi akibat praktik penghindaran pajak (tax avoidance) atau pengelakan pajak (tax evasion) 



oleh perusahaan multinasional, yang menyebabkan kerugian penerimaan pajak pada negara 
tersebut. Di Indonesia, kerugian akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp68,7 triliun per 
tahun. 

Berikut adalah mekanisme dan lembaga yang relevan terkait tuntutan atau penyelesaian 
sengketa perpajakan antar-negara: 
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional. Sengketa pajak internasional 

jarang diselesaikan di pengadilan umum, melainkan melalui jalur administratif dan 
diplomatik terlebih dahulu:  
 Mutual Agreement Procedure (MAP): Prosedur ini diatur dalam Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty. Jika terjadi ketidaksesuaian 
interpretasi, otoritas pajak kedua negara akan bernegosiasi untuk mencapai 
kesepakatan guna menghindari pajak berganda atau ketidakadilan pemajakan. 

 Advance Pricing Agreement (APA): Prosedur sebelum sengketa (proaktif) untuk 
menetapkan harga transfer (transfer pricing) agar sesuai dengan prinsip wajar. 

 Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI): Mekanisme transparansi di mana negara-
negara bertukar informasi keuangan secara otomatis untuk mencegah orang kaya 
menyembunyikan kekayaan di luar negeri.  

2. Lembaga/Pengadilan Internasional yang Terkait 
 WTO (World Trade Organization): Jika suatu negara menerapkan kebijakan pajak 

yang diskriminatif terhadap produk impor atau perusahaan asing (melanggar 
perdagangan internasional), negara yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui 
Dispute Settlement Body (DSB) WTO. 

 ICJ (International Court of Justice): Dapat menangani sengketa negara-ke-negara 
(State-to-State) jika kedua negara sepakat untuk membawa masalah 
perpajakan/perjanjian ke sana, namun ini jarang terjadi karena mekanisme MAP lebih 
diutamakan. 

 Arbitrase Internasional (ISDS): Jika negara mengubah aturan pajak secara drastis 
sehingga merugikan investor asing, investor dapat menuntut negara melalui Investor-
State Dispute Settlement (ISDS).  

3. Konteks Indonesia dan Pajak Minimum Global 
 Indonesia aktif mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional 

yang mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (seperti Swiss, Belanda, 
Hong Kong, Singapura). 

 Terbitnya PMK 136/2024 merupakan bentuk implementasi aturan pajak minimum 
global (Pilar 2 OECD/G20) untuk membasmi penghindaran pajak badan. 

 Indonesia mencatat kerugian besar (sekitar US$4,78 miliar per tahun) dari perusahaan 
multinasional yang melakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).  

Kesimpulan: Negara yang dirugikan (seperti Indonesia) umumnya melakukan tuntutan atau 
penyelesaian sengketa melalui jalur MAP (Mutual Agreement Procedure) yang didasarkan 
pada Tax Treaty (P3B) untuk mencari solusi adil. Tindakan hukum yang lebih keras, seperti 
melalui WTO, dilakukan jika kebijakan pajak negara lain melanggar komitmen 
perdagangan/perpajakan bilateral.  
 
TEORI TARIF NON-PROGRESIF 

Dasar pemikiran kebijakan pajak non-progresif umumnya,  khususnya pajak proporsional 
atau tarif tetap, berfokus pada  efisiensi administrasi, kepastian hukum, dan dorongan 
terhadap aktivitas ekonomi, daripada redistribusi pendapatan.  

Berdasarkan konteks kebijakan di Indonesia, terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor 
(PKB) bagi perusahaan, berikut adalah dasar pemikirannya: 



 Mendorong Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Kendaraan atas nama perusahaan 
(PT) tidak dikenakan tarif progresif karena dianggap sebagai aset produktif untuk bisnis. 
Penerapan tarif flat bertujuan tidak membebani operasional perusahaan agar tetap 
kompetitif. 

 Kepastian dan Sederhana: Tarif proporsional/tetap (seperti 2% untuk kendaraan 
perusahaan) memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan tarif progresif 
yang berubah-ubah tergantung jumlah unit, sehingga mempermudah perencanaan 
keuangan perusahaan. 

 Efisiensi Administrasi Pajak: Pajak non-progresif mempermudah fiskus (aparat pajak) 
dalam menghitung dan memungut pajak karena tidak memerlukan pemantauan ketat 
terhadap jumlah kendaraan yang dimiliki secara individual. 

 Menghindari Penghindaran Pajak (Tax Avoidance): Pajak progresif yang terlalu tinggi 
pada kendaraan pribadi seringkali memicu perilaku balik nama ke perusahaan atau 
penghindaran pajak. Tarif yang wajar dan konstan diharapkan meningkatkan kepatuhan 
sukarela. 

 Keadilan Berdasarkan Manfaat (Benefit Principle): Non-progresif mengasumsikan bahwa 
pajak dibayar berdasarkan manfaat yang diterima dari penggunaan fasilitas publik, bukan 
semata-mata berdasarkan kemampuan ekonomi (pendapatan).  

Secara ringkas, kebijakan pajak non-progresif diambil untuk menciptakan keseimbangan 
antara optimalisasi pendapatan negara dan keringanan beban wajib pajak (khususnya badan 
usaha) agar roda perekonomian tetap berjalan.  

Negara-negara dengan kebijakan pajak non-progresif umumnya menerapkan flat tax (tarif 
pajak tunggal/datar untuk semua tingkat pendapatan) atau bahkan tidak memungut pajak 
penghasilan individu (zero tax). Kebijakan ini berbeda dengan sistem progresif yang 
mengenakan tarif lebih tinggi kepada orang berpenghasilan tinggi.  

Berikut adalah contoh negara-negara dengan sistem pajak non-progresif (flat tax atau bebas 
pajak): 
1. Negara dengan Flat Tax (Tarif Pajak Tetap). Negara-negara ini mengenakan satu tarif 

persentase yang sama untuk semua tingkat pendapatan perorangan.  
 Hongaria: Menerapkan pajak penghasilan pribadi flat sebesar 15%. 
 Rumania: Menerapkan flat tax 10%. 
 Bulgaria: Menerapkan salah satu tarif flat tax terendah di Eropa (sekitar 10%). 
 Georgia: Menggunakan sistem flat tax 20%.  

2. Negara Bebas Pajak Penghasilan (Zero Income Tax). Negara-negara ini sering dianggap 
"surga pajak" karena tidak memungut pajak atas penghasilan individu, yang secara teknis 
merupakan bentuk non-progresif tertinggi (0% untuk semua).  
 Monako: Tidak ada pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, atau pajak kekayaan. 
 Uni Emirat Arab (UEA): Umumnya tidak memungut pajak penghasilan individu. 
 Kepulauan Cayman: Tidak ada pajak penghasilan langsung. 
 Bahamas: Tidak ada pajak penghasilan. 
 Bermuda: Tidak ada pajak penghasilan. 
 Bahrain: Tidak ada pajak penghasilan perorangan. 
 Kuwait: Tidak ada pajak penghasilan bagi individu. 
 Brunei: Tidak memungut pajak penghasilan dari individu. 
 Vanuatu: Tidak ada pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, atau pajak 

kekayaan.  
3. Negara dengan Pajak Regresif (Bentuk Spesifik Non-Progresif) 



 Brasil: Dikenal menggunakan sistem pajak regresif, di mana beban pajak terasa lebih 
berat bagi kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan 
tinggi.  

Catatan: Meskipun negara-negara di atas tidak mengenakan pajak penghasilan progresif, 
mereka mungkin tetap menerapkan pajak tidak langsung seperti PPN (VAT) atau bea impor 
pada barang/jasa tertentu.  
 
KONSEPSI PEMERINTAHAN TANPA PUNGUTAN PAJAK 

Ringkasan AI menyatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang 100% bebas pajak (PPh, 
PPN, PBB, bea impor/ekspor sama sekali) karena negara membutuhkan pendapatan. Namun, 
negara tax haven seperti Bahama, Bermuda, Kepulauan Cayman, dan Monako tidak 
mengenakan PPh pribadi/perusahaan, namun tetap memberlakukan bea cukai, biaya izin, atau 
PPN/pajak konsumsi.  

Berikut detail negara-negara yang mendekati kriteria tanpa pajak (terutama PPh): 
 Tanpa PPh Pribadi & Seringkali PPN/Perusahaan (Tax Havens): 

o Bermuda & Kepulauan Cayman: Tidak ada PPh, PPN, pajak keuntungan modal, 
atau pajak perusahaan. 

o Bahama: Tidak ada PPh pribadi, pajak warisan, atau hadiah, namun 
mengandalkan PPN (VAT) dan biaya impor. 

o Monako: Bebas PPh, dividen, dan keuntungan modal (kecuali warga Prancis). 
o Vanuatu & Brunei Darussalam: Tidak mengenakan pajak penghasilan. 

 Negara Tanpa PPh (Kaya Sumber Daya/Sektor Keuangan): 
o Uni Emirat Arab (UEA) & Qatar: Tidak ada PPh pribadi, tetapi mulai menerapkan 

pajak perusahaan tertentu. 
o Kuwait, Bahrain, & Oman: Bebas PPh pribadi, didukung pendapatan minyak. 

 Negara Tanpa PPN/VAT: 
o Beberapa negara tidak mengenakan PPN, termasuk Amerika Serikat, Bermuda, 

Kuwait, dan Macau, namun mereka tetap memiliki pajak lain.  
Negara-negara ini mengganti pendapatan pajak tersebut melalui biaya izin, bea cukai impor, 
atau pajak properti.  
 
Teori Dunia Tanpa Pajak : 

APBN utama bangsa adalah SDA dan Pajak. Dunia tanpa sistem perpajakan atau pungutan 
(pajak/iuran wajib) akan menciptakan perubahan drastis, di mana layanan yang selama ini 
disediakan negara berbasis iuran WN ke Kas-Negara akan hilang atau beralih menjadi 
layanan privat. Meski terdengar menarik karena penghasilan tidak dipotong, kondisi ini 
kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan infrastruktur dan ketimpangan sosial yang 
ekstrem.  
Berikut adalah gambaran-teoretis kondisi dunia tanpa pajak: 
1. Lumpuhnya Layanan Publik Utama. Pajak adalah tulang punggung pendapatan negara 

(terutama APBN). Tanpa pajak, pemerintah tidak memiliki dana untuk:  
 Infrastruktur Umum: Jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara tidak akan terawat 

dan tidak ada pembangunan baru. 
 Keamanan: Gaji polisi dan tentara tidak terbayar, menyebabkan potensi 

ketidakamanan yang serius. 
 Transportasi Publik: Layanan transportasi publik terhenti atau menjadi sangat mahal.  

2. Privatisasi Pendidikan dan Kesehatan. Fasilitas umum seperti sekolah negeri dan rumah 
sakit umum (gratis/bersubsidi) akan hilang atau menjadi swasta sepenuhnya. Masyarakat 



harus membayar mahal untuk layanan kesehatan dan pendidikan, yang akan membebani 
ekonomi, terutama kalangan menengah ke bawah.  

3. Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem. Tanpa pajak, tidak ada sistem pemerataan 
penghasilan penduduk dengan tarif pajak progresif,  jaminan sosial, bantuan subsidi, atau 
jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu atau lansia. Hal ini memperlebar 
jurang antara si kaya dan si miskin, di mana yang miskin sulit mengakses layanan dasar.  

4. Ekonomi yang Tidak Stabil 
 Kebutuhan Pokok Mahal: Harga BBM dan kebutuhan pokok mungkin melonjak 

tinggi karena tidak adanya subsidi. 
 Inflasi Tinggi: Pemerintah mungkin mencoba mencetak uang untuk membiayai 

operasional, yang akan memicu inflasi tinggi dan menurunkan nilai mata uang. 
 Ancaman Dutch Disease: Negara yang kaya sumber daya alam mungkin terjebak 

dalam ketergantungan SDA, tanpa pengembangan sektor lain.  
5. Risiko Keamanan dan Keadilan 

 Hukum Tidak Berjalan: Kepolisian, pengadilan dan sistem hukum tidak terbiayai 
APBN sehingga tidak berfungsi dengan baik, berpotensi menciptakan situasi "hukum 
rimba". 

 Risiko Investasi: Investor akan takut menanamkan modal karena situasi chaos dan 
kurangnya aturan hukum yang pasti.  

Kesimpulan: Hanya negara ber SDA sangat-besar dapat menghapus sistem perpajakan untuk 
pajak jenis-tertentu. Meskipun ada beberapa wilayah di dunia (seperti Dubai/UEA) yang 
menerapkan pajak 0% atau sangat rendah, hal tersebut umumnya didukung oleh kekayaan 
sumber daya alam yang melimpah dan tidak bisa diterapkan di sebagian besar negara lain 
tanpa menimbulkan krisis. Secara umum, tanpa pajak, pembangunan akan berjalan pincang 
dan kesejahteraan masyarakat menurun drastis.  
 
SUMBANGAN KEPADA PENDAPATAN APBN BERBASIS GENDER 

Besar potensi atau % sumbangan wanita kepada APBN dan GDP  bangsa proporsional 
sebesar % warga-negara berjenis wanita. Peranan gender wanita dalam menyumbang 
pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan, baik secara 
langsung melalui pajak maupun secara tidak langsung melalui partisipasi ekonomi produktif. 
Di tingkat global dan nasional (Indonesia), peningkatan kesetaraan gender di dunia kerja 
berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara.  

Menurut sumber AI, berikut adalah rincian potensi peran wanita dalam kontribusi pendapatan 
APBN: 
1. Kontribusi Langsung melalui Pajak (PPh) 

Wanita bekerja menyumbang langsung pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 21.  
 Wajib Pajak Mandiri: Wanita yang berpenghasilan, baik lajang maupun menikah, 

memiliki kewajiban perpajakan yang mandiri. 
 Karyawati dan Profesional: Kontribusi dari pekerja perempuan di berbagai sektor 

formal. 
 Wirausaha Wanita: Pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang 

didominasi oleh pelaku usaha perempuan.  
2. Peningkatan Pajak Tidak Langsung (PPN)  

Perempuan berperan besar dalam menggerakkan konsumsi rumah tangga. Aktivitas 
ekonomi ini menghasilkan:  



 Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Setiap barang atau jasa yang dibeli oleh perempuan 
untuk kebutuhan rumah tangga menghasilkan PPN yang masuk ke pendapatan 
negara.  

3. Kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan partisipasi perempuan di 
dunia kerja meningkatkan PDB, yang berujung pada potensi pendapatan negara yang 
lebih tinggi.  
 Sektor UMKM: Di Indonesia, perempuan memiliki peran dominan dalam 

menggerakkan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Hampir 100 % 
entitas usaha di NKRI adalah UMKM, sebagian besar dikelola pengusaha-wanita. 

 Ekonomi Digital: Semakin banyak wanita yang terlibat dalam bisnis online, ekonomi 
kreatif, dan startup.  

4. Peran dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga. Secara tidak langsung, perempuan sering 
kali menjadi pengelola keuangan keluarga yang cermat, yang meningkatkan stabilitas 
ekonomi keluarga dan mendorong konsumsi yang sehat.  

5. Kebijakan Anggaran Berbasis Gender (ARG). Pemerintah Indonesia, melalui 
Kementerian Keuangan, telah menerapkan Gender Responsive Budgeting (ARG) sejak 
tahun 2000-an. Ini bukan hanya untuk pengeluaran, tetapi memastikan bahwa perempuan 
memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya ekonomi, yang akhirnya 
mendorong kontribusi mereka terhadap pendapatan negara.  

Tantangan dan Potensi: Kesetaraan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mencari 
nafkah bagi wanita telah terpenuhi dengan baik di NKRI. Meskipun kontribusi pada PDB 
besar, masih terdapat kesenjangan upah gender (gender wage gap), di mana pendapatan 
tenaga kerja perempuan seringkali lebih rendah daripada laki-laki. Diperlukan Kabinet yang 
mampu meng-optimalisasi peran perempuan di bidang kepemerintahan, politik dan ekonomi 
melalui pendidikan dan kesempatan kerja setara bagi kaum-wanita agar dapat meningkatkan 
kontribusi mereka ke APBN secara signifikan di masa depan.  

Peran PBB untuk pembebasan HAM kaum-wanita di muka-bumi sbb : 
AI mengungkap bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berjuang membebaskan 
keterpasungan hak asasi wanita di negara-negara dengan sistem patriakis kuna melalui 
pendekatan komprehensif, yang berfokus pada reformasi hukum, penguatan norma sosial, 
dan pemberdayaan ekonomi. Perjuangan ini menargetkan akar budaya yang mengakar ribu-
tahun padasuatu bangsa yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua atau bahkan 
lebih rendah lagi ( misalnya di kurung, di zalimi, di bunuh).  

Berikut adalah mekanisme dan cara PBB memperjuangkan hak asasi wanita di negara 
patriarkis: 
1. Landasan Hukum Internasional (CEDAW). PBB menggunakan Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang diadopsi 
tahun 1979, sebagai "piagam hak asasi manusia internasional bagi perempuan".  
 Mendorong Ratifikasi: PBB mendesak negara-negara anggota untuk meratifikasi 

CEDAW, yang mewajibkan negara tersebut menghapus diskriminasi dalam hukum 
nasional, termasuk hukum adat atau agama yang patriarkis. 

 Pemantauan Berkala: Komite CEDAW memantau kepatuhan negara-negara, meninjau 
laporan, dan memberikan rekomendasi tegas jika ditemukan pelanggaran hak 
perempuan.  

2. UN Women dan Intervensi Langsung. UN Women adalah badan utama PBB yang 
didedikasikan untuk kesetaraan gender, bekerja untuk mengubah hukum dan institusi.  
 Reformasi Kebijakan: UN Women bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk 

mereformasi hukum yang diskriminatif, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak 
pernikahan. 



 Program "Dare to Care": Khusus di wilayah Arab (Arab States), program ini fokus 
mengubah pola pikir maskulinitas patriarkis dan norma sosial yang menghambat 
kesetaraan. 

 Memerangi Kekerasan Berbasis Gender: PBB mendukung layanan kesehatan, bantuan 
hukum, dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan di negara dengan budaya 
patriarki yang kuat.  

3. Edukasi dan Transformasi Sosial. PBB berupaya mengubah norma sosial yang 
melanggengkan sistem patriarki. 
 Pelibatan Laki-laki dan Anak Laki-laki: PBB, terutama melalui UN Women, fokus 

pada program edukasi untuk laki-laki agar memahami pentingnya kesetaraan gender 
dan menolak stereotipe gender. 

 Kurikulum "Voices Against Violence": Program ini digunakan untuk mendidik 
generasi muda agar memahami akar kekerasan berbasis gender di komunitas mereka.  

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Politik. Membebaskan perempuan dari ketergantungan 
ekonomi pada laki-laki adalah kunci. 
 Pemberdayaan Ekonomi: PBB mendorong keterlibatan perempuan dalam tenaga 

kerja, akses terhadap modal, dan kepemilikan properti. 
 Partisipasi Politik: Mendorong kuota keterwakilan perempuan dalam pengambilan 

keputusan di pemerintahan untuk mengikis dominasi laki-laki.  
5. Fokus pada Pencegahan (Spotlight Initiative), Melalui kemitraan dengan organisasi lain, 

PBB meluncurkan inisiatif seperti Spotlight Initiative (dengan Uni Eropa) untuk 
menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin.  

Secara keseluruhan, perjuangan PBB berfokus pada "menghancurkan" struktur patriarki yang 
dianggap sebagai hambatan struktural dalam kerangka hukum dan budaya, serta memastikan 
hak-hak perempuan diakui sebagai hak asasi manusia yang universal.  
 
BALADA CORETAX  NKRI 

Sistem NKRI disebut Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax NKRI yang 
dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami banyak kendala teknis sejak awal 
implementasinya pada 2025. Wajib pajak (WP) banyak mengeluhkan berbagai masalah yang 
mengganggu proses kepatuhan pajak.  

Berikut adalah rangkuman masalah utama Coretax yang dirangkum dari berbagai keluhan 
(data per awal 2025-2026): 
 Jumlah gerbang-maya dan karyawan penjaga gerbang harus ditingkatkan 1000 % 

sepanjang 3 bulan periode Februari, Maret, April, karena  jumlah Wajib Pajak (WP) 
Terdaftar hingga akhir tahun 2024mencapai 86,7 juta, Jumlah Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) sebesar 735.838 PKP. Inilah kelemahan utama CoreTax. Gerbang dan layanan 
dikembangkan pula pada kantor Lurah, Camat, Kades dan seluruh perguruan tinggi di 
NKRI. 

 Gangguan Akses dan Sistem Lambat: Situs pajak.go.id sering error (500 Internal Server 
Error), lambat, atau sulit diakses karena beban server yang tinggi, terutama menjelang 
tenggat waktu pelaporan. Jumlah teknisi harus ditambah 500 %. 

 Aktivasi Akun dan Sertifikat Elektronik: Banyak Wajib Pajak kesulitan melakukan 
aktivasi akun, gagal dalam proses validasi wajah (face recognition), dan kendala dalam 
membuat kode otorisasi/sertifikat elektronik. 

 Masalah Faktur Pajak dan Faktur Elektronik: Terdapat laporan mengenai kegagalan 
sistem dalam menyimpan atau memproses faktur pajak, serta ketidakcocokan data. 
Jumlah teknisi perlu ditingkatkan menjadi 200 %. 



 Ketidakcocokan NIK-NPWP: Masalah integrasi data antara Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) dan Nomor Identitas Wajib Pajak (NPWP) yang belum sinkron sepenuhnya. 

 Prosedur Rumit dan Sosialisasi Kurang: Wajib pajak mengeluhkan prosedur yang 
membingungkan dan sosialisasi yang dinilai kacau, bahkan sebagian memilih datang ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) langsung karena sistem online bermasalah. Metode 
sosialisasi harus diubah secara mendasar. 

 Fitur Belum Lengkap: Awalnya, tidak ada fitur pembatalan kode billing, yang kemudian 
diperbaiki.  

 Pembangunan kemudahan laporan SPT bulanan dan tahunan non-elektronik ( yaitu 
dengan SPT tercetak di atas kertas ) yang sangat dibutuhkan manula & janda gaptek, 
petugas kemudahan dan loket layanan harus ditingkatkan di seluruh NKRI, terutama pada 
Pemda & Desa tertinggal. 

Respon Pemerintah: Menteri Keuangan mengakui adanya keluhan investor dan wajib pajak 
terkait sistem baru ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan 
(penyempurnaan) hingga batas waktu yang ditargetkan. Pemerintah dan DPR juga sempat 
sepakat bahwa Coretax belum berlaku penuh tahun 2025 karena sistem yang belum siap.  
Meskipun bermasalah, Coretax dirancang untuk mengintegrasikan layanan pajak dalam satu 
portal terpadu dan diharapkan meningkatkan transparansi jangka panjang. Wajib Pajak 
disarankan untuk melakukan aktivasi akun dan menggunakan layanan lebih awal untuk 
menghindari error beban server. Respon di nilai sebagian masyarakat belum efektif. 
Permasalahan utama yang ditemukan adalah quality control yang terlewat ketika LG sebagai 
kontraktor, menyerahkan hasil pekerjaannya. 
Menjelang pelaporan SPT Tahunan pada 2026, Menkeu Purbaya menjelaskan uji coba 
terhadap Coretax sudah dilakukan dan berjalan dengan baik sejauh ini. Bahkan, Coretax 
sudah dites secara bersama dengan 60.000 orang. "Coretax sudah diperbaiki dan berjalan 
dengan baik. Ke depan akan kita perbaiki terus. Kita sudah tes 60.000 orang dan bisa berjalan 
dengan baik," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (18/12/2025). Dalam 
program Tax Time CNBC Indonesia pada November 2025, Bimo menegaskan kebijakan 
berkelanjutan untuk memperbaiki sistem inti administrasi pajak atau Coretax yang akan 
dimanfaatkan untuk memperkuat kepatuhan dan kemudahan pemenuhan kewajiban para 
wajib pajak. Ia mengakui, Coretax merupakan sistem besar yang harus terus menerus 
diperkuat, karena targetnya bisa melayani sebanyak 80 juta wajib pajak, dari yang saat ini 
baru ada sekitar 14 juta wajib pajak di tanah air. "Sistem ini sangat besar, karena kami desain 
untuk bisa mewadahi semua ekosistem perpajakan untuk katakanlah minimal itu 80 juta 
wajib pajak yang terdaftar di dalam sistem kami," papar Bimo. Meski demikian, dari sisi 
wajib pajak yang memanfaatkan sistem Coretax hingga kini juga memang masih sedikit. Ia 
mencatat dari total 14 wajib pajak di Indonesia, baru sekitar 3 juta wajib pajak atau 21% yang 
melakukan aktivasi akun di sistem Coretax. Padahal, ia menyebut, Coretax merupakan 
layanan digital sistem perpajakan yang menjadi haknya para wajib pajak. Oleh sebab itu, ia 
mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun. "Jadi sekali 
lagi, teman-teman masyarakat silahkan segera mengaktivasi akun wajib pajaknya, segera buat 
kode otorisasi supaya hak masyarakat untuk mendapatkan layanan digital perpajakan itu bisa 
terpenuhi," ucap Bimo. Untuk melakukan aktivasi akun Coretax, menurutnya bukan masalah 
yang sulit, karena masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri melalui coretaxdjp.pajak.go.id. 
Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh kode otorisasi dan memasukkan digital signature 
untuk mengaktivasi akun Coretax-nya. "Kemudian submit digital signature yang nantinya 
mulai dari penerbitan SPT, kemudian faktur pajak, bukti potong, dan berbagai macam 
layanan elektronis yang lain itu hanya bisa diakses ketika sudah aktivasi tadi," ungkap Bimo. 
Untuk mempersiapkan seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2025 
yang akan dilakukan pada 2026 melalui Coretax, ia pun mengungkapkan telah merancang 



stress test supaya para wajib pajak tak lagi menemukan kesalahan sistem saat melaporkan 
kewajiban pelaporan SPT Tahunannya. "Puluhan ribu karyawan kami akan nge-hit sistem 
dalam waktu yang sama dan mudah-mudahan November ini kami bisa selesai stress test dan 
kami confidence bisa dengan sistem yang baru ini bersiap memberikan servis kami yang 
terbaik bagi wajib pajak, sehingga nantinya mudah-mudahan di Januari 2026 ongoing, 
moving forward, layanan SPT bisa menjamin kelancaran dan kesuksesan peningkatan 
penerimaan negara maupun kepatuhan perpajakan," paparnya. DJP mencatat sebanyak 7,5 
juta wajib pajak telah mengaktivasi akun sistem perpajakan terbaru, Coretax hingga 17 
Desember 2025. Adapun, DJP menargekat sebanyak 13 juta aktivasi. Sebagai informasi, 
aktivasi Coretax akan dibutuhkan wajib pajak dalam rangka penyampaian SPT 2025 mulai 
awal 2026. Laporan SPT tahun pajak 2025 memang akan dilakukan secara menyeluruh di 
Coretax. 
 
Bagi wajib pajak orang pribadi tertentu, pelaporan SPT Tahunan dalam bentuk kertas masih 
dimungkinkan. Kriteria ini cukup spesifik yaitu:  
- Wajib pajak harus merupakan orang pribadi; 
- SPT yang disampaikan berstatus nihil atau kurang bayar; 
- Wajib Pajak yang belum pernah melaporkan SPT Tahunan secara elektronik; 
- Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama; 
- Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak; 
- Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik; 
- SPT yang disampaikan bukan untuk bagian tahun pajak. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan masih mempertimbangkan aspek kesiapan dan 
karakteristik wajib pajak. 

Bagi mereka yang memenuhi kriteria tersebut, formulir SPT Tahunan kertas tetap disediakan 
dan telah disesuaikan dengan kebijakan baru. Formulir ini secara tegas dinyatakan berlaku 
untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, serta telah disesuaikan dengan PER-11/PJ/2025. 
Bahkan, petunjuk teknis mengenai cara pencetakan, pengisian, hingga penyampaian secara 
langsung atau melalui pos juga masih diatur secara teperinci. 

Proses penerimaan SPT kertas pun tidak dihapus, tetapi diintegrasikan ke dalam alur kerja 
baru yang berbasis Coretax. Ketika wajib pajak menyerahkan SPT secara langsung ke KPP, 
petugas tetap melakukan penelitian atas kelengkapan dan validitas dokumen. Jika dinyatakan 
lengkap dan sah, maka diterbitkan bukti penerimaan surat (BPS) pada hari yang sama. 
Sebaliknya, jika SPT tidak lengkap atau tidak valid, dokumen akan dikembalikan kepada 
wajib pajak disertai lembar penelitian sebagai dasar perbaikan. 

BPS sendiri kini telah distandarisasi dalam format baru yang memuat informasi penting 
seperti nomor dan tanggal penerimaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nama wajib pajak, 
jenis dan status SPT, tahun pajak, serta kanal penyampaian. Dengan demikian, meskipun 
berbentuk kertas, setiap SPT tetap tercatat secara sistematis dalam Coretax. 

Setelah diterima, SPT kertas tidak lagi berhenti di loket pelayanan. Dokumen tersebut masuk 
ke dalam alur pengemasan, pemindaian, dan perekaman detail data. Sistem baru memastikan 
bahwa data SPT dapat divalidasi secara lebih cepat dan akurat, sekaligus mengurangi potensi 
kesalahan penghitungan manual. Bahkan, SPT yang dikirim melalui pos kini bisa langsung 
diteruskan ke unit pengolahan dokumen tanpa harus melalui seluruh tahapan manual di KPP. 

Transformasi ini menunjukkan bahwa kebijakan Coretax bukan bertujuan menghapus 
mekanisme lama secara drastis, melainkan menata ulang proses agar lebih efisien dan 
akuntabel. Pelaporan kertas tetap diakomodasi, namun dengan syarat ketat dan pengawasan 



yang lebih sistematis. Tujuannya bukan semata-mata digitalisasi, tetapi memastikan bahwa 
setiap SPT yang masuk memiliki kualitas data yang baik, valid, dan dapat diproses secara 
otomatis. 

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah masih boleh melaporkan SPT Tahunan 
kertas setelah Coretax berlaku adalah: ya, masih boleh, tetapi hanya bagi wajib pajak orang 
pribadi tertentu yang memenuhi persyaratan khusus. Bagi kelompok lainnya, pelaporan 
elektronik menjadi keharusan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan transisi yang adaptif, 
tidak memaksa, tetapi tetap mendorong masyarakat untuk beralih secara bertahap menuju 
sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi. 

Lebih lanjut di: https://www.pajak.go.id/id/artikel/simak-di-era-coretax-wajib-pajak-ini-
masih-boleh-melaporkan-spt-tahunan-kertas 


